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Umar Ilham Hidayatullah, 2021, Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance 
pada Pemerintahan Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, 
“Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel Surabaya.” 
Kata Kunci : Kepala Desa, Good Governance, Pemerintah Desa 
Pada penelitian ini membahas mengenai peran kepala desa dalam mewujudkan Good 
Governance pada pemerintah desa dan mencari bentuk sinergi dengan stakeholder di Desa 
Kepuhanyar. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : bagaimana peran kepala desa 
sebagai kepala pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola yang baik serta opsi-opsi yang 
dipilih dalam mewujudkan good governance dan bagaimana bentuk sinergi yang terjalin antara 
3 (tiga) stakeholder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan metode 
pengumpulan data dengan cara; wawacara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini 
menggunakan teori Good Governance sebagai landasan teori untuk melakukan analisa. Hasil 
dari penelitian ini adalah 1) Kepala desa mempunyai peran, tugas dan wewenang dalam 
mengelola, membina serta mengatur pemerintahan desa, sehingga kepala desa juga 
bertanggung jawab mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Kepuhanyar 
dengan adanya partisipasi masyarakat desa, transparansi terhadap kinerja kepala desa, dan 
tanggung jawab penuh terhadap perannya sebagai kepala pemerintahan, 2) Kepala desa juga 
harus mampu membangun sinergi terhadap 3 (tiga) stakeholder yang ada di desa. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya bentuk kerja sama kepada masyarakat desa dalam bidang 
pembangunan desa seperti pembangunan salurah irigasi dan pembentukan karang taruna, serta 
penyalurah hasil produksi tahu oleh pabrik tahu kepada masyarakat desa melalui BUMDes 
sebagai bentuk kerja sama atau sinergi dengan sektor swasta yang ada di Desa Kepuhanyar. 
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, terdapat usaha penerapan prinsip-prinsip Good 
Governance pada Pemerintahan Desaroleh Kepala Desa Kepuhanyar saat ini. Dengan 
membaiknya pelayanan dan administrasi di Desa Kepuhanyar pada masa kepemimpinan 
Kepala Desa saat ini serta adanya sinergi yang dibangun dalam kehidupan birokrasi desa.  
 


































Umar Ilham Hidayatullah, 2021, The Roleiof the Village Head in Realizing Good Governance 
in Village Government at Kepuhayar, Mojoanyar distric, Mojokerto regency, “Thesis of 
Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, State Islamic 
University Sunan Ampel Surabaya.” 
Keyword : Village Head, Good Governance, Village Government 
This study discusses the role of the village head in realizing good governance in the village 
government and looking for forms of cooperation with stakeholders in bureaucratic life. The 
formulation of the problem in this study is: how is the role of the village head as the head of 
government in realizing good governance and the options chosen in realizing good governance 
and how is the form of synergy that exists between 3 (three) stakeholders. This study uses 
qualitative methods, with data collection methods by; interviews, documentation, and 
observations. This study uses the theory of Good Governance as the theoretical basis for 
conducting the analysis. The results of this study are 1) The village head has a role, duty and 
authority in managing, fostering and regulating village government, so that the village head is 
also responsible for realizing good governance in Kepuhayar Village with the participation of 
the village community, transparency on the performance of the village head , and full 
responsibility for his role as head of government, 2) The village head must also be able to build 
synergy with 3 (three) stakeholders in the village. This is evidenced by the form of cooperation 
with the village community in the field of village development such as the construction of 
irrigation channels and the formation of youth organizations, as well as the distribution of tofu 
production by the tofu factory to the village community through BUMDes as a form of 
cooperation or synergy with the private sector in the village. faded. So that it can be concluded 
that, there is an effort to apply the principles of good governance in village governance by the 
current Head of Kepuhayar Village. With the improvement of services and administration in 
Kepuhayar Village during the current leadership of the Village Head and the synergy built in 
the life of the village bureaucracy.  
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BAB I   
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Penelitian ini berawal dari adanya tindak pidana kasus korupsi dana desa oleh Kepala 
Desa Kepuhanyar Tahun 2014 atas nama Agung Priyanto sehingga menyebabkan kegelisahan 
pada hati peneliti yang juga selaku masyarakat desa untuk melakukan penelitian pada intitusi 
pemerintah desa. Menurut Undang Undang tetang Desa, desa dijelaskan sebagai suatu kesatuan 
dalam masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah kewenangan untuk mengurus dan juga 
mengatur urusan pemerintahannya sendiri, sesuai dengan hak asal usul serta kepentingan dalam 
masyarakat berdasarkan prakarsa masyarkat sesuai dengan hak tradisional atau adat dan budaya 
yang diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.2 Kewenangan 
Pemerintah Desa adalah suatu bentuk pemberian dari pemerintah pusat dalam melakukan 
optimalisasi pelayanan terhadap sistem birokrasi di Indonesia, sehingga dalam kewenangan 
istimewa yang dimiliki oleh pemerintah desa juga terdapat tuntutan untuk mengurus secara 
mandiri urusan pemerintahan dalam wilayah administrasi desa guna mencapai masyarakat adil, 
makmur dan sejahtera. Sehingga diperlukan landasan kuat untuk mencapai kemakmuran yang 
merata hingga wilayah pedesaan, sebab desa pada saat ini adalah wilayah yang dituntut harus 
mandiri dan melaksanakan demokrasi sebaik mungkin. Setelah terbentuknya Peraturan 
Pemerintah mengenai otonomi desa dan otonomi daerah, yang ditujukan untuk mewujudkan 
kondisi yang lebih demokratis pada pemerintahan desa. Hal ini dibahas dalam Undang Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 94, yang menjelaskan pemerintah desa terdiri atas badan 
                                                          
    2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa 
 

































perwakilan desa, dan pemerintahan desa. Dimana pada pemerintahan desa juga terdiri atas 
Kepala Desa, dan Perangkat Desa.3  
Pemerintah desa menyelenggarakan berbagai urusan serta kepentingan masyarakat dan 
pemerintahan setempat, pemerintahan desa merupakan suatu tatanan pemerintahan terkecil 
dalam Pemerintahan Negara Indonesia. Negara dikatakan sangat sejahtera apabila wilayah desa 
telah makmur, hal ini menjadi tolak ukur dalam melihat dimana tingkat kesejahteraan negara 
tersebut. Dalam pengesahan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mempunyai 
banyak tanggapan yang memicu banyak pendapat mengenai desentralisasi kekuasaan sampai 
pada tingkat desa, dengan adanya pembahasanimengenai dana desa sebesar 10% dari APBN 
yang akan disumbangkan ke setiap desa, maka artinya setiap desa akan menerima dana sebesar 
1 Miliyar lebih untuk dapat dikelola dalam rangka membina, mengatur serta mengelola 
pemerintahan desa.4 Akan tetapi dengan adanya dana desa yang besar juga terdapat rasa 
khawatir mengenai kapasitas kepala desa dalam pengalokasian atau penyerapan dana tersebut, 
sehingga ditakutkan akan menyebabkan terjadinya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.  
Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan, juga pengayom masyarakat dan pengelola 
keuangan di desa memiliki peran penting dalam pemerintahan desa terutama dalam 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik seperti terlaksananya fungsi dan 
kewenangannya sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi kepala desa sebagai kepala 
pemerintahan di tingkat desa. Mewujudukan Good Governance pada Era reformasi saat ini 
adalah hal yang tidak dapat ditolak maupun dihindari sebagai kepala pemerintahan bahkan 
pada tingkat desa sekalipun. Adapun prinsip yang terdapat dalam Good Governance yakni :  1. 
adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan, 2. adanya akuntabilitas 
                                                          
    3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 94 
    4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
 

































dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan, 3. adanya proses transparansi 
dalam pengelolaan, penyerapan, maupun pengalokasian dana anggaran yang masuk ke desa.  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa 
yang diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 216 Ayat 1 Undang Undang 
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Untuk itu dalam susunan Pasal 14 Ayat 1 juga 
memuat tugas-tugas kepala desa yang bertugas sebagai penyelenggara berbagai urusan dalam 
pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan. Kepala desa dalam melakasanakan tugas 
dan wewenang sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa juga harus bertanggung 
jawab kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk mengajukan dan menyusun rancangan 
mengenai peraturan desa, menetapkan berbagai peraturan baik mengenai Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa (APBDes) yang dibahas serta ditetapkan dalam rapat bersama. Hal ini 
ditujukan guna melakukan pembinaan kehidupan masyarakat desa, mengkoordinasi 
pembangunan desa secara partisipatif, agar dapat mewakili desanya masing-masing, baik 
didalam maupun diluar pengadilan untuk dapat menunjuk kuasa hukum dalam mewakilinya 
sesuai dengan peraturan perundang undangan. 
Mewujudkan tatanan pemerintah yang baik, merupakan bentuk kepekatan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta dapat diciptakan secara bersama dengan 
berbagai elemen yang mendiami atau ada disuatu wilayah. Kepemerintahan dengan 
mewujudkan tata kelola yang baik atau good governance, menjadi sebuah isu sentral dalam 
pembahasan utama pada pengelolaan suatu pemerintahan, banyaknya tuntutan yang 
disampaikan oleh berbagai kalangan masyarakat juga searah dengan pengetahuan tingkat 
pendidikan masyarakat. Adapun salah satu prinsip yang sangat berkaitan dengan tata kelola 
pemerintahan yakni Good Governance yang merupakan suatu konsep yang juga erat kaitannya 
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu 
 

































perwujudan dalam tugas dan fungsi aparatur negara adalah bentuk pelayanan yang harus 
diberikan oleh pejabat desa maupun pejabat pemerintahan lainya.  
Untuk mengurus setiap urusan di desa, kepala desa juga dibantu dalam pelaksanaan 
tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa serta pada pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawabnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan diawasi Badan 
Permusyawaratan Desa. Mekanisme pengawasan dan keseimbangan memiliki tujuan agar 
dapat meminimalisir pemusatan kekuasaan pada masa orde baru. Secara legitimasi kepala desa 
memiliki keabsahan dalam mempertahankan kekuasaannya. 
Penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentigan masyarakat desa setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pemerintah Desa. 
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang dibantu oleh 
perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.5 Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa menyangkut seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan di desa 
berdasarkan kewenangan desa yang ada, hal ini meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, 
pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, 
pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.6 Pemerintahan Desa juga bagian 
pemerintahan nasional yang penyelenggaraanya ditujukan pada wilayah pedesaan. 
Pemerintahan Desa adalah proses usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan 
usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintah Desa merupakan 
penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan 
perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sitem dari penyelenggaraan 
pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenagan untuk mengatur dan mengurusi kepentingan 
                                                          
    5  Undang Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2  
    6 Peraturan MentriyDalam Negri No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan 
Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
 

































masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan 
menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Pemerintah Desa sebagai 
penyelenggara pemerintahan yang terendah dan langsung berhadapan dengan rakyat 
mempunyai beban tugas yang cukup berat karena selain harus melaksanakan segala urusan 
yang dari pemerintah atas juga harus mengurus berbagai urusan rumah tangga desa yang 
pertanggung jawabannya langsung kepada rakyat.7 Pemerintah Desa menjadi salah satu unsur 
pemerintahan formal dalam sistem desentralisasi. Hal ini dilandasi oleh Undang Undang yang 
mengatur mengenai pemerintahan desa. Yaitu, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Desa yang menempatkan desa sebagai daerah administratif dibawah kecamatan. 
Setelah itu, pemerintahan desa menjadi bagian dari pemerintahan daerah dan diatur dalam 
Undang Undang Pemda, yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 maupun Undang Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun pada tahun 2014, pengaturan 
desa dipisahkan dari pengaturan pemerintah daerah melalui Undang Undang  No. 6 Tahun 2014 
tentang Desa.8 
Pemerintah Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Kepala Desa selaku 
pembina, pengayom, dan pelayan masyarakat karena memiliki peran yang sangat penting 
dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Kepala Desa 
dalam menjalankan tugasnya pada bidang pemerintahan dan bidang pembangunan, juga 
melaksanakan tugas pemerintahan pada bidang kemasyarakatan. Pada bidang kemasyarakatan, 
kepala desa dan perangkat desa berperan pada bidang pelayanan masyarakat. Kepala Desa juga 
berwenang dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat desa, pemerintah desa 
                                                          
    7Sugiman, “Pemerintah Desa”, Bina Mulia Hukum 7, no. 1 (2018)  
    8 Agus Kusniadi, “Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, Jurnal Ilmu 
Hukum 2, No. 3, (2015), E-ISSN: 2442-9325 
 

































berkewajiban menegakan peraturan perundang undangan dan memelihara ketertiban dan 
ketentraman masyarakat desa.9 
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan 
kewajiban dalam penyelenggaraan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari 
pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam Undang Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 
Pasal 26 ayat 1 mebahas mengenai 4 (empat) tugas utama Kepala Desa, yaitu : Pertama, Kepala 
Desa bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Kedua, melaksanakan 
pembangunan Desa. Ketiga, melaksanakan Pembinaan Masyarakat Desa. Keempat, 
memberdayakan Masyarakat Desa. 
Pembangunan di wilayah desa tidak terlepas dari peran pemerintah desa serta partisipasi 
masyarakat desa, sehingga kepala desa sebagai kepala pemerintahan harus mampu 
menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga dapat menjadi indikator utama dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, dan juga dapat menjadi pemimpin serta mengkoordinasi 
pemerintahan desa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desanya, melakukan pembinaan 
serta pembangunan masyarakat dan meningkatkan perekonomian di desa.  
Maka dalam hal ini, Good Governance menjadi konsep yang tepat untuk mewujudkan 
pemerintahan yang baik dalam tata kelola pemerintahan desa, sebab dalam konsep ini terdapat 
prinsip prinsip pengelolaan yang mendorong ke arah yang lebih baik dengan mengutamakan 
terjadinya kerja sama antara 3 stakeholder (yakni: negara/pemerintah, masyarakat, dan sektor 
swasta) yang harus terjalin dalam suatu wilayah pemerintahan. Dalam konsep Good 
Governance terdapat 9 (sembilan) prinsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
                                                          
    9 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
 

































baik, yakni : Partisipasi, Penegakan hukum, Transparansi, Daya tanggap, Berorientasi 
konsensus, Berkeadilan, Efektivitas dan efisiensi, Akuntabilitas, Bervisi strategis.10 
Oleh sebab itu dibutuhkan seorang sosok kepala desa yang cakap, bertanggung jawab 
dan mampu untuk melakukan tugas serta kewajiban untuk mengelola pemerintahan tingkat 
desa secara efesien agar sesuai dengan prinsip good governance dan terlaksana pembangunan 
daerah tingkat desa serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Namun pada 
kenyataanya penerapan Good Governance belum dapat diterapkan sepenuhnya dalam 
pelaksanaan fungsi pengawasan di daerah terutama pada tingkat desa, salah satu contoh yang 
terjadi di Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Dimana Kepala 
Desa tahun 2014 atas nama Agung Priyanto melakukan tindak pindana korupsi dana desa, hal 
ini dibuktikan dengan keputusan Kejaksaan Negeri Mojokerto yang telah menetapkan Kepala 
Desa Kepuhanyar sebagai tersangka korupsi dana desa TA 2016 pada kamis 11 Januari 2018.11 
Hal ini dapat terjadi karena lemahnya dukungan subtansi produk hukum, partisipasi sosial, 
transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kurangnya tanggung 
jawab penyelenggara pemerintah daerah, serta kurang jelasnya mekanisme penerapan prinsip 
prinsip tersebut. Prinsip mengenai produk hukum, partisipasi sosial, transparansi, dan 
akuntabilitas memang masih sulit dijumpai penerapannya, karena intansi pemerintahan di 
Indonesia khususnya di Desa Kepuhanyar yang masih sering melakukan pelayanan 
berdasarkan “kebiasaan” atau budaya yang cenderung semaunya, serta pemerintah yang 
berfungsi menjadi pelayan publik masih sering ditemukan belum cakap hukum. Kasus korupsi 
dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa periode 2014 di Desa Kepuhanyar, Kecamatan 
Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, membuktikan bahwa Kepala Desa Kepuhanyar periode 
                                                          
    10 Sirajjudin, “Hukum Pelayanan Publik, Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi”, (Jakartah: Setara 
iPress, 2012), 39-40 
    11 “Nusantara pos”, di akses 22 Januari 2021, jam 21.41  https://nusantaraposonline.com/jadi-tersangk-koropsi-
dana-desa-kades-di-mojokerto-menghilang/  
 

































2014 tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 
Kepala Desa tersebut tidak bertanggung jawab dan belum cakap hukum. Sehingga dalam hal 
ini juga berdampak pada pengangkatan dan pemilihan aparatur atau staf desa sebagai 
bawahanya, karena berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
menjelaskan mengenai kewenangan Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan 
aparatur desa.12 Sehingga jika dilihat dari kasus di Desa Kepuhanyar, dapat memunculkan 
kesimpulan bahwa, kepala desa yang berwenang kurang cakap dalam menjalankan tanggung 
jawabanya, maka terdapat kemungkinan bahwa Kades (Kepala Desa) yang bersangkutan 
menunjuk Aparatur Desa yang kurang cakap atau tidak kompeten pada bidangnya, sehingga 
besar kemungkinan pemerintahan desa tidak berjalan semestinya dan terhambat bahkan 
terhenti oleh kasus atau permasalahan yang terjadi.  
Setelah masa kekosongan jabatan pasca tertangkapnya kepala desa kepuhanyar periode 
2014, Desa Kepuhanyar melakukan pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2020 dengan tiga calon 
kandidat kepala desa, hingga pada akhirnya Bapak Slamet Hidayat terpilih sebagai kepala desa 
kepuhanyar yang menjabat dengan periode tahun 2020-2025. 
Berdasarkan penjelasan atas permasalahan yang terjadi di Desa Kepuhanyar pada masa 
jabatan Kepala Desa tahun 2014, maka pada penelitian ini penulis mengangkat judul “Peran 
Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance pada Pemerintahan Desa Kepuhanyar 
Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto” guna mencari tau perkembangan serta 
pembaruan atau inovasi yang dilakukan oleh Bapak Slamet Hidayat selaku kepala desa yang 
menjabat saat ini, hal ini dilakukan dengan berlandaskan kaidah-kaidah ilmu politik sesuai 
dengan judul penelitian, lokasi penelitian berada pada Desa Kepuhanyar dan Kantor 
Pemerintah Desa Kepuhanyar yang terletak di Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, 
                                                          
    12 Pasal 25 ayat 2 poin B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
 

































fokus utama pada penelitian ini mengenai Peran Kepala Desa dalam mewujudkan Good 
Governance pada kantor pemerintahan desa, selain penerapan konsep juga diperlukan adanya 
sebuah sinergi atau kerjasama antar stakeholder pada Pemerintahan Desa, yang terdiri dari 
pemerintah desa, masyarakat desa dan sektor swasta guna mewujudkan kesejahteraan bersama, 
serta perlu adanya pengawasan dari masyarakat terhadap kinerja kepala desa sebagai kontrol 
dari masyarakat desa, agar bisa terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan 
terwujudnya pemerintahan yang efektif serta efisien. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka peneliti merumuskan masalah 
penelitian sebagai berikut : 
1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam mewujudkan Good Governance di Desa 
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto? 
2. Bagaimana wujud sinergi dengan stakeholder pada Pemerintahan Desa Kepuhanyar ? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan yang diharapkan 
pada penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisa penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, dengan landasan 
konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau Good Governance. Adapun yang lebih 
khusus tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan peran Kepala Desa Kepuhanyar dalam 
menyelenggarakan pemerintahan yang baik, serta relevansinya dengan konsep Good 
Governance. 
2. Untuk mengetahui wujud sinergi dengan stakeholder pada Pemerintah Desa 
Kepuhanyar. 
 





































D. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian yang dilakukan terdapat beberapa manfaat yang diharapkan berguna 
serta bermanfaat bagi pembaca dan intansi yang bersangkutan, baik dalam aspek teoritis 
maupun aspek praktis : 
1. Aspek Teoritis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan secara 
teoritis, yaitu untuk perkembangan pengetahuan khususnya tentang ilmu politik mengenai 
pemahaman teori dan konsep pemerintahan yang baik (Good Governance) serta dapat 
dijadikan literatur untuk membantu memahami Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Good 
Governance pada Pemerintahan Desa. 
2. Aspek Praktis 
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu contoh mengenai 
penyelenggaraan pemerintahan yang ideal, dengan landasan konsep good governance agar 





































E. Definisi Konseptual 
Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai istilah yang terdapat dalam judul 
penulisan skrispi yang dilakukan, mengenai “Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Good 
Governance pada Pemerintahan Desa” dengan harapan mempermudah pemahaman serta 
penafsiran pembaca. Adapun istilah yang terdapat dalam judul dijelaskan sebagai berikut: 
a. Desa 
Desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terbawah yang ada dalam hierarki 
pemerintahan di Negara Indonesia, namun desa dan kelurahan memiliki pengertian dan 
kewenangan yang berbeda menurut peraturan yang telah ditetapkan dan mengikatnya.  
Menurut R. Bintaro menjelaskan desa sebagai berikut:  
“Berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil 
perwujudan sosial. Politik, geografis, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta 
memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.”13  
Hazairin berpendapat bahwa,  
“Desa adalah istilah di Jawa dan Madura, sedangkan di Minagkabau disebut Nagari 
sebagai masyarakat hukum adat, sehingga yang dimaksudkan dengan masyarakat 
hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup 
berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan 
lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi seluruh 
anggotanya.”14 
Sedangkan Teer Har mengemukakan bahwa:  
“Diseluruh kepulauan Indonesia pada tingkat rakyat jelata terdapat pergaulan hidup  
dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia lahir 
dan batin. Golongan tersebut mempunyai tata susunan yang kekal dan tetap serta orang-
orang dalam golongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan 
sebagi hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari 
mereka yang mempunyai pikiran akan pembubaran golongan itu. Golongan ini 
                                                          
    13 R. Bintaro,aDalam InteraksihDesa-KotahdanePermasalahannya, (Jakarta: Ghalia Indonesia,11989), H. 12 
    14 Kusnardi, Harmaily, Ibrahim, Hukum Tata Negara, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV. 
Sinar Bakti, 1983), H. 285 
 

































mempunyai pengurus sendiri, harta benda sendiri, milik keduniawan milik ghaib. 
Golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum”.15 
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, Desa ataupun yang disebut dengan 
nama lain adalah sama dengan persekutuan hukum karena memiliki tata susunan yang tetap, 
pengurus sendiri dan harta kekayaan sendiri. 
b. Kepala Desa  
Pemerintah Desa beserta aparatur desa adalah administrator dalam penyelenggaraan 
utama aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta sebagai pembina 
ketentraman dan ketertiban padah wilayah kekuasaanya, fungsi dan peranan pemerintah sangat 
penting serta menjadi ketentuan maju mundurnya pemerintahan desa setempat. Berdasarkan 
hal tersebut diperlukan aparatur pemerintahan desa yang mampu dan dapat bekerja sama dalam 
pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Keberadaan aparat desa pada bidang 
administrasi menduduki posisi strategis karena sebagai organ pemerintah pada level terendah 
dapat langsung mengetahui kondisi dan permasalahan di wilayahnya. 
Aparatur desa terdepan dalam Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa, dalam 
melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan penyampaian data serta informasi yang 
dibutuhkan, dituntut agar bekerja secara optimal guna memperlancar penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. Sedangkan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 
nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.16 
Hal ini menjelaskan bahwa Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala 
pemerintahan di desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa atau 
yang disebut dengan nama lain memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai 
                                                          
    15 Surojo Wingjodipuro, Asas-asas Hukum Adat, (Bandung: Alumni, 1973), H. 86 
    16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
 

































kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin 
masyarakat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.17 
Menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pengangkatan 
dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 1 Ayat 4,18 menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah 
Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah.19 Hal ini sesuai denganaUndang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah Pasal 101, yang menjelaskan bahwa tugas dan kewajiban Kepala Desa 
adalah : 
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa. 
b. Membina kehidupan masyarakat Desa. 
c. Membina perekonomian Desa. 
d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa. 
e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, dan mewakili desanya di dalam dan 
diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.20 
a. Pemerintah Desa  
Pemerintahan Desa merupakan urusan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa 
merupakan organisasi Pemerintahan Desa yang mempunyai struktur pemerintahan yang 
dipimpin oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Pemerintahan desa merupakan 
pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat ditingkat yang paling bawah (level 
terendah dalam hirarki sistem ketata negaraan Republik Indonesia). Sehingga sekecil apapun 
                                                          
    17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
    18  Peraturan Mentri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 
    19 Pemendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
    20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
 

































pemerintahan desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategi dalam pelayanan publik dan 
pemberdayaan terhadap masyarakat di desa. Oleh sebab itu untuk dapat memberdayakan 
masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, desa haruslah berdaya dan diberdayakan dalam 
sektor apapun.21 
Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan urusan 
rumah tangga di desa. Pemerintah Desa merupakan suatu penyelenggara urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat yangadipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu dengan 
perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh sebab itu hal 
terpenting dari otonomi desa sebagai daerah otonom adalah layanan terhadap masyarakat desa 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atau kepentingan umum. Hal ini merupakan 
hak dari masyarakat desa yang memiliki keabsahan untuk dipenuhi sebagaimana yang 
dikehendaki dan merupakan kewjiban yang harus dilakukan pemerintah desa agar bisa 
memperjuangkan kepentingan umum dengan efektif, efisien dan transparan.22 
Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Kepala Desa 
selaku pembina, pengayom, dan pelayan masyarakat berperan dalam mendorong partisipasi 
masyarakat pada pembangunan Desa. Penyelenggaraaan Pemerintahan Desa merupakan sub 
sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa selain 
menjalankan tugasnya dalam bidang pemerintahan dan bidang pembangunan, Pemerintah Desa 
juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan. Dalam bidang 
                                                          
    21 Arif Sumeru, “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, Jurnal 
Hukum dan Pemerintahan 4, no. 1 (2016). 
 
 

































kemasyarakatan, Kepala Desa dan perangkat desa berperan aktif dalam menangani tugas 
bidang pelayanan kepada masyarakat. Kepala Desa turut serta dalam membina masyarakat 
desa, seperti yang kita ketahui Pemerintah desa mempunyai kewajiban menjalankan peraturan 
perundang undangan serta menjaga ketertiban dan kententraman masyarakat.23 
Pemerintah Desa juga dibentuk sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat 
dan juga sekaligus berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa, Lembaga 
tersebut dinamakan Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disingkat BPD, yang pada 
peraturan sebelumnya yaitu dalam Undang Undang RI tentang Desa Pasal 1 ayat 4 yang 
berbunyi, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk 
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
b. Good Governance  
Governance berasal dari kata “govern” yang berartiarti rule with authority and  conduct 
the policy, action, and affairs (of state, subject) constitutionally.  Governance mengambil peran 
lebih besar yang terdiri atas proses, aturan, dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan 
pengendalian masalah-masalah masyarakat. Konsep Good Governance memberikan 
rekomendasi pada sistem pemerintahan dengan penekanan pada kesetaraan terhadap lembaga 
negara baik pusat maupun daerah, sektor swasta maupun masyarakat madani (civil society). 
Good governance dalam pandangan ini merupakan kesepakatan menyangkut peraturan negara 
yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Kesepakatan 
tersebut termasuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok 
masyarakat juga ikut serta mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukumnya, 
memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan yang ada. Santosa menjelaskan bahwa 
                                                          
    23 Pasal 26 Ayat 6 Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
 

































Governance sebagaimana didefinisikan oleh UNDP adalah pelakasanaan politik, ekonomi, dan 
administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut 
dikatakan baik jika dilakukan dengan efektif dan efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat, 
dalam suasana demokratis, akuntable serta transparan.24 
Good Governance hadir sebagai bentuk solusi untuk mengatasi permasalahan yang 
terjadi dalam tata kelola pemerintahan suatu negara. Good Governance membantu terjadinya 
integrasi antara peran pemerintah, sektor privat, dan masyarakat untuk mencapai konsensus 
bersama, dimana dalam pelaksanaanya dapat dipertanggung jawabkan serta bersifat efektif dan 
efisien. Dengan memperhatikan nilai-nilai dan cara kerja pada konsep Good Governance, maka 
hal ini bisa memperkecil terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan karena 
program serta kebijakan yang ditetapkan bersama.25 
United Nation Devlopment Program (UNDP) mengemukakan, terdapat sembilan 
prinsip Good Governance yaitu : 
1. Partisipasi yang mengharuskan setiap warga negara  mempunyai hak dan kewajiban 
untuk mengambil bagian dalam proses bernegara. 
2. Penegakan hukum, salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya 
penegakan hukum yang dilaksanakan dengan adil dan tanpa pandang bulu. 
3. Transparasi, adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang menyangkut 
kepentingan publik mulai proses pengambilan keputusan,  penggunaan dana publik 
sampai pada tahapan evaluasi. 
4. Daya tanggap, yaitu proses yang dilakukan disetiap intitusi harus diarahkan pada 
upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. 
                                                          
    24 Sirajuddin, Didik Sukriano, Winardi, “Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan 
Informasi)”, (Jakarta : Setara Press, 2012), H.  39 
    25 Fitria Andalus H., Mohamad Ichsana N., “Implementasi Good Governance di Indonesia”, Jurnal Pemikiran 
Administrasi Negara 11, No. 1, (2019), 1-11, P-ISSN : 2085-6555 
 

































5. Berorientasi konsensus, yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai 
kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan. 
6. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun 
perempuan dalam upaya meningkatkan dan memlihara kualitas hidupnya. 
7. Efektivitas dan efisiensi, ayaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk 
menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang 
sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada. 
8. Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada 
publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal. 
9. Bervisi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang 
luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
manusia dengan memahami aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang 
mendasari perspektif mereka.26 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Agar pembahasan dalam penelitian (skripsi) ini lebih sistematis serta sesuai dengan judul 
penelitian, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab dengan rincian 
sebagai berikut : 
BABI : PENDAHULUAN 
Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian yang berkaitan dengan penjabaran 
singkat mengenai peran Kepala Desa, Pemerintah Desa dan Good Governance. Bab ini 
                                                          
    26 Sirajjudin, Sukriano, Winardi, Hukum Pelayanan Publik, Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi. 
(Jakarta : Setara Press, 2012) H. 39-40 
 
 

































terdiri dari beberapa sub bab yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta definisi oprasional. 
BAB II : KAJIAN TEORI 
Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, kajian pustaka, dan penjelasan teori good 
governance yang meliputi: pengertian good governance, prinsip, dan penerapan.  
BAB II : METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan 
subjek, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik 
pemeriksaan keabasahan data, dan sistematika pembahasan.  
BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA  
Pada bab ini berisi tentang paparan atau penjelasan sejumlah data empiris yang diperoleh 
melalui kegiatan terjun ke lapangan secara langsung. Pada bab ini memuat penjelasan 
mengenai profil Desa Kepuhanyar, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto, penyajian data dan 
analisis data tentang peran serta upaya Kepala Desa Kepuhanyar dalam mewujudkan 
good governance di pemerintahan desa dan bentuk sinergi antara stakeholder di Desa 
Kepuhanyar. Analisis ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan 
dengan Peran Kepala Desa dalam mewujudkan Good Governance pada Pemerintahan 
Desa (Studi Kasus Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto). 
BAB V : PENUTUP 
Pada bab terakhir berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penyajian dan analisis 
data pada bab sebelumnya.  
 




































A. Penelitian Terdahulu  
Dalam penelitian yang dilakukan, tentunya dibutuhkan kajian terdahulu sebagai acuan 
untuk mendukung tingkat kredibilitas skripsi yang ditulis, adapun beberapa jurnal tersebut 
adalah sebagai berikut :  






Jurnal of Islamic 
Economics Lariba 4, 






Of Good Corporate 




Penelitian tersebut membahas tentang penerapan konsep 
Good Corporate Governance (GCG) di Unit Aerofood 
ACS Yogyakarta. Penelitian ini memiliki tujuan untuk 
mengetahui penerapan prinsip GCG di Unit Aerofood 
ACS Yogyakarta, hasil dari penelitian ini adalah 
Perusahaan Aerofood ACS Yogyakarta telah 
menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik meskipun 
belum sepenuhnya diterapkan (Garbo, Wulandari 2018). 
Persamaan penelitian tersebut, sama-sama membahas 
mengenai penerapan prinsip pengelolaan organisasi yang 
baik. 
Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah penelitian 
ini memiliki fokus utama pada peran kepala desa untuk 
mewujudkan good governance pada pemerintahan desa 
dengan fokus utama pada penyelenggaraan pemerintahan 
desa yang baik sesuai dengan prinsip pada good 
governance, dengan tolak ukur terjadinya sinergi antara 
pemerintah desa, masyarakat desa, dan sektor swasta.  
Regita Nanda 
Yuliono 
Jurnal Ilmu dan Riset 
Akutansi 8, No. 6, 








Pelayanan Publik”,  
Penelitian tersebut membahas tentang analisa mengenai 
penerapan prinsip good governance pada kantor 
pemerintah daerah yakni Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Surabaya, hasil dari analisa penelitian 
ini menyatakan bahwa Kantor Dispendukcapil Kota 
Surabaya telah menerapkan prinsip good governance, 
akan tetapi masih terdapat beberapa kendala seperti 
kurangnya pemahaman pegawai akan prinsip good 
governance serta beberapa kendala teknis lainnya. 
Persamaan pada penelitian tersebut, membahas 
mengenai analisa penerapan prinsip good governance 
pada institusi pemerintahan. 
 

































Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokus penerapan 
prinsip good governance, pada penelitian ini lebih 
memiliki lokus pada intansi pemerintahan desa yang 
diselenggarakan oleh kepada desa sebagai kepala 
pemerintahan dengan tujuan mewujudkan sinergi antara 




























Dalam penelitian ini membahas tentang analisis empiris 
tata kelola pemerintahan yang baik dengan landasan 
partisipasi dalam demokrasi pada sektor administrasi 
publik serta pembangunan institusi dan efektivitas 
administrasi terkait pertumbuhan ekonomi pada negara-
negara Uni Eropa yang menyebabkan peningkatan yang 
signifikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) 
perkapita dan penurunan resiko kemiskinan, dimana 
secara keseluruhan kualitas tata kelola di negara-negara 
Uni Eropa membutuhkan upaya tambahan yang 
dedikasikan untuk meningkatkan tata kelola publik yang 
baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka 
panjang. 
Persamaan pada penelitian tersebut, membahas 
mengenai penerapan konsep good governance pada 
sektor administrasi publik.  
Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah fokus 
penelitian saat ini mempunyai fokus kepada peran 
Kepala Desa dalam mewujudkan serta 
menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa yang 
baik sesuai dengan konsep good governance. Serta lokus 
pada penelitian yang dilaksanakan saat ini terdapat pada 
pemerintahan tingkat desa yang termasuk pemerintahan 
tingkat bawah dibawah pemerintah daerah dalam sistem 
pemerintahan Negara Indonesia. Walaupun berstatus 
pemerintahan di level bawah, namun pemerintahan desa 
juga harus dikembangkan sebaik mungkin agar 
pemerataan pelayanan masyarakat bisa terjangkau 
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in Social Science III, 
Issue 9, (2017), E-
ISSN : 2411-183X 
 
“Right to Information 
: A Step towards 
Good Governance in 
Pakistan” 
Penelitian tersebut membahas tentang analisa penerapan 
hak atas informasi, hal ini berawal pada bulan April 2010 
melalui amandemen ke 18 pasa 19 A yang dimasukan 
dalam konstitusi tahun 1973 tetang hak atas informasi 
yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan 
yang lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif. 
Dimana hak atas informasi tersebut dapat menjadi 
langkah untuk mewujudkan good governance di 
Pakistan. 
Persamaan penelitian, membahas mengenai penerapan 
hak atas informasi pada pemerintahan agar dapat 
mewujudkan pemerintahan yang transparan dan 
partisipatif. 
 

































Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah penelitian 
terdahulu membahas mengenai keterbukaan informasi, 
sedangkan fokus utama pada penelitian ini pada peran 
utama kepala desa sebagai kepala pemerintahan dalam 
mewujudkan good governance di kantor desa yang juga 
meliputi partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. 
Sehingga penelitian yang dilakukan saat ini mencakup 
seluruh aspek atau kategori dalam good governance 
dengan objek utama peran kepala desa sebagai kepala 
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Performance of Civil 
Servant”,  
Penelitian tersebut membahas tentang penerapan Good 
Corporate Governance (GCG) untuk mewujudkan visi 
dan misi pada setiap rumah sakit agar terwujud tata 
kelola perusahaan yang baik, hal tersebut penting 
dilakukan agar dapat meningkatkan kinerja pegawai 
secara optimal agar terjadi peningkatan kinerja 
organisasi. Penelitian ini menganalisa hubungan 
penerapan prinsip GCG pada kinerja pegawai negri sipil 
(PNS) Rumah Sakit Umum Lapangan Natuna Kabupaten 
Anambas. Penelitian ini menemukan dua variabel yang 
signifikan berhubungan dengan kinerja PNS, yaitu 
penerapan prinsip fairness dan penerapan prinsip 
transparasi sebagai kunci utama untuk meningkatkan 
kinerja para pegawai rumah sakit. 
Persamaan pada penelitian tersebut, membahas 
mengenai penerapan konsep good corporate governance 
pada tata kelola organisasi. 
Perbedaan dengan penelitian sekarang terdapat pada 
fokus penelitian yang dilakukan, dimana pada penelitian 
saat ini memilki fokus utama pada penerapan konsep 
good governance pada pemerintahan desa oleh kepala 
desa sebagai kepala pemerintahan. Sehingga dalam 
penelitian ini lebih diutamakan peran kepala desa dalam 
mewujudkan tata kelola atau cara mengelola 
pemerintahan yang baik sesuai dengan konsep good 
governance. 
Yani Alfian Jurnal Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik 3, 







Di Desa Cipeundeuy 
Kabupaten Bandung 
Barat”,  
Penelitian tersebut membahas tentang problematika 
tentang pelayanan masyarakat atau pelayanan umum 
mengenai kualitas atau mutu pelayanan, dimana 
seharusnya pemerintah desa sebagai penyedia jasa 
dituntut untuk memberikan pelayananayang baik. Hasil 
daria penelitian ini adalah penyelenggaraan pelayanan 
publik di Desa Cipeundeuy sudah berjalan dengan 
maksimal, yakni dengan dilaksanakannya beberapa 
upaya kongkrit yang dilakukan oleh kepala desa, seperti 
peningkatan tingkat disiplin, memberlakukan pelayanan 
keliling, transparasi biaya, dan lain-lain 
Persamaan pada penelitian tersebut, membahas 
mengenai cara peningkatan mutu pelayanan masyarakat 
oleh kepala desa, perbedaan dengan penelitian sekarang 
 

































terdapat pada fokus penelitian ini pada upaya kepala desa 
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 
sesuai dengan prinsip yang ada dalam Good Governance 
di kantor pemerintahan desa.  
Persamaan pada penelitian ini juga mencari bentuk 
kerjasama atau sinergi atas 3 unsur yang bersangkutan 
dalam good governance atau stakeholder sebagai 
legitimasi kesempurnaan penerapan good governance 
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22, (2019), ISSN 
2222-2847  
“The Effects 
Ligitation Risk and 
Investment 
Opportunity Set 
Affected by Good 
Governance on the 
Company’s Earning 
Quality” 
Penelitian tersebut membahas tentang aktivitas 
manajemen diperusahaan yang terorganisir dengan baik 
dengan metode moderasi yang dapat mempengaruhi 
kualitas penghasilan laba, dengan cara menganalisa 
resiko litigasi dan alternatif investasi dimasa mendatang 
(Investment Opportunity Set/IOS) dari laporan 
perusahaan pada 2013 hingga 2016 yang disertakan 
dalam daftar Bursa Efek Indonesia. 
Persamaan pada penelitian tersebut, membahas 
mengenai proses aktivitas manajemen perusahaan yang 
terorganisir dengan baik.  
Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah proses 
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik 
dalam memenuhi kewajiban Kepala Desa Kepuhanyar 
dalam mewujudkan good governance pada pemerintahan 
desa. 
 
B. Kajian Pustaka  
Judul : PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE 
PADA PEMERINTAHAN DESA KEPUHANYAR KECAMATAN MOJOANYAR 
KABUPATEN MOJOKERTO.  
a. Desa 
Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah yang memiliki status 
berbeda. Desa adalah sebuah wilayah yang memiliki batasan daerah tertentu untuk dikelola 
secara mandiri serta ditetapkan sebagai sebuah wilayah masyarakat kesatuan hukum yang 
memiliki hak untuk mengatur dan mengurus secara mandiri urusan masyarakat setempat 
 

































berdasarkan asal usulnya.27 Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca 
yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari pandangan georgrafis, desa atau 
village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than town” 
yang artinya sekelompok rumah atau toko di suatu wilayah, yang lebih kecil dari kota.  
Desa dalam pengertiannya diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat 
yang memiliki kewenangan pada wilayah administrasi yang telah ditetapkan untuk mengurus 
rumah tangganya secara pribadi sesuai hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh 
Pemerintahan Nasional dan berada di Wilayah Kabupaten.28 Pada Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Desa dijelaskan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni sejumlah orang, keluarga 
yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri (yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa) 
atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan sebuah kesatuan.29 
Menurut H. A. W. Widjaja, “desa merupakan bentuk kesatuan masayarakat hukum 
yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan 
pemikiran dalam Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli 
demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.”30 Sedangkan R. Bintarto menjelaskan, “desa 
merupakan suatu hasil perwujudan sosial, politik, geografis, dan cultural yang terdapat disuatu 
daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain, hal ini berdasarkan tinjauan 
geografi yang dikemukakannya.”31 
Hanif Nurcholis menjelaskan desa dalam bukunya sebagai berikut: 32 
“Desa merupakan kumpulan orang yang memiliki aturan, yang berarti bahwa di desa 
tinggal orang-orang yang mempunyai sistem kemasyarakatan yang teratur. Sistem ini 
                                                          
    27 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (Jakarta : Erlangga, 2011), H. 61. 
    28 Roy Marthen, Problematika Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengelolaan Dana Desa, (Yogyakarta : 
Lembaga Ladang Kata, 2018), H. 1. 
    29 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan, Bitra Indonesia, 2013), H. 2. 
    30 H. A. W. Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga,  (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), H. 3. 
    31 R. Bintarto, Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989), H. 12. 
    32 HanifiNurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (Jakarta : Erlangga, 2011), H. 69. 
 

































menunjuk pada pola tindakan sekumpulan orang dengan dasar peran, status, serta fungsi 
setiap individu yang memiliki acuan terhadap nilai dan norma daari kesepakatan bersama.” 
Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa,  Desa 
adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah serta wewenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.33 Selanjutnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 
Pemerintah Desa, menjelaskan bahwa desa adalah wilayah yang dihuni oleh sejumlah 
penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum 
yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak 
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.34 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, juga 
menjelaskan mengenai desa atau yang disebut dengan nama lain adalah masyarkat hukum yang 
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional serta adat istiadat yang 
diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten.35 
Kebangkitan sistem pemerintahan Negara Indonesia ditandai dengan runtuhnya rezim 
otoriter yang di pimpin oleh Presiden Soeharto. Karena setelah berakhirya masa kepemimpinan 
Orde Baru, membawa dampak perubahan yang lebih baik dalam sendi sistem pemerintahan 
maupun politikipada negara Indonesia. Salah satu dampak perubahan yang lebih baik yakni 
lahirnya sistem desentralisasi yang dapat memberikan otoritas kepada setiap daerah untuk 
mengatur dan mengurus setiap wilayah atau daerah sesuai dengan asas otonomi daerah, hal ini 
                                                          
    33 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
    34 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa 
    35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 
 

































memberikan berdampak perubahan yang besar pada wajah pemerintah Indonesia sehingga 
berhasil melahirkan Undang Undang yang sangat berpengaruh terhadap sistem pemerintahan 
di Indonesia. Yaitu : 
Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan fokus 
utama pada pemberian wewenang yang lebih besar kepada daerah Kabupaten dan Kota dalam 
mengelola pemerintahan dan pembangunan. Implikas dari Undang Undang ini terhadap 
pembangunan daerah adalah terjadinya pergeseran kewenangan dalam kebijakan perencanaan 
dan pembangunan daerah. Melalui desentralisasi kebijakan, daerah mempunyai kewenangan 
dalam menetapkan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sedangkan 
kewenangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan hanya meliputi kebijakan 
tentang perencanaan pembangunan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara 
makro.  
Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik, 
dengan fokus pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, baik di daerah maupun di 
pusat.  
Selanjutnya Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan fokus utama pada pengalokasian dana 
dan wewenang untuk mengelola yang lebih besar kepada Kabupaten/Kota. 
Dengan tiga Undang Undang diatas dapat dijadikan landasan dilaksanakannya konsep 
Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan penyelenggaraan 
pemerintahan dengan tujuan untuk mewujudkan Good Government atau pemerintahan yang 
baik sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pemerintah 
sebagai pelayan masyarakat dan citra baik pemerintah. 
 

































H.A.W. Widjaja menjelaskan dalam bukunya mengenai sejarah Pemerintahan Desa, 
sebagai berikut:  
“Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 
Pemerintahan Desa diatur dalam IGO, IGOB, IS, HIR, RIB dan sesudah kemerdekaan 
peraturan ini pelaksanaannya harus berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 yang 
dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Rembuk 
Desa, dan sebagainya. Namun peraturan tersebut dianggap tidak seragam serta kurang 
menarik partisipasi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih 
dinamis. Sehingga mengakibatkan keanekaragaman pemerintahan desa pada saat itu. 
Hal ini dianggap sebagai hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif 
guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu maka lahirlah Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang memasukan Desa 
dalam 19 Pasal yaitu Pasal 93 sampai Pasal 111. Undang- Undang ini kemudian 
diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan 
Daerah dimana dalam undang-undang ini Desa diatur dalam Pasal 200 sampai Pasal 
216, dan kemudian diperbaharui lagi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah dimana Pemerintahan Desa diatur secara khusus dalam 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa merupakan 
penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”36 
Desa adalah satu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap 
pada wilayah yang tertentu dan memiki batasan-batasan, memiliki hubungan lahir dan batin, 
baik dalam keturunan atau memiliki kepentingan yang sama dalam kepentingan. Serta 
mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu berhak menyelenggarakan urusan rumah 
tangganya sendiri.37 
Desa sebagai suatu unsur perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur 
fisiografis, sosial ekonomi, politis dan kultural yang terdapat dalam hubungannya dan pengaruh 
timbal baliknya dengan daerah lain.38 Selanjutnya, jika dilihat dalam pengertian administrasi 
desa. Desa adalah satuan masyarakat yang mempunyai kesatuan hukum, dimana bertempat 
                                                          
    36 H.A.W. Widaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), H. 24 
    37 Unang Sunarjo, Pemerintah Desa dan Kelurahan (Bandung : Tarsito, 1984), H. 34 
    38 Nyoman Beratha, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), H. 26 
 

































tinggal suatu masyarakat pada suatu wilayah dengan memiliki kewenangan untuk mengadakan 
pemerintahan sendiri.39 
Pengaturan Desa berasaskan asas rekognisi, demokrasi, kemandirian, partisipasi, 
kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Pengaturan desa bertujuan untuk : 
1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan 
keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem 
ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. 
4. Mendorong prakasa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan 
potensi dan aset desa guna mewujudkan kesejahteraan bersama. 
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka serta 
bertanggung jawab. 
6. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga masyarakat desa guna mempercepat 
perwujudan kesejahteraan umum. 
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan 
masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari 
ketahanan nasional. 
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan 
pembangunan nasional. 
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.40 
                                                          
    39 Daldjoni, N, Geografi Kata dan Desa (Bandung : Penerbit Alumni, 1987), h. 45 
    40 Undang UndangiNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1-3 
 

































b. Kepala Desa  
Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang mempunyai wewenang tugas dan 
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dan 
melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.41 
Kepala desa dalam masa pemerintahnnya memiliki tugas dan wewenang sebagai 
berikut : 
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa 
2. Membina kehidupan masyarakat desa 
3. Membina perekonomian desa 
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa 
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan mewakili desanya di dalam dan 
di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya 
Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, 
kepala desa :  
1. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa 
2. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati 
Kepala Desa berhenti karena : 
1. Meninggal dunia  
2. Mengajukan berhenti atas permintaannya sendiri 
3. Tidak lagi memenuhi syarat atau melanggar sumpah/janji 
4. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik kepala desa yang baru 
                                                          
    41 Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 4 Nomor 82 Tahun 2015 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
 

































5. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat desa 
6. Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh 
Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa.42 
Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan  mempunyai otonomi di desa yang ada 
secara turun temurun dengan landasan kepada kesepakatan masyarakat. Unsur demokrasi yang 
digambarkan dengan melakukan pemilihan Kepala Pemerintahan di lingkungan desa tersebut 
baik Kepala Desa maupun kepala dusun, sedangkan perangkat desa ditetapkan oleh kepala desa 
atas dasar musyawarah. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah desa yang 
terdiri atas Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa, sedangkan penetapan kebijaksanaan 
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dilakukan bersama antara pemerintah 
desa dengan wakil masyarakat. 
Kepala desa merupakan status pemimpin yang formal karena menerima pengangkatan 
resmi dari pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan sukses 
pelaksanaannya jika tidak hanya didasarkan kepada peraturan-peraturan, tetapi ditunjang pula 
dengan dasar relasi pribadi, hubungan batin dan kepemimpinan. Seorang pemimpin harus 
mempunyai kemampuan untuk memberikan pengaruhnya kepada orang lain sehingga 
menjadikan orang lain mentaati pemimpin secara sukarela disertai kesadaran dan tanpa 
paksaan. Seni dan pengetahuan kepemimpinan harus dipelajari dan dikuasai oleh kepala desa 
dan diterapkan. 
Dengan demikian Kepala Desa menjadi pemimpin informal. Kepala desa melaksanakan 
penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban serta 
                                                          
    42 Undang-Undang Pasal 101-102, Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 
 

































larangan dengan menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditegaskan 
dalam Undang Undang RI tentang Desa, sebagai berikut :43 
1. Kepastian hukum 
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan 




7. Akuntabilitas  
8. Efektivitas dan efisiensi  
9. Kearifan lokal  
10. Keberagaman  
11. Partisipatif 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang 
dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, untuk mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Pejabat yang berwenang adalah 
Pemerintah Desa, yakni Kepala Desa dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaran 
pemerintahan desa. Ini artinya disamping Kepalai Desa dan perangkat desa ada unsur lain 
penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan desa,21 dan pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan desa.44 
                                                          
    43 Undang-Undang Pasal 24 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  
    44 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 2 
 

































Kepala Desa dibantu perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut 
dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dengan anggota 
yang berasal dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. Pejabat Kepala Desa memiliki kedudukan yang strategis sebagai dalam 
penyelenggara Pemerintahan Desa. Namun ketika melaksanakan kewenangan desa dua 
lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama (Kepala Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa atau BPD).45 
Undang Undang RI tentang Desa mengatur masa jabatan Kepala Desa, yaitu 6 (enam) 
tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya. Tugas dan 
wewenang kepala desa telah diatur dengan jelas dalam Permendagri, Pasal 1 Ayat 4 Nomor 82 
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.  
Berdasarkan kewenangan yang dimiliki kepala desa, maka secara hukum memiliki 
tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif harus ada delegasi kewenangan 
kepada para pembantunya atau pemberian mandat. Kepala Desa diberikan larangan 
sebagaimana ditegaskan sebagai berikut : 46 
a) Merugikan kepentingan umum. 
b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, 
dan/atau golongan tertentu. 
c) Menyalahgunakan Wewenang, Tugas,  Hak, Dan/Atau Kewajibannya. 
d) Melakukan Tindakan Diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat 
tertentu. 
e) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. 
                                                          
    45 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 6 
    46 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 
 

































f) Melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa 
dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan 
dilakukannya. 
g) Menjadi Pengurus Partai Politik. 
h) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. 
i) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, 
anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia, dewan perwakilan daerah 
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam 
peraturan perundangan-undangan. 
j) Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan 
kepala daerah. 
k) Melanggar sumpah/janji jabatan. 
l) Meninggalkan Tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan 
yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. 
Secara garis besar seorang pemimpin seharusnya termasuk dalam  tiga kategori umum, 
yakni : 
1. Memeiliki kemampuan untuk menganalisa dan menarik kesimpulan yang tepat. Ia 
harus mampu menganalisa sesuatu masalah, situasi atau serangkaian keadaan 
tertentu dan menarik kesimpulan-kesimpulan yang tepat. 
2. Memiliki kemampuan untuk menyusun suatu organisasi serta dapat menyeleksi dan 
menempatkan orang-orang yang tepat untuk mengisi jabatan dalam organisasi yang 
bersangkutan. 
3. Meiliki kemampuan untuk membuat sedemikian rupa, agar organisasi yang 
bersangkutan berjalan lancar untuk menuju tujuan, cita-cita dan putusan dari tingkat 
 

































yang lebih tinggi kepeda bawahan-bawahannya, agar tujuan dan putusan-putusan 
itu dapat diterima dengan baik.47 
 Tiga kemampuan diatas, seharusnya dimiliki oleh seseorang pemimpin agar organisasi 
maju dan berkembang. 
 
c. Sejarah Pemerintahan Desa 
Pemerintahan Desa memiliki sejarah panjang dalam perubahan sistem pemerintahan 
yang mengikatnya dimulai dari masa Pemerintahan Hindia Belanda hingga masa reformasi, hal 
ini disebabkan desa telah ada sebelum proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
berikut sejarah perkembangan pemerintahan desa : 
a. Masa Pemerintahan Hindia Belanda 
Desa atau Pemerintahan Desa diatur dalam Pasal 118 jo, Pasal 121 I. S. yaitu Undang-
Undang Dasar Hindia Belanda. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penduduk negeri/asli 
dibiarkan di bawah langsung dari kepala-kepalanya sendiri (pimpinan). Kemudian pengaturan 
lebih lanjut terdapat pada IGOB (Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten) LN 1938 
No. 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939 LN 1938 No. 681. Nama dan jenis dari persekutuan 
masyarakat asli ini adalah Persekutuan Bumi Putera. Persekutuan masyarakat asli di Jawa 
disebut Desa, di bekas Karesidenan Palembang disebut Marga, Nagari di Minangkabau 
sedangkan di bekas Karesidenan Bangka Belitung disebut Haminte. Pada masa pemerintahan 
kolonial ini, asal usul desa diperhatikan dan diakui sedemikian rupa sehingga tidak mengenal 
adanya penyeragaman istilah beserta komponen-komponen yang meliputinya. Desa/Marga 
berasal dari serikat dusun baik atas dasar susunan masyarakat geologis maupun teritorial. Desa 
adalah masyarakat hukum adat yang berfungsi sebagai kesatuan wilayah. Pemerintah terdepan 
                                                          
    47 Ishak, Arep, Henri Tanjung. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana. 
2002).h.93. 
 

































dalam rangka Pemerintahan Hindia Belanda dan merupakan Badan Hukum Indonesia (IGOB 
STB 1938 No. 490 Jo. 681.) Adapun tugas, kewewenangan, serta lingkup pemerintahan 
meliputi bidang perundangan, pelaksanaan, keadilan dan kepolisian. Dengan demikian Desa 
pada saat itu memiliki otoritas penuh dalam mengelola dan mengatur wilayahnya sendiri 
termasuk ketertiban dan keamanan berupa kepolisian. Selain itu masing-masing wilayah 
tersebut memiliki pengaturan hak ulayat atau hak wilayah.48 
b. Masa Awal Kemerdekaan 
Ketika awal kemerdekaan Pemerintah Desa diatur dalam UUD 1945 Pasal 18 
penjelasan II yang berbunyi sebagai berikut : 
“Dalam Teritorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 
“Zelfbesturendelandschappen” dan “Volksgemeen-schappen” seperti Desa di Jawa 
dan Bali, Nagari di Minagkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. 
Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap 
sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati 
kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang 
mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut”. 
Kemudian pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 
1965 tentang Pembentukan Desa Praja atau daerah otonom adat yang setingkat di seluruh 
Indonesia. Undang Undang ini tidak sesuai dengan isi dan jiwa dari Pasal 18 penjelasan II 
dalam UUD 1945, karena dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 ini mulai muncul 
keinginan untuk menyeragamkan istilah Desa. Namun dalam perkembangannya peraturan ini 
tidak sempat dilaksanakan karena suatu alasan pada waktu itu.49 
c. Masa Orde Baru 
Pada masa Orde Baru, pengaturan tentang Desa diatur melalui Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1979. Undang-Undang ini bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan, 
                                                          
    48 Roy Marten , Problematika Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengelolaan Dana Desa, (Yogyakarta : 
Lembaga Ladang Kata, 2018), 9-10. 
    49 Roy Marten,  Ibid, H. 10 
 

































dan kedudukan Pemerintahan Desa. Undang Undang ini mengatur Desa daeri segi 
pemerintahannya, berbeda dengan Pemerintahan Marga disamping juga mengatur adat istiadat. 
Secara paradigmatik konsep otonomi desa dalam UU No.5 Tahun 1979 ini melalui konsep 
penyeragaman sebetulnya merupakan suatu konsep yang tidak tepat, karena secara teoritis 
otonomi desa merupakan otonomi asli, hal ini yang membedakan dengan konsep otonomi pada 
tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi yang merupakan pemberian sebagai konsekuensi dari 
ajaran desentralisasi.50 
Menurut UU No. 5 Tahun 1979 mengisyaratkan Desa dibentuk dengan memperhatikan 
syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk, dan syarat-syarat lainnya yang akan ditentukan 
lebih lanjut oleh masyarakat desa. Sementara itu, tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh 
Pemerintah Desa adalah sebagai berikut : 
1. Menyelnggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan 
penganggung jawab utama dibidang pemerintahan. 
2. Pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
desa. 
3. Urusan pemerintahan desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai 
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta 
mengembangkan jiwa gotong royong. 
Dalam Undang Undang ini juga dibentuk Lembaga Masyarakat Desa (LMD) dimana 
anggotanya terdiri atas kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga kemasyarakatan dan pemuka 
masyarakat di desa yang berasangkutan.51 
d. Era Reformasi  
                                                          
    50 Roy Marten, Ibid, H. 11 
    51 Roy Marten, Ibid, H. 12 
 

































Pertimbangan mengenai Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979, yang dinyatakan sudah 
tidak sejalan dengan jiwa Undang Undang Dasar 1945, sebab diperlukan pengakuan serta rasa 
hormat terhadap hak asal usul yang meiliki sifat istimewa pada wilayah adat atau desa atau 
yang disebut dengan nama lain, sehingga diputuskan bahwa Undang Undang tersebut perlu 
dirubah. Penggantian ini ditandai dengan disahkanya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah, dengan muatan di dalamnya terdapat pengaturan tentang Desa. 
(HAW. Widjaja, 2003 : 89). Walaupun aturan mengenai pemerintah desa dijadikan satu dalam 
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, hadir suatu bentuk lembaga baru dalam 
kehidupan politik di desa, yakni munculnya Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi 
untuk mengayomi adat istiadat, membuat peratuan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.52 
Bentuk Pemerintahan desa menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah dimana 
Desa/Marga dapat dibentuk, dihapuskan, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal 
usulnya atas prakasa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan Dewan 
Perwakilan Daerah setempat.53 
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah agar sesuai dengan amanat UUD 
1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta 
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 
keadilan, keistimewaan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Maka lahir Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
sebagai bentuk koreksi total atas kelemahan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1999 
                                                          
    52 Roy Marten, Ibid, H. 14 
    53 Roy Marten, ProblematikaiPengangkatan Perangkat Desa dan Pengelolaan Dana Desa, (Yogyakarta : 
Lembaga Ladang Kata, 2018). 15. 
 

































tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU 32 Tahun 2004, Pemerintah Desa adalah terdiri atas 
Kepala Desa dan perangkat desa. Perangkat desa itu sendiri terdiri dari sekretaris desa dan 
perangkat desa lainnya. Sekretaris Desa berasal dari Pegawai Negri Sipil yang memenuhi 
persyaratan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa menurut UU No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah mencakup 4 hal, yakni : 
1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. 
2. Urusan pemerintahan yang termasuk dalam kewenangan Kabupaten/Kota yang 
dilimpahkan kepada desa. 
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah 
Kabupaten/ Kota. 
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan 
kepada desa.54 
Sebagaimana telah dijelaskan diatas mengenai sejarah pemerintahan desa menurut 
konsep Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, sebagai akibat kekacauan paradigmatik antara 
konsep otonomi desa sebagai sesuatu yang bersifat asli, yang berbeda dengan konsep otonomi 
daerah pada tingkat Kabupaten/Kota, sehingga pasca berlakunya UU No. 32 Tahun 2014, 
pengaturan tentang desa yang sebelumnya merupakan bagian terintegrasi dengan UU tentang 
Pemerintahan Daerah, baik dimasa UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU No, 32 Tahun 2004, 
akhirnya legal police negara memisahkan antara normativitas UU tentang Pemerintahan 
Daerah dengan UU tentang Desa. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pemerintah membentuk 
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disusun dengan semangat penerapan 
amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 
ayat 2 untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 7.55 
                                                          
    54 Roy Marten, Ibid, H. 17-18 
    55 Roy Marten, Ibid, H. 19 
 

































Pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasali 22D ayat 3 
mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Hal tersebut diarahkan dalam rangka 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan pelayanan, 
perberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu 
daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.56 
Masyarakat yang merupakan konsumen dari pelayanan publik, juga memiliki 
kebutuhan dan harapan pada penyelenggaraan pelayanan publik secara profesional, hal ini 
mejadi tugas utama pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengenai pelayanan publik 
yang memuaskan masyarakat. Pelayanan publik menjadi tolak ukur dari cara bekerja 
pemerintah yang dapat dicermati. Sebab masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah 
berdasarkan pelayanan yang diterima, karena kualitas pelayanan publik menjadi pemenuh 
kebutuhan masyarakat karena memiliki dampak yang dapat dirasakan langsung oleh semua 
golongan, dimana keberhasilan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik akan memberikan 
citra positif terhadap aparatur pemerintahan. 
 
d.  Definisi Good Governance 
Istilah governance telah dikenal dalam literature administrasi dan ilmu politik hampir 
120 tahun sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 120 tahun 
yang lalu. Tetapi selama itu governance hanya digunakanidalam konteks pengelolaan 
organisasi koporasi dan lembaga pendidikan tinggi. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi 
                                                          
    56 Arif iSumeru, “Kedudukan PejabatiKepalaiDesa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, Jurnal 
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negara di Indonesia terminologi good governance telah diterjemahkan mejadi penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab dan juga 
diartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih. 
Dalam pengertiannya istilah governance tidak sama dengan government. Konsep 
government merujuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi 
(Negara dan Pemerintah). Sedangkan konsep governance melibatkan tidak hanya sekedar 
pemerintah dan negara, namun terdapat sektor swasta dan masyarakat sipil didalamnya 
sehingga pihak yang terlibat juga sangat luas.  
Menurut Rosyada, Dede, etc, menjelaskan bahwa : 
“Perbedaan pokok antara governance dan government terletak pada bagaimana 
penyelenggara otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan 
suatu negara. Konsep pemerintahan berkonotasi dengan peranan pemerintah yang lebih 
dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas kenegaraan. Sedangkan dalam 
governance mengandung makna penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good 
governance) yang meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparasi, orientasi 
konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.”57 
Menurut United Nations Development Programme (UNDP) dalam Sedarmayanti : 
“Mendefinisikan governance sebagai kewenangan atau kekuasaan di bidang ekonomi, 
politik dan administrasi untuk mengelola sebagian urusan negara pada setiap 
tingkatanya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya 
kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.”58 
United Nations Development Programme (UNDP) dalam Joko Widodo : 
“Menegaskan bahwa governance adalah suatu institusi, mekanisme, proses dan 
hubungan yang komplek melalui warga negara dan kelompok-kelompok yang 
mengartikulasikan kepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya dan 
menengahi atau memfasilitasi perbedaan diantara mereka. Good governance sering 
diartikan sebagai kepemerintahan yang baik.”59  
                                                          
    57 Rosyada, Dede dkk,. Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, (Jakarta: TIM ICCE UIN Syarif 
Hidayatullah dan Pernada Media : 2003). H. 183 
    58 Sedarmayanti, Good Governance (Pemerintahan yang baik), (Bandung : CV. Mandra Maju, 2004), H. 3 
    59 Jokowi Widodo, Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah. (Surabaya : Insancendekia, 2001), H. 19 
 
 

































Menurut Lembaga Adminsitrasi Negara dalam Joko Widodo : 
“Mengartikan good governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara 
dalam melaksanakan penyediaan pelayanan publik yang baik. Lebih lanjut LAN 
menegaskan bahwa, jika dilihat dari aspek fungsional, governance dapat ditinjau dari 
apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai 
tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya”.60 
Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Joko Widodo : 
“Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat 
meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian, pembangunan 
berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional pemerintahan yang 
efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 
Wujud good governance menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan negara 
yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga interaksi 
yang konstruktif diantara domain-domain negara sektor swasta dan masyarakat.”61 
Institusi governance harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsinya, responsif 
pada kebutuhan rakyat, serta memfasilitasi dan bisa memberi peluang ketimbang hanya 
mengontrol dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Sedarmayanti mengelompokkan stakeholder (unsur yang berkepentingan) dalam Good 
Governance kedalam tiga kelompok, yaitu : 
a. Negara/Pemerintahan, konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan 
kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swata dan kelembagaan 
masyarakat madani. 
b. Sektor swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif 
berinteraksi dalam sistem pasar, seperti industri pengelolaan, perdagangan, 
perbankan, dan koperasi termasuk kegiatan sektor informal. 
c. Masyarakat madani, kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada 
dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintahan dan 
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perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat 
yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.62 
Selanjutnya dijelaskan bahwa kekuasaan negara lebih besar melampaui masyarakat dan 
pasar, maka akan berdampat pada demokrasi yang tidak akan tumbuh karena terlalu didikte 
dan dikendalikan oleh kekuasaan negara. Dianggap ideal apabila ketiga stakeholder tersebut 
tumbuh dengan seimbang, sama-sama kuat dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam 
hubungan yang fungsional dan sinergis. Karena apabila salah satunya menjadi dominasi maka 
yang lainnya akan menjadi lemah, sehingga dapat menimbulkan ketidakteraturan dalam 
birokrasi kenegaraan. 
Menurut Ari Dwipayana : 
“Mengemukakan bahwa wacana mainstream good governance selama ini menekankan 
pada tiga poros (negara, masyarakat sipil dan pasar) maka pemetaan governance di desa 
terdiri dari empat elemen yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, 
Institusi lokal dan warga masyarakat desa.”63 
Governance berasal dari kata “govern” dengan arti rule with authority and  conduct the 
policy,action, and affairs (of state, subject) constitutionally. Governance mengambil peran 
lebih besar yang terdiri atas proses, aturan, dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan 
pengendalian masalah-masalah masyarakat. Good Governance memberikan sebuah 
rekomendasi pada sistem pemerintahan dengan penekanan pada kesetaraan dan kerja sama 
pada lembaga negara baik pusat maupun daerah, sektor swasta serta masyarakat madani (civil 
society). Good governance pada pandangan ini menjadi suatu kesepakatan menyangkut 
peraturan negara yang diciptakan bersama. Dalam kesepakatan tersebut juga termasuk 
mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat 
mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukumnya, memenuh kewajiban dan 
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menjembatani perbedaan diantara mereka. Santosa menjelaskan bahwa Governance 
sebagaimana didefinisikan oleh United Nation Development Program (UNDP) adalah 
pelakasanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. 
Pelaksanaan kewenangan tersebut dikatakan baik jika dilakukan dengan efektif dan efisien, 
responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntable serta transparan.64 
Good Governance hadir sebagai salah satu bentuk solusi dalam mengatasi 
permasalahan yang terjadi dalam suatu negara. Good Governance membantu mengintegrasikan 
antara peran pemerintah, sektor privat, dan masyarakat untuk mencapai konsensus bersama, 
dimana dalam pelaksanaanya dapat dipertanggung jawabkan serta bersifat efektif dan efisien. 
Dengan memperhatikan nilai-nilai dan cara kerja pada konsep Good Governance, maka hal ini 
bisa memperkecil terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan karena program-
program yang ditetapkan berdasarkan keputusan bersama.65 
United Nation Development Program (UNDP) mengemukakan sembilan prinsip Good 
Governance yaitu : 
1. Partisipasi, menuntut setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk 
mengambil bagian dalam proses bernegara. 
2. Penegakan hukum, salah satu syarat kehidupan demokras adalah adanya penegakan 
hukum yang dilaksanakan dengan adil dan tanpa pandang bulu. 
3. Transparasi, adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang menyangkut 
kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-
dana publik sampai padaitahapan evaluasi. 
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4. Daya tanggap, yaitu proses yang dilakukan di setiap intitusi harus diarahkan pada 
upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. 
5. Berorientasi konsensus, yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai 
kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan. 
6. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun 
perempuan dalam upaya meningkatkan dan memlihara kualitas hidupnya. 
7. Efektivitas dan efisiensi, yaitu segala proses dan kelembagaan di arahkan untuk 
menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui 
pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada. 
8. Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada 
publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal. 
9. Bervisi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang 
luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
manusia dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial 
yang mendasari perspektif mereka.66 
Sedarmayanti menjelaskan bahwa ada empat unsur yang sangat mempengaruhi ciri dari 
kepemerintahan yang baik, yaitu : 
1. Akuntabilitas  
Kewajiban dari aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan 
penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. 
2. Transparasi 
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Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik  di 
tingkat pusat maupun daerah. 
3. Keterbukaan 
Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan 
kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. 
4. Aturan hukum  
Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminani kepastian 
hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang di 
tempuh.67 
Menurut Genie Rochman dalam Joko Widodo :  
“Menegaskan bahwa good governance terdapat empat unsur utama, yakni 
akuntabilitas, adanya kerangka hukum, informasi, dan transparasi.”68 
Sedangkan Bhatta dalam Joko Widodo :  
“Mengemukakan empat unsur good governance, yaitu akuntabilitas, transparani, 
keterbukaan, dan aturan hukum.”69 
 
e.  Prinsip-Prinsip Good Governance  
Prinsip Good Governance tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang pemerintah daerah. Pada pasal ini membahas tentang penyelenggaraan 
pemerintahan yang wajib dijalankan berdasarkan asas umum penyelenggaraan pemerintahan. 
Asas umum penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 
                                                          
    67 Sedarmayanti, Good Governance (Pemerintahan yang baik), (Bandung : CV. Mandra Maju, 2004), H. 7 
    68 Jokowi Widodo, Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era 
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Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolisi dan 
Nepotisme dan Pasal 20 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 
Hal ini membuktikan jika dalam beberapa pasal pada Undang Undang Negara Indonesia juga 
terdapat poin-poin dan nilai-nilai yang ada dalam Good Governance didalam beberapa pasal 
sebagai suatu asas atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, hal ini 
dijelaskan sebagai berikut : 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dinyatakan bahwa asas-asas 
penyelenggaraan negara meliputi : 
1. Asas kepastian hukum  
2. Asas tertib penyelenggaraan negara  
3. Asas kepentingan umum  
4. Asas keterbukaan  
5. Asas proposionalitas  
6. Asas profesionalitas  
7. Asas akuntabilitas 
Asas-asas ini kemudian diperjelas dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
yaitu sebagai berikut : 
1. Asas Kepastian Hukum  
Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang 
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap 
kebijakan penyelenggaraan negara. 
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara 
 

































Yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi 
landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara 
negara. 
3. Asas Kepentingan Umum  
Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan 
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. 
4. Asas Keterbukaan  
Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tetang 
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, 
golongan dan rahasia negara. 
5. Asas Proposionalitas  
Yang dimaksud dengan asas proposionalitas adalah asas yang mengutamakan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. 
6. Asas Profesionalitas  
Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian 
yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
7. Asas Akuntabilitas  
Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung 
jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

































Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, produk pelayanan publik dalam 
negara demokrasi paling tidak harus memenuh tiga indikator, yakni : 
1. Responsivitas, adalah daya tanggap penyedia jasa terhadap harapan, keinginan 
aspirasi, maupun tuntutan pengguna layanan. 
2. Reponsibilitas, adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan proses 
pelayanan publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan 
administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan. 
3. Akuntabilitas, adalah suatu ukuran yang menentukan seberapa besar proses 
penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholder dan norma-
norma yang berkembang dalam masyarakat. 
Adapun hal-hal yang memperbarui Good Governance, yaitu : 
1. Integritas Pelaku Pemerintahan  
Peran pemerintah yang saling berpengaruh, maka dalam hal ini integritas para pelaku 
pemerintahan yang cukup tingg tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk 
melakukan penyimpangan, misalnya korupsi.  
2. Kondis Politik dalam Negri 
Bagi terwujudnya good governance konsep politik yang tidak demokratis dapat 
menyebabkan dampak pada berbagai persoalan dilapangan, sehingga hal tersebut juga harus 
segera diperbaiki. 
3. Kondisi Ekonomi Masyarakat  
Krisis ekonomi bisa menimbulkan berbagai masalah sosial yang bila tidak segera 
diatasi atau tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh. 
4. Kondisi Sosial Masyarakat 
 

































Masyarakat yang solid dan berpartisipasi aktif sangat menentukan berbagai kebiajakan 
pemerintahan khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan riil 
Good Governance. Masyarakat dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas yang efektif 
dalam penyelenggaraan pemerintah. Namun jika masyarakat belum berdaya dihadapan negara, 
dan masih banyak timbul masalah sosial didalamnya seperti konflik dan anarkisme kelompok, 
akan sangat kecil kemungkinan good governance dapat implementasikan. 
5. Sistem Hukum 
Hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan disetiap penyelenggaraan negara. 
Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan good governance, kelemahan sistem 
hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Good 
Governance tidak akan berjalan dengan baik di atas sistem hukum yang lemah. Oleh karena 
itu penguatan sistem hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi 
terwujudnya good governance.70 
Dalam Undang-Undang No. 32 Pasal 20 Tahun 2004 juga menjelaskan mengenai asas 
penyelenggaraan umum pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut : 
Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara 
yang terdiri atas: 
a. Asas Kepastian terhadap hukum  
b. Asas tertib penyelenggaraan negara 
c. Asas kepentingan umum  
d. Asas keterbukaan informasi  
e. Asas proporsionalitas 
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f. Asas profesionalitas  
g. Asas akuntabilitas 
h. Asas efisiensi 
i. Asas efektivitas 
Undang-Undang diatas memiliki penjelasan sebagai berikut : 
a. Asas kepastian terhadap hukum adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh para 
pamangku kepentingan haruslah berdasarkan hukum yang berlaku. 
b. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah penyelenggaraan negara sesuai dengan 
aturan serta visi dan misi yang telah ditetapkan. 
c. Asas kepentingan umum adalah setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
wajib mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan kelompok atau 
golongan. 
d. Asas keterbukaan informasi adalah masyarakat dapat mengakases atau melihat hasil 
kegiatan dan tindakan pemerintahan yang dikerjakan oleh pemerintah. Sehingga 
masyarakat dapat menjadi pengawas bagi pemerintah.  
e. Asas proporsionalitas adalah seluruh tindakan pemerintah maupun para penegak 
hukum haruslah ada keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Sehingga tidak 
merugikan masyarakat yang bersangkutan. 
f. Asas profesionalitas adalah mengedepankan tugas dan kewajiban sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga pemerintah. 
g. Asas akuntabilitas adalah setiap tindakan dan kinerja pemerintah, wajib untuk 
dipertanggung jawabkan. Baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang 
berada diatasnya. 
h. Asas efisiensi dan asas efektivitas adalah efektifitas dimaksudkan agar setiap 
keputusan yang diambil haruslah tepat guna dan berdaya guna bagi masyarakat 
 

































sedangkan efisiensi, berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk 
mencapai hasil kerja yang terbaik. Adanya kebijakan tingkat teknis yang dibuat oleh 
pemerintah daerah karena adanya otonomi daerah yang merupakan perwujudan 
asas efektifitas dan efisiensi. Sebab, dengan adanya otonomi daerah, maka rantai 
birokrasi lebih cepat, efektif dan juga efisien.  
Secara umum Good Governance juga dapat diartikan sebagai tata kelola yang baik pada 
suatu usaha maupun lembaga pemerintah sebagai suatu sistem tata kelola yang dilandasi oleh 
etika profesional dalam berusaha atau berkarya menuju kepada arah yang lebih baik atau ideal. 
Konsep ini merupakan suatu wujud dari penerimaan akan pentinganya perangkat peraturan 
serta tata kelola yang baik untuk mengatur serta menjaga hubungan, fungsi dan kepentingan 
berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun dalam wilayah administatif seperti pelayanan 
publik. Dengan kata lain good governance juga dapat dipahami sebagai cara mengelola urusan 
publik degan baik. 
Berdasarkan pengertian serta penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa good 
governance adalah suatu proses penyelenggaraan tatanan kehidupan pemerintahan yang baik 
dalam menyediakan pelayanan publik berdasarkan prinsip, poin, nilai dan karakteristik tertentu 
yang terkadung dalam good governance, hal ini dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan 
bersama dan mempermudah urusan administratif serta keterbukaan informasi sehingga dapat 
tercipta transparasi pada sistem pemerintahan. Hal ini juga dapat menjadi pedoman dalam 
menjalankan kewajiban sebagai pelayan masyarakat sehingga proses administrasi lebih mudah 
dan kemajuan sistem pemerintahan dapat terwujud.   
 

































C.  Kerangka Teori  
Kerangka berpikir atau kerangka teori adalah suatu alur bepikir terhadap teori yang 
berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi tehadap masalah penelitian. 
Dalam kerangka pemikiran, peneliti menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara 
lebih terperinci. Sugiono menjelaskan kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara 
lebih kritis pertautan antara variabel yang di teliti.71 Kerangka berpikir atau kerangka pikir 
adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta observasi dan telaah 
kepustakaan, tinjauan pustaka dan landasan teori.  
Peneliti menggunakan teori Good Governance menurut Sedarmayanti, yang 
menjelaskan bahwa ada empat unsur yang sangat mempengaruhi ciri dari kepemerintahan yang 
baik, yaitu:  
1. Akuntabilitas, adanya kewajiban dari aparatur pemerintah untuk bertindak selaku 
penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang 
ditetapkannya,  
2. Transparansi, kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, 
baik  di tingkat pusat maupun daerah.  
3. Keterbukaan informasi, menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk 
mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan, dan  
4. Aturan Hukum, Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan 
kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang di 
tempuh.72 
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 Adapun kerangka berpikir dibawah ini akan menggambarkan alur logika penelitian dan 
hubungan antara konsep yang diteliti. 







Berdasarkan kerangka berpikir diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang Undang 
Republik Indonesia Nomor 6 tentang Desa dan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah memuat aturan yang mengyangkut Kepala Desa. Sehingga dengan aturan tersebut, 
tugas dan kewenangan Kepala Desa akan terarah dalam artian jelas kedudukan kewenangannya 
sehingga terlaksana dengan baik sistem pemerintahan desa yang sesuai undang undang atau 
peraturan yang berlaku. Dan apabila tugas dan kewenangan Kepala Desa telah terlaksana di 
lingkungan masyarakat, maka dengan sendirinya perkembangan desa akan menunjukan hasil 
yang baik. dalam Undang Undang tentang Desa, juga memuat penjelasan mengenai 
kewenangan dan tugas Kepala Desa diantaranya menyelenggarakan pemerintahan desa, 
melaksanakan pembangunan desa, pembinaan pemasyarakatan desa. Semua tugas tersebut 
harus dilaksanakan oleh Kepala Desa untuk mewujudkan good governance atau tata kelola 
pemerintahan yang baik, selain itu juga harus mewujudkan sinergi atau kerja sama antara unsur 
yang bersangkutan atau berkepentingan dalam wilayah administrasi pemerintah desa tersebut, 
meliputi pemerintah desa, masyarakat desa, dan sektor swasta atau pengusaha lokal.  
UU RI NO. 6 Thn 2014 Tentang Desa & 






Kepala Desa Melakukan pelayanan 
kepada masyarakat desa 
Mewujudkan Good Governance pada 
Pemerintahan Desa 
 




































A. Pendekatan Penelitian 
Penilitian ini menggunakan metodologi kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor 
mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghadirkan data 
deskriptif beberapa kata tertulis atau dari orang-orang atau pelaku yang diamati. Pendekatan 
kualitatif digunakan untuk mengungkapkan daya deskriptif dari informasi tentang apa yang 
mereka lakukan, rasakan, dan yang mereka alami terhadap fokus penelitian.73 Hal ini berarti, 
data hasil dari penelitian kualitatif ini beserta temuan secara langsung tergantung pada 
kemampuan, pengalaman dan kepekaan peneliti ketika menerapkan pendekatan terhadap 
informan selaku sumber data. Pendekatan kualitatif berakarkan latar alamiah sebagai suatu 
keutuhan, yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode 
observasi-partisipan dan interview mendalam, mengadakan analisis data secara induktif, 
mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, 
lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki 
seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara, 
dan hasil penelitian disepakati oleh kedua belah pihak peneliti dan subyek penelitian.74 
Penerapan pendekatan penelitian kualitatif ini didasarkan pada banyak pertimbangan, 
sehingga dapat membantu peneliti menyesuaikan diri mengahadapi kenyataan ganda antara 
realitas perilaku yang empirik dan makna perilaku yang subyektif pada pelaku dilapangan 
ketika berusaha mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data 
                                                          
    73  Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000), H. 3-4 
    74  Moleong, Ibid, H. 44 
 

































dari latar alami dengan memanfaatkan diri sebagai instrumen kunci, dapat membantu peneliti 
menghindarkan diri peneliti dari pemaksa ketika berinteraksi dengan informan, dan dapat 
menolong menghindarkan diri peneliti dari menjadi pengganggu keyataan-kenyataan 
dilapangan ketika berusaha memahami cara informan berpikir dan bertindak menurut 
keinginan dan kemampuan dirinya dalam konteks situasi dan kondisi sekitarnya yang mungkin 
mengalami perubahan secara terus menerus. Jenis penelitian merupakan model strategi 
penelitian yang dipandang sesuai untuk dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis data yang 
dihasilkan selama aktifitas penelitian. Dipandang dari sudut biang ilmu yang diteliti, laporan 
penelitian ini bisa dimasukan kedalam jenis penelitian pendidikan, yakni penelitian berkenaan 
dengan jenis spesifikasi dan interest peneliti.75 
Mudji Santoso menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif 
deskriptif adalah “penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakteristik suatu individu, 
keadaan, gejala, atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala satu dengan gejala 
lainnya dalam suatu masyarakat atau populasi organisme”.76 Dalam buku pengantar metode 
penelitian kualitatif oleh Arief Furchan disebutkan bahwa metode kualitatif adalah prosedur 
penelitian yang mengahasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat 
diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri.77 
Atas dasar pandangan di atas, maka dapat simpulkan bahwa penelitian yang dilakukan 
berusaha mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan teperinci, memiliki pengambilan data 
yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Studi kasus dalam hal ini 
dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari dapat berupa program, peristiwa, 
aktivitas, atau individu. Penerpan pendekatan penelitian ini didasarkan pada pertimbangan agar 
                                                          
    75  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), H. 9 
    76 Imron Arifin, ed, Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan, (Malang : 
Kalimasahada, 1994), H. 13 
    77 Robeth Bogdan dan Steven J. Taylor, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Terjemahan oleh Arief 
Furchan, (Surabaya : Usaha Nasional), H.21 
 

































dapat membantu peneliti selaku individu yang melaksanakan penelitian agar dapat 
menyesuaikan diri menghadapi kenyataan ganda antara realitas pelaku yang empirik dan 
makna perilaku yang subjektif pada pelaku di lapangan ketika berusaha mengungkapkan gejala 
secara holistik dan kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan 
memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci, hal ini dapat membantu peneliti 
menghindarkan diri dari menjadi pemaksa ketika berinteraksi dengan informan atau sumber 
data, dan dapat menolong menghindarkan diri peneliti dari menjadi pengganggu kenyataan-
kenyataan di lapangan ketika berusaha memahami cara informan berpikir dan bertindak 
menurut keinginan dan kemampuan dirinya dalam konteks situasi dan kondisi sekitarnya yang 
mungkin mengalami perubahan secara berkala sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh 
peneliti. 
 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, 
Kabupaten Mojokerto dan di Kantor Pemerintahan Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, 
Kabupaten Mojokerto.  
Alasan peneliti memilih lokasi ini karena menurut peneliti di Desa Kepuhanyar masih 
terdapat banyak problematika mengenai pengelolaan organisasi pemerintah desa, sehingga 
peneliti beranggapan bahwa pemerintah desa belum dapat dikategorikan pemerintahan yang 
ideal, selain itu juga terdapat kendala pada periode kepemimpinan Kepala Desa sebelumnya 
yang melakukan tindak pidana korupsi atas dana desa, sehingga hal ini menimbulkan 
kegelisahan dalam diri peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan pengelolaan 
organisasi pemerintahan desa oleh kepala desa saat ini, hingga pada akhirnya peneliti 
memutuskan untuk menggunakan landasan teori good governance sebagai pijakan untuk 
 

































melakukan penelitian guna mencari model pengelolaan organisasi pemerintahan oleh aparatur 
desa khususnya kepala desa dan juga mencari penerapan prinsip-prinsip good governance oleh 
Kepala Desa periode 2020. 
Pada penelitian ini peneliti hadir sebagai seorang pengamat lapangan, maka dalam hal 
ini peneliti secara langsung terjun ke lokasi penelitian yakni Desa Kepuhanyar dengan berbekal 
surat permohonan  izin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel Surabaya beserta proposal permohonan untuk melakukan penelitian yang 
ditujukan kepada pemerintah desa. Selanjutnya setelah mengajukan permohonan kepada 
pemerintah desa, peneliti mendapatkan surat izin penelitian dari pemerintah desa untuk 
melakukan wawancara kepada masyarakat desa dan juga untuk menyebarkan survei online 
guna melakukan validasi data untuk menguji keabsahan data serta mengetahui pendapat 
masyarakat mengenai pemerintah desa saat ini. Sehingga jika dilihat dari penjelasan diatas 
dapat disimpulkan bahwa kehadiran peneliti di Desa Kepuhanyar untuk melakukan penelitian 
mengenai “Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintahan Desa 
(Studi Kasus Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto)” diketahui 
secara resmi oleh pemerintah desa ataupun kepala desa beserta masyarakat desa setempat. 
Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 4 bulan lamanya, hal ini memakan waktu 
cukup lama karena peneliti terkendala oleh kondisi pandemi covid 19 yang tidak 
memungkinkan untuk melakukan tatap muka dengan beberapa informan utama, serta 
kesibukan pemerintah desa dalam menangani situasi pandemi covid 19 saat ini juga 
mempengaruhi lamanya waktu penelitian sebab peneliti harus menyesuaikan waktu kepala 
desa untuk melakukan wawancara. Oleh karena itu, proses penelitian ini akan dijelaskan dalam 
rangkuman kegiatan sebagai berikut :  
 














































Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
A Observasi  
  Persiapan                 
  pelaksanaan                 
B Proposal penelitian  
  Persiapan                 
  Penyusunan 
Proposal 
                
  Perijinan 
Penelitian 




  Persiapan                 
  Pelaksanaan                 
  Evaluasi                 
D Laporan Skripsi  
  Persiapan                 
  Penyusunan 
laporan 
                
  Evaluasi                 
Tabel 3.1 Rangkuman Kegiatan Penelitian 
C. Pemilihan Subyek Penelitian 
Pada penelitian ini subjek penelitian terbagi atas dua jenis yakni sumber data primer 
dan sumber data sekunder. Peneliti memilih istilah data untuk menjelaskan subjek penelitian 
agar mudah dijelaskan dan dijabarkan sebagai berikut, pada pengertiannya data ialah 
sekumpulan fakta tentang fenomena, baik berupa angka-angka ataupun berupa kategori, seperti 
 

































senang, tidak senang, baik, buruk, berhasil, gagal, tinggi, rendah, yang dapat diolah menjadi 
informasi dalam sebuah penelitian dan ditampilkan serta dijelaskan pada hasil dan 
pembahasan. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 
diperoleh.78 Menurut Lofland, menyatakan bahwa sumber data yang utama dalam penelitian 
kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi 
dan lain-lain.79 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
atau lisan hasil wawancara dari orang-orang yang dapat diamati. Data tersebut diperoleh dari 
hasil wawancara dan observasi kepada Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat desa. 
Adapun dalam penelitian ini terdapat dua kategori sumber data yang ditetapkan dan dipilih oleh 
peneliti sebagai subjek dalam penelitian yang dilakukan, yaitu : 
1. Sumber data primer 
Sumber data primer adalah sumber informasi yang mempunyai wewenang dan 
tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data atau disebut juga sumber data 
atau informasi pertama. Sumber data primer diperoleh langsung dari informan dengan 
melakukan wawancara mendalam serta observasi, data yang diperoleh dari sumber data primer 
adalah data yang berasal dari wawancara mengenai Peran Kepala Desa sebagai Kepala 
Pemerintahan dalam mewujudkan good governance pada pemerintahan desa di masa 
jabatannya. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data utama yaitu Kepala Desa, 
perangkat desa, dan masyarakat desa. Sumber data primer dalam penelitian ini juga berupa 
identitas, nama, catatan peneliti ketika melakukan observasi (catatan lapangan), maupun 
                                                          
    78 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), H. 129 
    79 Lexy Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), H. 157 
 

































berupa catatan hasil wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, masyarakat dan pihak 
sektor swasta atau pengusaha lokal. 
2. Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat diperoleh dari buku, arsip, serta 
dokumentasi yang ada. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didalamnya 
berfungsi melengkapi dan menunjang tentang judul skripsi ini. Dalam hal ini data sekunder 
didapatkan peneliti melalui kegiatan observasi yang dilakukan peneliti selama melakukan 
penelitian di Desa Kepuhanyar. 
 
D. Tahap-Tahap Penelitian 
Dalam tahapan ini, penulis mengenali informan terkait Peran Kepala Desa dalam 
Mewujudkan Good Governance pada Pemerintahan Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, 
Kabupaten Mojokerto yang akan menjadi sumber data dalam menggali informasi yang 
dibutuhkan, hingga kemudian disusun menjadi latar belakang dan rumusan masalah. Tahapan 
yang dilakukan pra lapangan adalah : 
a. Peneliti menyusun rancangan penelitian berupa proposal penelitian. 
b. Peneliti terlebih dahulu menentukan lokasi penelitian sebelum menyusun proposal 
c. Sesudah membuat proposal penelitian, peneliti membuat surat ijin pra penelitian dan 
surat ijin penelitian  
d. Setelah surat izin penelitian jadi maka peneliti mengajukan surat tersebut ke intansi 
yang bersangkutan yakni Pemerintah Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, 
Kabupaten Mojokerto. 
e. Penelitian dilakukan setelah permohonan penelitian diterima dan mendapatkan 
konfirmasi dari Pemerintah Desa Kepuhanyar. 
 

































Tahap yang dilakukan di lapangan : 
a. Tahap pertama yang dilakukan peneliti pada saat melakukan terjun lapangan yakni 
melakukan observasi, dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian yakni Desa 
Kepuhanyar, Kacamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Dengan berbekal 
handphone, flashdisk, buku tulis dan alat tulis peneliti melakukan observasi secara 
langsung dengan menemui intansi yang bersangkutan sebagai data primer dalam 
penelitian ini. 
b. Tahap selanjutnya  peneliti juga melakukan wawancara kepada informan yang 
berkompeten dalam bidangnya, sesuai dengan judul penelitian maka Kepala Desa 
Kepuhanyar sebagai kepala pemerintahan adalah informan yang berwenang untuk 
menjadi informan utama. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada Kepala 
Seksi Pemerintahan Desa Kepuhanyar, Kepala Dusun Kepuhanyar dan Kepala Dusun 
Wonoayu, serta Ketua Karang Taruna Desa Kepuhanyar dan Ketua Karang Taruna 
Dusun Damarsi. 
c. Dalam melakukan wawancara untuk mendapatkan dokumentasi atau pengarsipan akan 
informasi yang dibutuhkan, peneliti juga melakukan pengumpulan data yang telah 
didapatkan dengan menggunakan sarana alat komunikasi berupa handphone serta buku 
dan alat tulis sebagai penunjang, selain itu juga terdapat flasdisk guna menyimpang 
data-data arsip atau dokumentasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa dengan bentuk 
file. 
d. Setelah mendapatkan informasi, dokumen, serta data-data yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini maka peneliti melakukan analisis data, hingga pada akhirnya melakukan 
penyusunan laporan penelitian atau dalam nama lain disebut skripsi dengan format atau 
ketentuan yang telah diatur dalam Pedoman Penulisan Skripsi menggunakan metode 
 

































kualitatif oleh Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu 
Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Metode atau teknik pengumpulan data merupakan upaya yang dilakukan dalam 
mengumpulkan informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Maka pada 
penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode atau teknik pengumpulan data, yang akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Observasi  
Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang 
diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data, apabila : a. Sesuai dengan 
tujuan penelitian, b. Direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan c. Dapat dikontrol 
kendalanya dan keshahihannya.80 
Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti melakukan kegiatan terjun langsung pada 
lokasi penelitian yakni Kantor Pemertintah Desa dan Desa Kepuhanyar, Kecamatan 
Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Observasi dilaksanakan agar peneliti dapat melakukan 
pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung 
untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam pelakasanaan penelitian.81 
Dalam hal ini observasi yang dilakukan peneliti adalah datang secara langsung ke 
kantor pemerintah desa untuk melakukan wawancara secara mendalam kepada kepala desa dan 
staf pemerintah desa, datang secara langsung ke rumah kepala dusun serta tokoh masyarakat 
desa untuk melakukan wawancara agar mengetahui pendapat mereka mengenai peran kepala 
desa dan perkembangan pemerintahan desa, dan juga datang secara langsung ke rumah ketua 
                                                          
    80 Usman Husaini, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006). H. 54  
    81 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2011), H. 105 
 

































karang taruna Desa Kepuhanyar, mandor bagian produksi pabrik tahu, serta rumah Ibu Mariati 
untuk melakukan wawancara mengenai pendapat mereka terhadap sosok kepala desa beserta 
perkembangan pemerintah desa di masa jabatan kepala desa saat ini. Sarana penunjang dalam 
pelaksanaan observasi adalah handphone, buku dan alat tulis sebagai tempat mencatat serta 
menginput data-data observasi. 
2. Wawancara  
Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi 
informasi secara holistic (asli dan murni) dan jelas dari informan.82 Cara memperoleh data 
dengan melakukan wawancara secara langsung kepada objek utama penelitian secara 
mendalam yakni Kepala Desa, staf pemerintah desa, tokoh masyarakat, pengusaha swasta, dan 
masyarakat desa guna memeperoleh informasi serta data yang dibutuhkan dan juga melakukan 
validasi data yang diberikan oleh Kepala Desa. Wawancara dalam hal ini dapat di pahami 
sebagai suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara mendalam yang 
digali dari sumber data yang ditemui secara langsung untuk mendapatkan informasi melalui 
percakapan atau tanya jawab.83 
Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai kepala desa, perangkat desa, mandor 
produksi pabrik tahu, dan  masyarakat desa. Identitas informan dalam proses wawancara ini 
akan dijelaskan pada tabel dibawah ini : 








Kepala Desa Dusun Kepuhanyar, RT 
03/RW 02, Desa 
Kepuhanyar, Kecamatan 
Mojoanyar,   Kabupaten 
Mojokerto. 
                                                          
    82 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2011), H. 13 
    83 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Ibid, H. 13-14 
 

































2 Teguh Muljoko Mojokerto, 02 
September 1969  
Kepala Dusun 
Wonoayu 
Dusun Wonoayu, RT 








Dusun Kepuhanyar, RT 










Dusun Pasinan RT 02/RW 









Dusun Damarsi,  RT 









Dusun Pasinan, RT 02/RW 
01, Desa Kepuhanyar, 
Kecamatan Mojoanyar, 
Kabupaten Mojokerto. 






Dusun Pasinan, RT 01/RW 






Mojokerto 6 Juni 
1981 
Pengusaha tahu Dusun Kepuhanyar, RT 







20 Agustus 1967 Mudin atau 
tokoh agama  
Dusun Kepuhanyar, RT 




10 Tohari  Sidoarjo, 15 
Maret 1967 
Mudin atau 
tokoh agama  
Dusun Pasinan, RT 03/RW 
02, Desa Kepuhanyar, 
Kecamatan Mojoanyar, 
Kabupaten Mojokerto. 
Tabel 3.2 Daftar Informan Wawancara 
Pertama, peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa, untuk mendapatkan 
informasi utama mengenai model atau tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa dengan 
 

































landasan good governance sebagai pedoman melakukan wawancara, serta untuk mengetahui 
problematika yang dihadapi oleh pemerintah desa dan juga solusi yang dipilih oleh kepala desa 
terhadap permasalahan yang dihadapi, serta peneliti juga menanyakan mengenai sinergi atau 
kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah desa menurut landasan konsep good governance 
sebagai bentuk sistem pemerintahan yang baik dan ideal. 
Kedua, peneliti melakukan wawancara kepada kepala dusun, untuk mendapatkan 
informasi mengenai perspektif mereka terhadap model kepemimpinan yang dilakukan oleh 
kepala desa dan perkembangan pemerintahan desa pada masa jabatan kepala desa saat ini. 
Ketiga, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa staf pemerintahan desa, untuk 
mendapatkan informasi mengenai kesesuaian model kepemimpinan kepala desa dan juga 
perkembangan pemerintahan desa saat ini. 
Keempat, peneliti melakukan wawancara kepada perwakilan pihak sektor swasta yakni 
pabrik tahu, untuk mendapatkan informasi mengenai bentuk partisipasi, transparansi, 
akuntabilitas serta keterbukaan informasi pemerintah desa terhadap kerja sama yang dilakukan 
dengan pabrik tahu. 
Kelima, peneliti melakukan wawancara kepada ketua karang taruna desa, tokoh 
masyarakat dan perwakilan dari PKK, untuk mendapatkan informasi mengenai pendapat 
mereka terhadap sosok kepala desa serta perkembangan pemerintahan desa di masa jabatan 
kepala desa saat ini menurut perspektif masyarakat desa, peneliti juga menanyakan apakah 
terdapat kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, terakhir peneliti meminta 
bantuan untuk menyebarkan angket survei kepada masyarakat desa sebagai bentuk validasi 
data mengenai pendapat mereka terhadap sosok kepala desa saat ini beserta perkembangan 
pemerintah desa saat ini. 
 

































Pada pelaksanaan wawancara, peneliti menggunakan handphone, buku tulis dan alat 
tulis sebagai sarana pendukung untuk melakukan pengumpulan data dalam melaksanakan 
wawancara. 
3. Dokumentasi  
Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah dokumentasi, dengan cara mendapatkan 
data yang sudah ada dan didokumentasikan oleh intansi terkait guna mendukung keabsahan 
data yang diberikan. Dokumentasi dalam penelitian ini ditujukan untuk mencari data mengenai 
hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, notulen, surat kabar, dan lain sebagainya 
yang dimiliki dan disimpan serta terkait dengan pokok pembahasan mengenai penerapan 
konsep Good Governance pada Pemerintahan Desa Kepuhanyar.84  
Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data mengenai 
segala hal tentang informan, yaitu dalam kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi data 
lainnya yang diberikan oleh pemerintah desa agar data yang didapatkan oleh peneliti lebih 
relevan untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada pada penelitian ini. Sarana yang 
digunakan dalam menghimpun data dalam proses dokumentasi adalah handphone, buku tulis, 
pena dan flashdisk sebagai alat pendukung dalam menghimpun data. 
 
F. Teknik Analisis Data 
Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik berupa data primer maupun data 
sekunder selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan 
cara menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan permasalahan yang timbul dalam proses 
mewujudkan Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik oleh Kepada Desa di 
                                                          
    84 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), H. 236  
 

































Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Dalam analisis data, peneliti 
menganalisa data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Miles dan Huberman 
menjelaskan bahwa analisis data deskriptif dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tiga 
cara, yaitu : reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan.85 
a. Reduksi data, dalam tahap ini peneliti memproses penyederhanaan data, memilih hal-
hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, dan data yang tidak sesuai dengan fokus 
dibuang, sehingga dapat dengan mudah dianalisis. Maka peneliti akan memilah data-
data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data lalu mengambil data yang relevan 
dengan narasi yang dibangun untuk menjawab rumusan permasalahan. 
b. Display data atau penyajian data, peneliti memulai memproses pengorganisasian data, 
sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Selain memaparkan data secara 
deskriptif, peneliti juga mencantumkan hasil survei sebagai penguat keabsahan data 
primer dalam bentuk diagram. 
c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, peneliti menarik kesimpulan pada waktu 
pengumpulan data selama dalam proses maupun setelah dilapangan. Setelah memilih 
data yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dengan dukungan penyajian data 
hasil dari survei yang dilakukan, maka peneliti akan menarik kesimpulan sebagai 
argumen penutup pembahasan analisa data.  
d. Teknik analisis data lainnya adalah trianguasi data, pada tahap ini peneliti juga akan 
membandingkan informasi atau data yang diperoleh dari metode pengumpulan data 
diatas guna memperoleh tingkat keabsahan data yang tinggi. Maka metode triangulasi 
data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data atau informasi yang di peroleh 
                                                          
    85 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatid, (Bandung : Alfabeta, 2011), H. 100-
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dari sumber data atau informan baik dengan cara wawancara maupun survei kepada 
masyarakat Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. 
 
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 
Dalam penelitian ini, setiap data harus dicek keabsahannya seupaya dapat 
dipertanggung jawabkan kebenerannya dan dapat dibuktikan keabsahannya.  
Djam’an Satori dan Aan Komariyah menyatakan : 
“Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat kepercayaan, 
keteralihan, kebergantungan, dan kepastian”.86  
Sehingga dari pandangan tersebut, agar data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian 
lapangan dapat dikatakan memiliki derajat keabsahan atau kepercayaan yang pantas maka 
peneliti berusaha melakukan pengecekan kebenaran data dengan cara : 
a. Kredibilitas  
Kredibilitas merupakan kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kebenaran data 
yang dikumpulkan yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian 
yang dilakukan. Peneliti selaku instrumen utama pengumpulan data dituntut untuk mampu 
merancang fokus penelitian, menetapkan dan memilih informan, melaksanakan metode 
pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretasi serta melaporkan hasil penelitian yang 
harus memiliki bukti tertentu, sehingga dapat disajikan data secara lengkap dan apa adanya. 
Data hasil penelitian harus dipercaya oleh informan dan pembaca. Oleh karena itu untuk 
mendapatkan hasil penelitian dengan tingkat keabsahan yang tinggi , peneliti melakukan 
beberapa usaha sebagai berikut : 
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1. Perpanjangan kehadiran 
Dalam penelitian ini, peneliti memposisikan diri sebagai instrumen. Karena 
keikutsertaan peneliti dalam pengumpulan data tidak cukup bila dalam waktu yang relatif 
singkat, tetapi memerlukan perpanjangan kehadiran pada lokasi penelitian agar terjadi 
peningkatan kepercayaan atas data yang dikumpulkan, sekaligus dengan maksud mendeteksi 
dan memperhitungkan distorsi baik dari peneliti selaku intrumen utama juga dari informan 
yang mungkin bisa mengotori data.87  
Kehadiran peneliti di lokasi penelitian tidak sebatas pada hari dan jam kerja, melainkan 
peneliti juga hadir di luar jam dan hari kerja untuk melakukan wawancara kepada sumber data 
karena menyesuaikan waktu yang disepakati dan waktu senggang  para informan agar dapat 
dilaksanakan wawancara. Selain itu peneliti juga mendatangi beberapa masyarakat desa agar 
membantu menyebarkan survei online yang ditujukan kepada masyarakat desa, oleh karena itu 
perpanjangan kehadiran peneliti pada lokasi penelitian ini menjadi salah satu opsi yang dipilih 
peneliti agar data yang terkumpul semakin banyak agar dapat diolah menurut keberagaman 
data yang didapat, sehingga bisa mencapai tingkat keabsahan data yang tinggi. 
2. Triangulasi  
Teknik pengecekan keabsahan data lainnya adalah triangulasi data. Menurut Moleong 
teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 
lain.88 Adapun beberapa teknik dalam triangulasi data adalah : 
1. Triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek baik derajat 
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 
dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti melakukan cek tingkat keabsahan 
                                                          
    87 Lexy Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), H. 328 
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data yang diperoleh dari kepala desa dengan perwakilan perangkat desa dan survei 
yang didapat dari masyarakat desa. 
2. Triangulasi dengan metode, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil 
penelitian beberapa teknik pengumpulan data dengan metode yang sama. Peneliti 
juga melakukan cek keabsahan data dengan cara melakukan wawancara mendalam 
kepada objek penelitian dalam hal ini kepada kepala desa, kepala dusun, dan ketua 
karang taruna. 
3. Triangulasi dengan teori, berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa 
derajat kepercayaannya dengan suatu atau lebih teori.89  
Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan 
kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi suatu pengumpulan data tentang 
berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan 
triangulasi, peneliti dapat mengecek temuannya dengan jalan membandingkannya dengan 
berbagai sumber, metode atau teori. Maka setelah mendapatkan data dari proses panjang 
pengumpulan data baik melalui wawancara secara mendalam dan survei kepada masyarakat, 
selanjutnya peneliti akan melakukan perbandingan data yang didapatkan untuk melakukan 
kombinasi yang tepat dalam memecahkan serta menjawab rumusan permasalahan.  
b. Transferabilitas  
Transferabilitas atau keteralihan merupakan kriteria yang dapat digunakan untuk 
menilai aplikabilitas hasil penelitian kualitatif oleh pihak pemakai pada setting sosial yang 
berbeda dengan karakteristik yang hampir sama.  
Djam’an Satori dan Aan Komariah menyatakan bahwa,  
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“Untuk mendapatkan derajat transferabilitas yang tinggi tergantung pada kemampuan 
peneliti mengangkat makna-makna esensial temuan penelitiannya dan melakukan 
relfeksi dan analisis kritis yang ditunjukkan dalam pembahasan penelitian”.90  
Berpijak pada pandangan ini, peneliti berusaha bekerja sama dengan para informan 
untuk mengungkap hal-hal sebagai unsur keteralihan yang dapat ditawarkan kepada para pihak 
pemangku kepentingan untuk mengetahui peran kepala desa dalam mewujudkan good 
governance pada pemerintahan desa. 
c. Dependabilitas  
Dependabilitas atau ketergantungan merupakan kriteria yang dapat digunakan untuk 
menilai konsistensi data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif dengan mengecek 
kehati-hatian peneliti selaku instrumen pengumpulan data dalam mengkonseptualisasikan 
rencana penelitian, melaksanakan pengumpulan data, beserta penginterpetasiannya. Dengan 
asumsi ketergantungan bahwa suatu penelitian merupakan representasi dari rangkaian kegiatan 
pencernaan data, pencarian data, pengumpulan data yang dapat ditelusuri jejaknya, maka perlu 
dilakukan uji terhadap data dengan informan sebagai sumbernya dan teknik yang diambilnya 
apakah menunjukan rasionalitas yang tinggi atau tidak. Jika mampu menunjukan rasionalitas 
yang tinggi, maka dependabilitasnya juga relatif tinggi. Teknik terbaik yang digunakan disebut 
audit dependabilitas.91 Maka dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada 
beberapa orang dengan pertanyaan yang didasarkan pada tema wawancara yang sama dengan 
tema wawancara kepada kepala desa namun lebih mengarah langsung kepada beberapa poin 
inti dalam good governance dan dilakukan secara mengalir dengan bantuan teks pertanyaan 
agar wawancara lebih terstruktur dan memiliki alur.  
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    91 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Ibid, H. 166 
 


































PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 
 
A. Profil Desa Kepuhanyar 
 
          4.1 Gambar Peta Wilayah Desa Kepuhanyar 
 Kepuhanyar adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten 
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Dahulunya desa ini merupakan wilayah dari Kecamatan Puri, 
yang masuk dalam wilayah Kota Mojokerto. Kecamatan Mojoanyar merupakan hasil 
pemekaran dari sebagian wilayah Kecamatan Bangsal dan Kecamatan Puri, sehingga dalam 
pembagian wilayahnya kecamatan ini memiliki 12 Desa dalam wilayah administratifnya, yakni 
Desa Jabon, Desa Gayaman, Desa Gebang Malang, Desa Sumberjati, Desa Kepuhanyar, Desa 
 

































Lengkong, Desa Sadar Tengah, Desa Ngarjo, Desa Wunut, Desa Jumeneng, Desa Kweden 
kembar, dan Desa Kwatu.  
Desa Kepuhanyar adalah salah satu desa yang berada dalam wilayah administratif 
Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, yang memiliki 4 Dusun dalam wilayah 
pemerintahannya, yakni Dusun Pasinan, Dusun Kepuhanyar, Dusun Wonoayu, Dusun 
Damarsi. Setiap dusun terdiri atas 25 RT (Rukun Tetangga) dan 7  RW (Rukun Warga) yang 
terdapat dalam wilayah pemerintahan Desa Kepuhanyar, yakni : 92 
 Dusun Kepuhanyar  terdiri atas 10 RT dan 3 RW 
 Dusun Pasinan terdiri atas 7 RT dan 2 RW  
 Dusun Wonoayu terdiri atas 4 RT dan 1 RW 
 Dusun Damarsi terdiri atas 4 RT dan 1 RW 
Wilayah Desa Kepuhanyar sebagian besar berupa dataran rendah yang dikelola menjadi 
lahan pertanian atau persawahan. Desa Kepuhanyar terletak disebelah utara dari kantor 
Kecamatan Mojoanyar dengan jarak desa dengan lokasi kantor Kecamatan Mojoanyar ± 2 km. 
Batas wilayah administrasi Desa Kepuhanyar pada bagian utara berbatasan langsung dengan 
Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar, pada bagian timur berbatasan langsung dengan Desa 
Kweden dan Desa Sadar Tengah Kecamatan Mojoanyar, pada bagian selatan berbatasan 
langsung dengan Desa Sadar Tengah dan Desa Gebang malang Kecamatan Mojoanyar, dan 
pada bagian barat berbatasan langsung dengan Kelurahan Kedungung Kota Mojokerto. 
Desa Kepuhanyar secara umum memiliki wilayah yang cukup luas, keadaan jalan di 
Desa Kepuhanyar pada umumnya baru mencapai 50% sudah diaspal atau berbentuk jalan cor. 
Walaupun demikian, desa ini sudah tersentuh atau di lewati dengan transportasi umum. Saluran 
                                                          
    92 Sumber data : Dokumen Pemerintah Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa 
Timur Tahun 2020 
 

































listrik di Desa Kepuhanyar juga sudah terjangkau, begitu juga sarana telekomunikasi sudah 
masuk di Desa Kepuhanyar. Ketinggian wilayah di Desa Kepuhanyar mencapai ± 87 meter di 
atas permukaan laut. Desa Kepuhanyar memiliki luas wilayah ± 253,9 Ha yang terdiri dari 121 
Ha lahan pertanian berupa sawah, 10 Ha berupa lahan perkebunan, dan 122,9 Ha dalam 
kategori tanah atau lahan lainnya.  
 Data Kependudukan 
Data kependudukan di Desa Kepuhanyar mencatat terdapat sebanyak 5.059 penduduk 
desa yang terdaftar dalam laporan bulanan jumlah penduduk di wilayah Desa Kepuhanyar, 
yang termasuk dalam 2.296 Kartu Keluarga (KK). Dengan rincian sebagai berikut :93 
No  Keterangan Jumlah 
1 Laki-laki 2.490 
2 Perempuan  2.596 
3 Jumlah Kartu Keluarga 2.296 
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa 
 Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa  
Kondisi Ekonomi masyarakat Desa Kepuhanyar sebagian besar bermata pencaharian 
sebagai petani dan sebagian besar lainnya berprofesi sebagai karyawan swasta, dengan rincian 
sebagai berikut :94 
No  Jenis Pekerjaan Jumlah Jiwa 
1 Petani  861 jiwa 
2 Buruh Tani 1.067 jiwa 
3 Pedagang/wiraswasta 290 jiwa 
4 Pengrajin 28 jiwa 
5 PNS 30 jiwa 
6 TNI/POLRI 32 jiwa 
7 Penjahit 11 jiwa 
8 Sopir  94 jiwa 
9 Tenaga Kerja Wanita 78 jiwa 
10 Karyawan Swasta 564 jiwa 
11 Tukang Kayu 46 jiwa 
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    94 Sumber Data : Dokumen Pemerintah Desa Ibid 
 

































12 Tukang Batu 128 jiwa 
13 Guru Swasta 30 jiwa 
14 Anak Sekolah 1.685 jiwa 
Tabel 4.2 Daftar Pekerjaan Masyarakat Desa 
 Data Kepemilikan Lahan di Desa  
Dengan kondisi wilayah desa yang sebagian besar berupa lahan pertanian, beberapa 
masyarakat desa memanfaatkan tanah mereka sebagai lahan pertanian berupa sawah atau 
kebun, dengan rincian daftar pemilik tanah dan penyedia jasa pengolah tanah (penggarap 
sawah, dalam istilah masyarakat setempat) sebagai berikut:95 
No  Keterangan Data kepemilikan 
1 Rumah Tangga pemilik tanah 539 RT 
2 Jasa pengelola sawah/Penggarap sawah (dalam istilah 
masyarakat desa) 
760 RT 
3 Memiliki kurang 0,5 Ha 755 RT 
4 Memiliki kurang 0,5 Ha - 1 Ha 250 RT 
5 Memiliki 1 Ha 28 RT 
6 Memiliki lebih dari 1 Ha 7 RT 
Tabel 4.3 Kepemilikan Lahan di Desa Kepuhanyar 
Pada lahan pertanian yang ada di wilayah Desa Kepuhanyar, masyarakat desa 
mengandalkan beberapa tanaman untuk mengisi lahan atau sawah mereka sebagai tanamanan 
pokok yang ditanam untuk ditanam, dikonsumsi maupun diperjualbelikan, yakni jagung, ketela 
pohon,labu, lobak, padi dan tebu.  
Selain lahan pertanian, masyarakat Desa Kepuhanyar juga memiliki lahan yang 
digunakan untuk peternakan hewan dengan membudidayakan beberapa hewan ternak, 
diantaranya adalah bebek, ayam, angsa, burung, kambing, sapi, kerbau dan ikan. Hal ini 
sebagai wujud rasa syukur kepada alam serta untuk memaksimalkah pengelolahan lahan yang 
ada di Desa Kepuhanyar, sebab jika dilihat dari kondisi geografis desa yang subur dan masih 
banyak lahan kosong dengan berupa lahan pertanian maka dalam hal ini potensi terbesar 
                                                          
    95 Sumber Data : Dokumen Pemerintah Desa Ibid  
 

































pemberdayaan lahan digunakan untuk aktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan yang 
dikelola oleh masyarakat desa setempat. 
 Struktur Organisasi Desa 
Desa kepuhanyar juga seperti desa pada umumnya yang memiliki struktur organisasi 
pemerintah desa untuk menjalanka serta mengelola dan mengatur sistem pemerintahan desa, 
selain itu organisasi pemerintah desa juga berkewajiban untuk melakukan pelayanan serta 
mengurus administrasi di desa, dengan dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh 



















































































B. Peran Kepala Desa pada Pemerintahan Desa 
Dalam pengumpulan data pada proses penyusunan skripsi ini, peneliti terlebih dahulu 
melakukan wawancara kepada Kepala Desa untuk mendapatkan informasi mengenai 
pelaksanaan serta pengelolaan pemerintahan desa. Sesuai dengan judul penelitian yakni 
mengenai “Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance pada Pemerintahan 
Desa”, maka informan utama yang dituju oleh peneliti untuk melakukan proses pencarian serta 
pengumpulan data ialah Kepala Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten 
Mojokerto yang bernama Ir. Slamet Hidayat selaku Kepala Desa terpilih Tahun 2020.  
Dalam wawancara yang dilakukan, peneliti mengajukan 11 (sebelas) pertanyaan 
dengan tema yang sesuai dengan judul penelitian yakni peran kepala desa dalam 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik menurut konsep good governance pada 
pemerintahan Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.  
Sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya, kepala desa sebagai kepala pemerintahan 
bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,  dan 
melakukan pembinaan terhadap masyarakat di desa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur mengenai tugas dan kewenagnan kepala 
desa dalam menjalankan perannya sebagai kepala pemerintahan tingkat desa.  
Dalam menjalankan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagai kepala pemerintahan, 
kepala desa juga tidak terlepas dari penilaian serta pelaporan mengenai proses perjalanannya 
dalam melaksanakan tugas untuk menjalankan tata kelola terhadap pemerintahan desa. Maka 
dalam penelitian ini, untuk mengukur serta mengetahui tingkat keberhasilan dan tingkat 
kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan juga cara mengelola pemerintahan desa 
oleh kepala desa, peneliti menggunakan konsep atau teori good governance sebagai pisau 
 

































analisa atau landasan analisa untuk mengkaji peran kepala desa dalam mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik sesuai dengan poin-poin yang ada dalam teori Good Governance.  
Adapun data diri Kepala Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten 
Mojokerto sebagai berikut :96 
Nama : Ir. Slamet Hidayat 
Tempat dan Tanggal Lahir : Pamekasan, 22 Juni 1965 
Jabatan : Kepala Desa Kepuhanyar 
Masa Jabatan : 2020-2025 
 
C. Pembahasan Mengenai Tata Kelola Pemerintahan Desa Kepuhayar 
1. Tata kelola Pemerintahan Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten 
Mojokerto   
Menurut Slamet Hidayat selaku Kepala Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, 
Kabupaten Mojokerto , dalam wawancaranya tanggal 22 Desember 2020 menyatakan.97 
“Kita menarik dulu kebelakang, bahwasannya Desa Kepuhanyar selama saya belum 
menjadi Kades (Kepala Desa) itu masuk dalam kategori desa tertinggal. Kita inisiatif 
untuk bangkit dimulai pada bulan Desember 2019,sehingga pada bulan Juni 2020 kita 
sudah terangkat menjadi desa berkembang, sehingga kalau dikembalikan ke pertanyaan 
yang pertama tadi itu (apakah sudah baik atau masih dalam kondisi yang kurang baik) 
tentunya untuk merubah itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan, masih perlu 
tatanan, sehingga kalau kita katakan seperti ini pertanyaan tadi, saya jawab dalam 
kondisi yang kurang baik karena masih dalam proses menata.” 
Selain itu Slamet hidayat juga menjelaskan dalam wawancaranya dengan peneliti 
mengenai kondisi Pemerintahan Desa Kepuhanyar sejak beliau menjabat, sebagai berikut :98 
                                                          
    96 Sumber data : Wawancara Kepala Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa 
Timur, 13 Desember 2020 di Kantor Pemerintah Desa Kepuhanyar 
    97 Slamet Hidayat, Kepala Desa Kepuhanyar, Wawancara, (Ruang Kerja Kepala Desa Kepuhanyar, 
Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto) Tanggal 22 Desember 2020 
    98 Slamet Hidayat, Ibid, Tanggal 7 Januari 2021 
 

































“Ya terima kasih, ini membuka lagi memori saya dari awal. Jadi memori saya dari awal 
saya masuk bagaimana jadi tidak ujuk-ujuk aku dadi lurah (tiba-tiba jadi lurah) wes 
apik semuakan tidak (sudah dalam kondisi yang baik, kan tidak) penuh dengan 
perjuangan dan pengabdian. Kenapa? Kita ditinggali warisan yang korat-karet (carut 
marut/tidak terstruktur dengan baik) dalam arti itu masih gak karu-karuan (tidak 
teratur) mungkin anda sebagai anak asli Desa Kepuhanyar mungkin anda sudah tau 
semua bagaimana Desa Kepuhanyar sebelum saya jadi, kan taukan. Mangkanya saya 
dipanggil menjadi kepala desa, meskipun dari dulu itu digembar-gemborkan oleh orang 
yang tidak bertanggung jawab nek onok wak lurah meduro dadi dunyone digowo kabeh 
nang meduro, nek onok wong lurah meduro dadi engkok dulur-dulure digowo merene 
kabeh (kalau ada lurah dari madura yang jadi maka hartanya akan di bawa pulang ke 
madura, kalau ada lurah dari madura yang jadi nanti saudaranya dibawa kesini semua) 
namun semua itu saya buktikan pada masyarakat Desa Kepuhanyar bahwa saya tidak 
akan seperti itu, apa yang digembar-gemborkan dimasyarakat itu biar terpatahkan 
sendiri dengan omongannya sendiri. Saya selaku kepala desa yang baru bersama istri 
mulai awal sudah saya niati pengabdian, saya mengabdi kepada Desa Kepuhanyar 
dengan ikhlas tidak ada pamrih apapun. Tidak ada semacam pencitraan, kita mau kerja 
secara real nyata di lapangan. Sehingga kalau saya punya niatan seperti itu, saya ikhlas 
untuk bekerja tidak ada blunder dan sebagainya. Contohnya pagi hari, jam 7 saya sudah 
ada disini. Nah perkembangan di Desa Kepuhanyar, ini saya merintis dari awal yang 
kalau jare wong jowo (kata orang jawa) itu babat alas (membuka hutan) dimana 
masyarakat Desa Kepuhanyar dan perangkat desanya itu baru melek (bangun) 
semuanya. Dari tidur enak ini baru melek, jadi kaget o tibake (o ternyata) begini ada 
seperti ini ada banyak kegiatan yang ada di Desa Kepuhanyar.” 
Selain itu Slamet Hidayat juga menjelaskan perkembangan tata kelola Pemerintahan 
Desa Kepuhanyar saat ini dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, beliau menjelaskan 
sebagai berikut : 
“Sehingga saat ini Desa Kepuhanyar yang dari terbelakang atau terpuruklah, 
alhamdulillah kita baru-baru ini sekitar bulan Mei atau Juni kita sudah naik tingkat dari 
terbelakang ini sudah naik tingkat berkembang, desa berkembang. Ini dari desa 
berkembang ini kalau di Mojoanyar itu dari 12 desa yang ada hampir semuanya 
berkembang, hanya ada satu yang agak maju yaitu Desa Kwatu itu levelnya ada diatas 
berkembang. Nah ini kalau saya masalah ini saya itu iri, karena saya itu tidak mau diam. 
Saya itu tidak melihat kebawah tapi melihat keatas, karena kalau aku melihat ke atas 
maka obsesi saya itu positif thinking agar yo opo aku iso carane koyok ngunu 
(bagaimana caranya saya bisa begitu), ini yang saya harapkan. Apakah saya tidak bisa? 
Bisa asalkan ketiga stakeholder tadi bekerja sama, balik lagikan. Agar bisa seperti itu, 
ini yang saya kejar. Mungkin sekarang ini kalau meskipun desa ini masih berkembang 
tapi dari desa itu sudah dilirik, karena Kepuhanyar ini secara administrasi mesti terbaik, 
cepat selesai dan tidak diragukan lagi. Mangkanya seperti, ya nyuwun sewu (ya permisi) 
seperti Desa Wunut, Desa Gebangmalang, Desa Gayaman itu mesti tanya ke saya “pak 
lurah ngeke iki yo opo? (pak lurah seperti ini itu bagaimana) Loh maksudnya apa, loh 
ngene-ngeke iki yo opo? (kalau yang begini ini bagaimana) Kok tanya ke saya. Ya saya 
jawab saya masih barukan” wong beliau-beliau sudah lama tahun 2022 itu baru pilihan 
lagi di desanya. Tapi sek takok nang aku lak lucu (masih tanya ke saya kan lucu) 
sebetulnyakan lebih tau mereka karena sudah lama, sama seperti di Desa Lengkong itu 
 

































juga sama, kan mereka orang-orang lama semua tapi dia tidak mau belajar, rasa keingin 
tauan untuk desanya tidak ada. Hanya menunggu-menunggu dari bendahara untuk 
minta tanda tangan, tidak dipelajari. Kalau saya itu saya pelajari terlebih dahulu, kalau 
kurang cari yok opo enake (bagaimana yang enak/baiknya), jadi berkembang terus. 
Tidak menunggu terus, saya itu menjemput bola tidak menunggu bola. Kalau 
menjemput inikan enak bisa dibawa kesana-kesana tidak ada masalah disitu.” 
Dalam hal ini dapat dipahami bahwa kondisi Pemerintah Desa Kepuhanyar saat ini 
masih belum dapat dikatakan baik atau normal, sebab dari hasil wawancara yang dilakukan 
oleh peneliti, narasumber utama yakni Kepala Desa Kepuhanyar menyatakan bahwa 
pemerintah desa masih dalam “kondisi yang kurang baik karena masih dalam proses menata”. 
Begitupun perkembangan tata kelola yang dipegang oleh Slamet Hidayat selaku Kepala Desa 
Kepuhanyar juga masih dalam perbaikan sehingga masih berstatus “desa berkembang” yang 
sebelumnya status Desa Kepuhanyar adalah “desa tertinggal”.  
Selain itu juga terdapat isu rasis yang disebarkan oleh oknum masyarakat yang tidak 
bertanggung jawab dengan menyebarkan berita yang menyangkut suku dan ras yang menjadi 
identitas kepala desa, ini juga menjadi penghambat dalam melaksanakan serta merubah tata 
kelola pemerintahan desa agar menjadi lebih baik. Selain itu juga terdapat permasalahan lain, 
yang diakibatkan oleh pemerintahan sebelumnya yang melakukan praktik pencucian uang dan 
tidak bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan terhambatnya 
sampai terhentinya pemerintahan Desa Kepuhanyar, hal ini dapat dibuktikan dengan berita 
yang dikutip dari Medcom.id, yakni  
“Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, memasukkan Kepala Desa 
Kepuhanyar Agung Priyanto dalam Daftar Pencarian orang (DPO). Agung yang 
menjadi tersangka dalam kasus korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa 
(ADD) dinilai tidak patuh dan beruaha melarikan diri. Sudah kita tetapkan sejak pekan 
lalu sebagai DPO karena yang bersangkutan tidak ada di tempat saat akan dilakukan 
penjemputan oleh pihak kejaksaan," ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan 
Negeri Kabupaten Mojokerto Fathur Rohman kepada Medcom.id dikantornya, Rabu, 
24 Januari 2018.”99 
                                                          
    99 Medcom.id, diakses tanggal 13 Maret 2021, jam 10.11, https://nusantara.medcom.id/jawa-timur/peristiwa-
jatim/1bV45yPK-kades-kepuhanyar-jadi-buron-karena-korupsi-dana-desa  
 

































Pendapat lain juga menyatakan bahwa kepala desa sebelumnya kurang cakap dalam 
menjalankan tugasnya sehingga menjadi penghambat dalam menjalankan sistem pemerintahan 
desa, seperti yang dijelaskan oleh Teguh Muljoko selaku Kepala Dusun Wonoayu, Desa 
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokero sebagai berikut :100 
“Jadi pada intinya dari mulai saya jadi kepala dusun berapa kali periode pergantian 
kepala desa, mulai dari Jun Basori pertama Jun Basori kedua dalam masa dulu jabatan 
5 tahun ya, dalam waktu kurun pendaftaran saya di 2009 itu di akhir masa jabatan dia 
yang pertama. Lalu pada jabatan yang kedua dia (Jun Basori) tidak pernah koordinasi 
dengan saya sebagai kepala dusun yang terpilih.  
Lalu setelah dia turun di ganti Agung, satu tahun itu baik koordinasinya tapi dua tahun 
kedua perjalanan pemerintahan dari kepala dusun yang kedua ada isu tentang keuangan 
desa bawa lari dana desa. Sehingga dua tahun desa saya itu terbengkalai tidak bisa 
melakukan apapun di desa ini tanpa ada pimpinan, katakanlah tanpa ada perjalanan 
yang baik dari pemerintahan desa karena morat maret gak onok kepala desae (tidak 
tertata sebab tidak ada kepala desanya), sehingga turun sistem pengangkatan dari 
kecamatan yang mengangkat sekdes, waktu itu sekdes pegawai negerikan diangkat 
sebagai kepala desa juga tidak bisa menyelesaikan beban pemerintahan desa.  
Sampai akhirnya terbentuk PAW (Pengganti Antar Waktu) yaitu Bapak Surya, itu pun 
tidak bisa membereskan. Karena disitu terdapat banyak kepentingan-kepentingan yang 
dijalankan yang tujuannya untuk kedepan yang sekarang ini terjadi tujuannya waktu itu 
untuk memenangkan dirinya untuk jadi kepala desa yang resmi, akhirnya tidak berhasil. 
Makanya dilakukan pemilihan, setelah pemilihan akhirnya Pak Slamet itu menang dari 
calon yang lain.” 
Selain itu, Mariati selaku Kasi (Kepala Seksi) Pemerintahan, juga menyampaikan 
pendapatnya dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti :101 
“Untuk pak kades saat ini, saya kira sudah menjalankan peraturan pemerintah yang 
baru. Tapi belum 100%, masih belajar masih sedikit demi sedikit, tapi dia baik dalam 
menjalankan tugasnya untk kepada perangkatnya kepada masyarakat kepada RT 
maupun RW. Kalau ada apa-apa itu tidak diputuskan sendiri, dia pasti mengadakan 
musyawarah desa terlebih dulu.” 
Sehingga jika ditarik kesimpulan dari pendapat diatas mengenai tata kelola 
pemerintahan desa saat ini. Maka dalam masa pemerintahan desa yang dipimpin oleh Ir. Slamet 
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Hidayat selaku Kepala Desa Kepuhanyar sekarang, harus memulai dari awal untuk menata 
kembali dalam rangka memperbaiki sistem birokrasi pemerintahan desa, namun jika ditarik 
secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa terdapat maksud baik dalam usaha memperbaiki 
sistem pemerintahan desa dari citra buruk yang selama ini tertanam di benak masyarakat sebab 
dari kepala desa mau berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan baik serta bertanggung 
jawab terhadap perannya sebagai kepala desa.  
2. Faktor pendukung serta penghambat dalam menjalankan pemerintahan desa 
Dalam wawancara selanjutnya Ir. Slamet Hidayat selaku Kepala Desa Kepuhanyar 
memaparkan faktor pendukung serta penghambat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang baik dalam menjalankan pemerintahan desa adalah sebagai berikut :102 
“Kalau ditanya faktor pendukung, sebetulnya itu warga Desa Kepuhanyar termasuk 
perangkatnya itu kalau diajak untuk merubah wajah pemerintahan desa itu mau 
sebetulnya. Asalkan selaku kadesnya itu dapat dipercaya oleh orang. Jadi harus 
dipercaya dulu, yang kedua harus bisa menjadi tauladan untuk masyarakat desa sendiri 
dan tegen agar tidak sampai goyah. Yang selama ini, saya bukan bermaksud untuk 
menjelekan yang dulu-dulu, mungkin masih belum bisa menata, mencontoi 
masyarakatnya terutama perangkat desanya. Salah satu contoh kecil saja yang pernah 
saya alami, kalau dulu itu masuk jam 10.00 lalu jam 12.00 sudah pulang. Kenapa dulu 
seperti itu? Karena kadesnya juga mencontoi dengan datang seenaknya, akan tetapi 
sekarang di era saya jam 08.00 masuk lalu jam 14.30 baru bisa pulang, sehingga disini 
kita mencontoi terlebih dahulu agar dapat menjadi suri tauladan dengan menjadi contoh 
terlebih dahulu.” 
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa faktor pendukung dalam melakukan 
pemerintahan desa yang baik disini adalah tekad dari sosok kepala desa untuk menciptakan 
perubahan, dimana ketika kepala desa mempunyai tekad serta inisiatif yang baik untuk 
menjalankan amanahnya terhadap tugas, pokok dan fungsinya maka masyarakat juga akan 
mendukung kepala desa tersebut. Akan tetapi selain terdapat faktor pendukung juga terdapat 
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faktor penghambat, hal ini juga disampaikan oleh kepala desa dalam wawancaranya sebagai 
berikut :103 
“Lalu penghambatnya apa, penghambatnya itu karena khususnya perangkat sudah 
merasa dienakkan, tidak pernah diberi tau apa tugas dan tanggung jawabnya mereka 
tidak tau/job descriptoinya tidak tau. Sehingga kita memulai membangkitkan 
semangatnya dan memberikan arahan bahwa anda itu dibayar oleh pemerintah dan 
dibayar oleh masyarakat. Sehingga mau tidak mau tugas dan kewajibannya harus 
dikerjakan bersama-sama, ayo podo-podo belajarlah. Saya nuntun ini dari bawah mulai 
dari bawah, mulai yang tidak pernah tercover dari dasa wisma sampai pkk saya tuntun 
semua. Sehingga sebagai penghambatnya itu kepercayaannya dari masyarakat ke desa 
itu yang kurang ada. Dengan kita melakukan usaha seperti itu, kepercayaan masyarakat 
akan tumbuh kembali. Alhasil, mungkin sekarang dapat dikatakan baik meskipun tidak 
terlalu baik akan tetapi baik dulu tidak masalah.  
Penghambatnya itu yang paling saya tidak suka, tentunya berasal dari musuh politik 
kita, itu penghambat yang sangat berat. Ya karena mereka-mereka itu, musuh politik 
saya itu kebanyakan ingin menjatuhkan yang pasti ingin menjatuhkan saya, itu yang 
menghambat saya. Mangkanya baru-baru ini banyak semacam hoax dan sebagainya itu, 
yang intinya ingin melemahkan agar jangan sampai desa ini berkembang dihambat dan 
apa move ke masyarakat melakukan propaganda. Tapi masyarakat sudah pandai, 
masyarakat sudah pandai semua bisa memilih mana yang baik mana yang tidak. 
Sehingga kebanyakan propaganda itu terpatahkan sendiri, dari situ kita tidak 
melakukan apa-apa tapi masyarakat sudah melakukan karena masyarakat itu butuh 
bukti. Ngomong ngalor ngidul tapi kenyataan dilapangan tak samakan, mangkanya 
terpatahkan sendiri dengan argumen masyarakat sendiri, bukan saya yang jawab tapi 
masyarakat yang jawab. Mangkanya penghambatnya itu dalam tata kelola desa itu 
pertama itu musuh politik yang tidak legowo (ikhlas, lapang dada) jare wong jowo (kata 
orang jawa dalam istilah jawa). Mangkane kalau ingin menurunkan saya ya tunggu 5 
tahun lagi, nunggu pemilihan lagi. Lalu yang kedua faktor yang menghambat itu, tadi 
sudah saya katakan bahwa yang menghambat yakni SDM (Sumber Daya Manusia) 
yang ada didalam desa, misalnya itu umurnya sudah kadaluarsa wes 55 tahun kadang-
kadang wes rodok rodok pikun titiklah rodok lalianlah (terkadang sudah pikun/lupa 
ingatan sedikitlah), kedua tidak bisa komputer (mengoperasikan komputer) tidak 
mengerti tentang IT (Ilmu Teknologi), yang ketiga faktornya selalu yang menghambat 
saya itu kadang merasa dia senior sehingga mempengaruhi yang dibawah, itu yang 
diperangkat desa. 
Kalau yang diluar itu, banyak mereka-mereka itu yang tidak tau tentang desa, tentang 
perkembangan desa yo opo se deso iki (bagaimana sih desa ini) sehingga dia gampang 
terbawa arus, kadang A melok A, B melok B (mudah terbawa perkataan orang lain). Ini 
perlu semacam sosialisasi, karena saya itu masuk ketika covid ini sehingga saya tidak 
bisa kemana-kemana karena ada hambatan disitu, padahal saya punya rencana itu untuk 
masuk tiap-tiap RT, agar permasalah yang ada di desa ya mulai di setiap RT tadi kita 
bisa tau, sebab yang tau permasalahan persis di lapangan itu RT yang tau, karena RT 
itu merupakan pemerintahan terkecil yang ada di desa. Sehingga kita harus menggali 
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disitu, menggali di RT. Mangkanya kita itu kepinginnya untuk Desa Kepuhanyar  
kedepan itu mari kita semua saya bangkitkan terutama anak-anaknya itu supaya bisa 
produktif dan mau bekerja sama untuk membangun desa.” 
Jika dikaji lebih lanjut mengenai faktor pendukung maka selanjutnya juga terdapat 
faktor penghambat, sesuai dengan penjelasan yang dipaparkan oleh kepala desa dalam 
wawancara dengan peneliti. Faktor penghambat disini adalah faktor umur dan pendidikan para 
perangkat desa sebelumnya yang sudah tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan 
zaman sehingga seringkali menyebabkan kurangnya informasi dan terlambatnya informasi 
yang harus didapatkan dan disampaikan kepada masyarakat, selain itu juga terdapat budaya 
malas atau dalam istilahnya “dienakkan” dan tidak mengerti tupoksinya masing-masing 
menyebabkan pemerintahan desa tidak berjalan semestiya, sebab pemerintah sebelumnya yang 
cenderung acuh dan tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya menyebabkan wajah 
pemerintahan desa menjadi buruk sehingga sistem pemerintahan desa menjadi tidak teratur, 
sehingga dalam masa pemerintahan kepala desa saat ini dilakukan mutasi jabatan untuk 
menggantikan perangkat desa yang sudah tidak kompeten atau sudah dalam masa pensiun.  
Penghambat lainnya juga berasal dari musuh politik kepala desa pada pilkades 
sebelumnya yang belum dapat menerima kekalahan, sehingga seringkali menyebarkan berita 
hoax atau berita bohong terhadap pemerintah desa saat ini. Akan tetapi karena masyarakat desa 
tau bagaimana kinerja kepala desa saat ini, maka hal tersebut dapat mudah dipatahkan sendiri 
oleh masyarakat desa.  
3. Solusi serta inovasi yang dipilih dalam menjalankan pemerintahan desa serta untuk 
memperbaiki tatanan pemerintahan desa agar menjadi lebih baik  
 

































Pada pertanyaan berikutnya, mengenai solusi serta inovasi yang dipilih dalam 
menjalankan pemerintahan desa, Ir. Slamet Hidayat selaku Kepala Desa menjelaskan dalam 
wawancaranya dengan peneliti sebagai berikut :104 
“Solusi pada saat ini selama saya menjadi kepala desa itu banyak yang dirubah, banyak 
solusi yang saya kembangkan disini baik didalam maupun diluar pemerintahan desa. 
Pertama didalam pemerintahan desa, solusi yang sudah saya lakukan dengan cara 
mutasi jabatan, dimana mutasi jabatan itu dilakukan dengan mengangkat perangkat 
desa yang baru, diantaranya kaur keuangan dan sekretaris desa yang baru. Untuk mutasi 
itu ada tata caranya dimana bila perangkat desa itu terpenuhi semua tidak bisa ada 
mutasi, mangkanya satu satunya jalan yang kebetulan ada di Dusun Kepuhanyar itu 
kepala dusunnya meninggal dunia sehingga kita buru-buru mutasi itu, jadi kaur 
pelayanan sebelumnya saya tarik keluar dan saya jadikan kepala dusun. Sehingga kalau 
sudah keluar satu kita bisa mutasi yang didalam. Kalau didalam pemerintahan ada 
bendahara desa yang saya mutasi ke kaur pelayanan sebab kaur pelayanan keluar, 
sehingga baru-baru ini kita mengangkat dua orang perangkat desa yaitu sekdes sama 
kaur keuangan.” 
Pada pernyataan diatas terdapat solusi yang diambil oleh kepala desa selaku kepala 
pemerintahan di desa, yakni dengan melakukan mutasi jabatan atau pergantian perangkat desa 
serta mengangkat perangkat desa baru yang dianggap lebih kompeten dalam bidangnya seperti 
dalam bidang Kaur (Kepala Urusan) keuangan dan sekretaris desa yang baru. Dan mengganti 
kaur pelayanan sebelumnya dengan perangkat desa yang baru. Hal ini dilakukan demi 
menciptakan tatanan pemerintahan yang baik dengan cara menempatkan orang yang 
berkompeten dalam bidangnya, sehingga sistem pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik. 
Selain melakukan perubahan pada internal pemerintahan desa, kepala desa juga melakukan 
inovasi terhadap lingkungan diluar pemerintahan desa. Seperti yang dijelaskan dalam 
wawancara sebagai berikut :105 
“Yang diluar pemerintahan desa, ini karena selama ini sebelum saya jadi kades itu 
semua vakum tidak ada kegiatan sama sekali. Sehingga saya mempunyai solusi, semua 
saya gerakan lagi mulai yang dari bawah, dari rt, rw, ada dasa wisma, sampai kader-
kader posyandu. Jadi kader banyak sekarang, ada kader posyandu, posbindu, kbl. 
Apakah itu sama orangnya? Tidak, jadi semua saya gerakan orang Kepuhanyar ini 
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menduduki masing-masing kader-kader tadi, jadi setiap kader memiliki 
kepengurusannya sendiri, karena tanpa ini desa tidak akan berjalan.” 
Solusi lain yang diberikan oleh kepala desa pada lingkungan diluar pemerintahan desa 
yang meliputi organisasi masyarakat, rt, rw dan lain-lain, dilakukan pengaktifan kembali 
dengan cara mengstimulasi masyarakat dan anggota lembaga masyarakat desa agar kembali 
aktif dan memulai kembali lembaganya agar wajah demokrasi di wilayah pemerintahan desa 
dapat hidup dengan banyak kegiatan oleh lembaga masyarakat yang mulai diaktifkan kembali 
mulai dari kepengurusan organisasi hingga kader-kader yang berpartisipasi dalam lembaga 
tersebut oleh kepala desa. Setelah membahas mengenai solusi yang diberikan oleh kepala desa, 
terdapat juga inovasi yang diberikan dalam usaha kepala desa dalam melakukan perbaikan tata 
kelola pemerintahan di desa, kepala desa menjelaskan inovasi yang dipilih dalam 
wawancaranya sebagai berikut :106 
“Inovasinya apa? Disini saya punya inovasi kampung KB, kampung KB itu bukan 
kampung yang harus mengikut progam KB (Keluarga Berencana) semua, tidak seperti 
itu. Kampung KB hanya rumah dari seluruh kegiatan di desa, itulah maksud kampung 
KB. Jadi data kampung KB dari kependudukan, sampai raskin dan sebagainya itu 
masuk di kampung KB, termasuk KWT (Kelompok Wanita Tani) itu termasuk 
kampung KB, ada namanya sendiri-sendiri salah satunya dalam KWT ada namanya 
WATASIMA yang mempunyai arti Wanita Tangguh Sigap dan Mandiri. Itu yang 
punya masukan orang-orang sendiri, jadi persilahkan sehingga kita punya kelompok-
kelompok wanita tani bernama WATASIMA, itu satu contohnya. Itu solusi saya yang 
saya terapkan dan alhamdulillah sudah berjalan. Dan kedua saya selalu memberikan 
perangsang, tanpa perangsangan itu tidak mungkin orang mau datang membantu kita, 
ndak mau. Karena mengganggap percuma. Sebab mulai dulu selalu ada pembiaran, 
bahkan yang namanya bendahara tidak ada, seng megang siapa bendahara itu? Yo 
istrinya kepala desa (kalau ditanya siapa bendaharanya dulu maka jawabnya yang 
megang istrinya kepala desa). Maka saya robah semua itu, itu solusinya. Sehingga 
karena dia mereka-mereka tak wongno intinya di wongno (di orangkan, dihargai, 
dimanusiakan), diberi tanggung jawab ya alhasil jalan. Dulu katanya cari orang angel 
(susah) kalau dulu nek wong-wong ngomong angel cari orang, mangkanya ternyata saya 
lakukan yo gampang-gampang aja banyak yang daftar sampai saya itu bingung karena 
banyak yang daftar, cuma saya itu sek (masih) bingung karena banyak yang daftar untuk 
bergabung. Cuma saya itu masih bingung dekek endi (ditaruh mana) ini nanti. Seng 
jelas (yang jelas) jika ada perangsang dari saya masyarakat akan membantu, gampang 
(mudah) wong (masyarakat) Kepuhanyar sini, selama pimpinannya itu dipercaya dan 
punya pegangan teguh. Itu hanya itu, intinya wes itu tok (itu saja). Jadi kita itu kuat 
punya pegangan dan sudah membuktikan serta dipercaya orang banyak dan tegen 
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(teguh) coro wong jowo iki gak gampang di goyah (kalau istilah dalam jawa ini tidak 
mudah terhasut). Apakah sering saya diprotes? Sering, tapi menurut saya itu harus 
punya solusi, harus. Nek gak punya solusi buat apa, saya kira itu saja.” 
Inovasi yang dipilih oleh kepala desa dalam menjalankan pemerintahannya yakni 
melakukan Kampung KB (Kampung Berencana) yang mempunyai arti kampung ini sigap 
dalam melakukan perbaikan untuk bangkit kembali dari masa keterpurukan akibat pemerintah 
yang sebelumnya menelantarkan desa. Maka dalam hal ini, kepala desa selaku kepala 
pemerintahan juga membuka jalan lebar bagi masyarakat yang ingin membuat kegiatan, salah 
satunya dari perhimpunan wanita tani yang disebut dengan KWT atau Kelompok Wanita Tani, 
dengan menyebut diri mereka sebagai WATASIMA atau Wanita Tangguh Sigap dan Mandiri 
melakukan banyak kegiatan untuk berpartisipasi dalam proses berjalannya pemerintahan desa, 
sehingga dari semangat masyarakat yang juga ingin berpartisipasi dalam agenda pemerintahan 
desa, kepala desa juga menanggapi secara baik serta mendukung hal tersebut. Semua ini 
dilakukan atas dasar tekad untuk melakukan perbaikan agar dapat bangkit dari keterpurukan 
terhadap pemerintah desa sebelumnya. Hal ini juga dapat dilihat dalam wawancara yang 
dilakukan peneiti dengan Teguh Muljoko selaku Kepala Dusun Wonoayu, beliau menyatakan 
bahwa :107 
“Masalah dasar-dasar dilakukan pemilihan adalah demokrasi yang dijalankan dengan 
baik dan disitulah dilantik Pak Slamet, lalu mengkoordinasi saya langsung dan kepala 
dusun yang lain juga, perangkat yang lain. Disitu dibawah kepemimpinan Pak Slamet 
ada kebaikan dari pada kepala desa yang sudah-sudah yang dulu karena koordinasinya 
baik. Kulo niki jane ngelem mboten, melebih-lebihkan demi keuntungan tidak (saya ini 
bukan memuji, mengatakan yang berlebihan demi mendapat keuntungan juga tidak). 
Memang dia berusaha profesional sebagai kepala desa yang baru.” 
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Syaifullah selaku Kepala Dusun Kepuhanyar dalam wawancara yang dilakukan oleh 
peneliti juga memberikan tanggapan akan usaha kepala desa dalam menjalankan tugasnya, 
sebagai berikut :108 
“Menurut pegamatan saya terhadap kinerja kepala desa, sudah melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan tupoksinya atau fungsi beliaunya sebagai kepala desa, itu sudah 
dilaksanakan dengan segala kekuarangan dan kelebihannya. Memang secara tugas 
beliaunya sudah menjalankan tugasnya dengan baik kalau menurut saya.” 
Pendapat lain juga disampaikan oleh Agus Panji selaku Ketua Karang Taruna Dusun 
Damarsi sebagai berikut :109 
“Menurut saya itu, kepala desa saat ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya, karena 
sekarang karang taruna sudah dibentuk dan dijadikan satu sebab dulunya karang taruna 
itu hanya berdiri disetiap dusun-dusun di desa ini. Baru kemarin ini baru ada ajakan 
untuk disatukan karang taruna desa ini.” 
Tekad yang kuat serta ketekunan atau tegen (dalam istilah jawa) mendapatkan respon 
positif dari masyarakat sehingga banyak masyarakat desa yang ingin berpartisipasi dalam 
kegiatan pemerintah desa saat ini. Hal ini menunjukan bahwa usaha kepala desa dalam 
memperbaiki sistem pelayanan desa dan sistem pemerintahan desa Kepuhanyar benar-benar 
dilaksanakan dengan baik, sehingga mendapatkan citra baik di masyarakat. 
Ada empat pilar pendukung dalam mewujudkan Good Governance, menurut 
Sedarmayanti, yakni: 1. Akuntabilitas, 2. Transparasi, 3. Keterbukaan informasi, 4. aturan 
hukum 
1. Transparansi 
Transparansi diwujudkan dengan memberikan akses yang terbuka ke semua kalangan 
dalam setiap prosesnya agar semua dapat mengetahui data yang dibutuhkan. Dalam 
terminologi agama, transparansi ini disetarakan dengan kejujuran. Kejujuran merupakan pilar 
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penting dalam terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik. Pemimpin yang tidak jujur 
atau bahkan yang kerap memanipulasi warganya, akan mengakibatkan gagalnya proses 
demokrasi dan berakibat kepada sistem pemerintahan yang buruk karena terjadi kesenjangan 
antara pemerintah dan masyarakat sebab tidak ada sinergi atau kerja sama. 
Seperti yang disampaikan oleh Slamet Hidayat selaku Kepala Desa Kepuhanyar dalam 
wawancara yang dilakukan oleh peneliti, beliau menyampaikan sebagai berikut :110 
“Transparasi kita sudah laksanakan jadi semua masing-masing kasi yang didalam, kita 
sudah membuat atau sudah intrusikan bahwasannya masing-masing kasi itu harus 
memprogram kegiatannya apa selama satu tahun beserta nanti bentuk kegiatannya apa 
dan data pendukungnya apa. Dan saya tidak pandang bulu, maksud saya gini tidak 
pandang bulu, kalau misalnya waktu saya belum jadi lurah itu dipetak-petak jadi kalau 
saya gagal mencalonkan diri menjadi lurah maka saya gak dikek’i nggon (tidak diberi 
tempat/dikucilkan) termasuk anak buah saya dan pendukung saya gak dikek’i nggon. 
Tapi sekarang jaman saya, itu saya tidak pilah-pilah tidak pilih-pilih. Baik itu 
pendukung siapa dan siapa, intinya apa? Saya kalau sudah jadi selesai gak nok dukung-
pendukungan (tidak ada yang namanya pendukung dari kubu siapa), itu semua saya 
warga saya semua dan diperlakukan sama ndak ada beda-bedanya (tidak dibeda-
bedakan).  
Mangkanya transparasi diluar dimasing-masing kelompok-kelompok tadi misalnya 
kelompok KWT atau kelompok lain, ini semua itu sudah saya berikan anggarannya. 
Saya beri semua, ndak ada semacam pemetaan atau dipilah-pilah ndak ada. Nanti 
cuman yang saya minta untuk masing-masing kelompok yang ada diluar ya, yang saya 
minta itu bukan uang yang saya minta bentuk kegiatannya itu apa, ya ini yang saya beri 
anggaran. Kalau dulukan tidak, posyandu tagihan 5 juta terus sak karepmu gawe opo 
(terserah kamu buat apa) kalau dulu ya nuwun sewu (ya permisi) seperti itu, lapor gak 
laporan sak karepmu (membuat laporan atau tidak terserah kamu) itu kalau dulu. Tapi 
saya tidak, saya minta bentuk kegiatannya apa berapa yang dibutuhkan ya itu yang saya 
minta, terus apakah keuangan untuk itu saya breskan (berikan semua) kepada ketua? 
Tidak, ibu lurah atau ibu PKK tidak boleh memegang uang dengan alasan apapun, tidak 
boleh. Semua diberikan kepada bendahara masing-masing kelompok, kan ben 
kelompok onok bendaharane dewe-dewe (kan setiap kelompok memiliki bendahara 
sendiri-sendiri) jadi itu yang mengelola uang, seng mengelola keuangan di masing-
masing kelompok ya bendahara itu tadi bersama dengan ketua, itu semacam bentuk 
trasnparasi dikelompok-kelompok jadi terbuka. 
Dan saya selalu masalah keuangan desa itu selalu saya paparkan diluar, berapa ADD, 
PAD, berapa tokoh PHB dan pajak itu semua jelas 1 tahun berapa, jelas saya paparkan 
disitu sehingga itu yang saya lakukan dalam transparasi.” 
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Hal ini juga dapat dilihat dari pernyataan Mariati dalam wawancara yang dilakukan 
oleh peneliti, sebagai berikut :111  
“Kan dana desa belum turun pada masa menjabat ini, belum turun. Ini hanya yang turun 
itu hanya ADD (Akulasi Dana Desa), tapi untuk kegiatan covid diberikan kepada 
masyarakat rincian dananya, yang perKK mendapat 300 ribuan itu sebanyak 102 
orang. Nah ini untuk ADD yang akan datang ini, juga untuk penanganan covid itu.” 
Selain itu, Syaifullah juga berpendapat mengenai transparansi dalam wawancara yang 
dilakuakn peneliti, sebagai berikut : 
“Mengenai transparansi, itu ada pasti seperti yang baru kemarin itu ada pertanggung 
jawaban itu mengundang masyarakat juga. Jadi yang dikerjakan selama satu tahun ini 
apa saja, masyarakat dihadirkan ke balai desa dan ditunjukan mengenai rincian 
penggunana dana-dana yang ada didesa, mulai dari untuk ini potnya ini itu 
dipertanggung jawabkan degan transparan, intinya transparasi itu ada.” 
Martiah selaku Masyarakat Desa Kepuhanyar juga berpendapat mengenai transparansi 
di Desa Kepuhanyar dalam wawancara yang dilakukan peneliti, sebagai berikut :112 
“Harus transparan, kalau beli apa-apa harus ada nota, sekarang SPJ (Surat Pertanggung 
Jawaban) itu perlu untuk pembuktian, foto itu perlu, ndak (tidak) gampang, kemarin ada 
inspektorat itu sidak, itu nggak pake informasi “besok ada sidak” jadi langsung mendadak 
kalau ada sidak, makanya sebelumnya itu sudah siap-siap. Seperti habis apa-apa itu SPJnya 
disiapkan dulu, begitu.” 
Sehingga dari pendapat diatas mengenai transparansi pada pemerintahan desa, dapat 
disimpulkan bahwa Kepala Desa Kepuhanyar saat ini telah melakukan usaha untuk melakukan 
proses transparansi kepada masyarakat maupun kepada intansi pemerintah daerah, baik dalam 
bentuk laporan pertanggung jawaban atau SPJ (Surat Pertangung Jawaban) maupun kepada 
masyarakat atau organisasi masyarakat dengan cara menyampaikannya dalam forum yang 
diikuti oleh masyarakat desa serta elemen masyarakat di Balai Desa Kepuhanyar. 
2. Akuntabilitas 
Selain transparan dan jujur, pilar lainnya adalah akuntabilitas. Dalam bahasa agama, ini 
terkait amanat, setia, dan tepat janji (amanah). Orang yang mengedepankan transparansi dan 
jujur dalam tingkah lakunya, biasanya akan mudah dipercaya, dan dipastikan setia dan tepat 
janji. Bentuk tanggung jawab disini tentu saja beragam dan sangat bergantung dengan peran 
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yang menjadi amanatnya. Salah satu bentuk wujud tanggung jawab itu adalah setia dan 
memegang teguh janji, baik itu janji setia antara dirinya dengan Tuhannya maupun antara 
dirinya dan sesamanya, termasuk merealisasikan janji-janji politiknya ketika masa kampanye 
pemilihan. 
Seperti yang disampaikan oleh Slamet Hidayat selaku Kepala Desa Kepuhanyar dalam 
wawancara yang dilakukan oleh peneliti, beliau menyampaikan sebagai berikut :113 
“Akuntabilitas, ini secara hukum apa bisa dipertanggung jawabkan? Bisa, bisa 
dipertanggung jawabkan karena masing-masing kelompok tadi ada kegiatannya, ada 
notanya. Misalnya contoh ya, ada nota pembelian, ada daftar-daftar orang yang 
diundang, daftar apa saja yang dibutuhkan, ada banner juga berapa jadi semua terdaftar 
disitu tertera disitu, ya ini yang disebut akuntabilitas karena bisa dipertanggung 
jawabkan. Karena sesuai dengan kebutuhan mereka, kan bukan saya yang minta yang 
mintakan kelompok, sebab saya mengayomi jadi ketika mereka minta saya kasih tapi 
saya juga minta pertanggung jawabannya mana, gitu ajakan. Karena sifatnya kadeskan 
seperti itu mengayomi tapi juga mengontrol, karena controlingkan juga harus ada. 
Sebab selama ini saya sudah hampir satu tahun ini, ternyata dari dulu yang mereka-
mereka tidak ngerti opo-opo (tidak mengerti apa-apa) sekarang sudah mengerti. Karena 
saya katakan tak weden-wedeni (saya takut-takuti) tapi sebenarnya bukan hanya tak 
weden-wedeni, tapi kenyataan itu harus dipertanggung jawabkan dan itu yang namanya 
akuntabilitas bertanggung jawab secara hukum, disitu.” 
Hal ini juga dapat dlihat dari pendapat yang disampaikan oleh Martiah dalam 
wawancara yang dilakukan peneliti, sebagai berikut :114 
“Kalau sekarang itu administrasinya sebelum diobrak dari kecamatan itu bu lurah itu 
selalu mengajak “ayo sekarang mengerjakan dibalai desa sama-sama”, Pokja 
(kelompok kerja) satu dua tiga empat. Pokja satu itu mengenai agama, pokja dua 
mengenai pendidikan, pekja tiga mengenai keterampilan, pokja empat itu kesehatan 
termasuk posyandu jadi sekarang itu warga semua kebagian sendiri-sendiri. Kalau dulu 
itu PKK, kader semua itu jadi satu, kalau sekarangkan tidak, soalnyakan kalau sekarang 
biarpun sedikit orang kalau dikasih imbalankan senang. Bu lurah itu kalau mau 
mengajak orang itu dikasih imbalan dulu sedikit jadi senang atau dibelikan seragam, ya 
itu enaknya” 
Chairul Anwar selaku Ketua Karang Taruna Desa Kepuhanyar, juga berpendapat 
mengenai akuntabilitas Kepala Desa dalam wawancaranya, sebagai berikut :115 
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“Pandangan saya kalau dari sisi kelurahan, pak lurahnya sendiri itu bertanggng jawab, 
tapi dari perangkat-perangkatnya ini mohon maaf 60% kepercayaan warga bahkan dari 
pihak karang taruna juga.  Sebab kalau pak lurah ingin melakukan sesuatu dia selalu 
melakukan koordinasi dengan masyarakat, misal agendanya kerja bakti maka 
fasilitasnya sudah terpenuhi.” 
Syaifullah selaku Kepala Dusun Kepuhanyar, juga berpendapat mengenai akuntabilitas 
Kepala Desa dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :116 
“Mengenai akuntabilitas, kalau pertanggung jawaban itu ada pasti ada karena itu 
diwujudkan dalam SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) tiap tahun itu, seperti yang saya 
sampaikan tadi, dihadapan masyarakat disitu ada monitor ada banner kemudian untuk 
melakukan pertanggung jawaban itu masyarakat minta jadi pak lurah itu menjelaskan 
dengan layar monitor rinciannya.” 
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepala Desa Kepuhanyar saat ini sudah 
melakukan proses tranparansi pada masa pemerintahannya, dalam bentuk laporan pertanggung 
jawaban atau SPJ atau dalam suatu forum bersama masyarakat seperti pendapat yang 
disampaikan oleh Syaifullah dan Mariati.  
3. Keterbukaan Informasi dan Aturan Hukum 
Poin selanjutnya adalah keterbukaan informasi dan aturan hukum, yang dimaksud 
disini adalah adanya kebersamaan para pelaku yang bersangkutan, termasuk kalangan marjinal 
dan perempuan untuk secara gotong-royong membicarakan, merencanakan, dan membuat 
kebijakan pengelolaan sumber daya publik serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya 
dalam proses berjalanya suatu pemerintahan. 
Seperti yang disampaikan oleh Slamet Hidayat selaku Kepala Desa Kepuhanyar dalam 
wawancara yang dilakukan oleh peneliti, beliau menyampaikan sebagai berikut :117 
“Kalau ini ya jelas karena kita sudah merangsang mereka kita undang ya datang semua 
saling support. Apakah dilapangan tidak ada kegiatan? Ada, coba njenengan lihat di 
dusun masing-masing, contohnya di dusun pasinan terutama bagaimana kepala dusun 
sekarang dibanding kepala dusun dahulu, dusun pasinan lebih banyak kegiatan 
sekarangkan, dan ramai jugakan, itukan juga bentuk keterbukaan informasi saya untuk 
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dapat partisipasi dari masyarakat, dan masyarakat juga sangat antusias karena saya dari 
pihak desa juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan di dusunnya, jadi 
saya sampaikan lewat kepala dusun untuk mengkoordinir rt atau rw nanti biar 
disampaikan ke masyarakat biar ikut kegiatan evaluasi dusun, ya kalau mereka punya 
ide dan sebagainya ya silahkan nanti disampaikan di forum di dusun-dusun itu sehingga 
terjadi perubahan secara tidak langsung dari hasil kesepakatan forum dusun tadi. 
Apakah ini tidak saya kontrol? Saya kontrol terus, mangkanya tingkat partisipasi 
masyarakat sekarang sudah mulai naik. Dibuktikan dengan apa? Dilapangan bisa 
dilihat, bentuk kegiatannya juga ada dan sebagainya sebagai bentuk partisipasi 
masyarakat dalam keterbukaan informasi saya. Dan untuk aturan hukum, ya saya 
menjalankan tugas saya sebagaimana dalam kegiatan dusun itu tadi. Saya lakukan 
sesuai tugas dan wewenang saya sebagai kepala desa. Mungkin itu saja sementara.” 
Hal ini juga dapat dilihat dari pernyataan Syaifullah dalam wawancara yang dilakukan 
oleh peneliti, yakni :118 
“Yang dulunya antar lembaga yang satu dengan yang lain kurang tau perannya tapi 
sekarang ini baik RT maupun RW ini partisipasinya sudah lebih baik dari tahun 
sebelumnya. Ini memang kepala desa berupaya untuk itu, bukan hanya RT maupun RW 
bahkan dengan lembaga yang lain ya seperti itu. Intinya itu kepala desa ingin 
mengfungsikan semua lembaga masyarakat yang ada, ingin bekerja sama untuk 
memperbaiki desanya. Bahkan RT ini mulai ditata dengan baik, termasuk ini yang baru 
yakni karang taruna juga seperti itu. Nanti kelanjutannya seperti apa ya kita tunggu dan 
kita lihat, tapi yang jelas menuju kearah yang lebih baik. Termasuk agar ada peran serta 
masyarakat atau partisipasi masyarakat, memang untuk menumbuhkan partisipasi 
masyarakat ini ya tidak mudah ya harus pelan-pelan, tapi intinya kearah situ ada.” 
Muhammad Toha selaku Tokoh Agama di Dusun Kepuhanyar, juga menyampaikan 
pendapatnya dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut : 
“Umpama, kalau kita mau bertanya sesuatu gitu ya langsung disuruh datang untuk 
menanyakan apa yang ingin diketahui. Jadi dari pihak desanya sendiri itu 
mempersilahkan, jadi yang saya ketahui ini ya. Soalnya apa, saya takutnya nanti 
dibilang pro, padahal ya untungnya apa sih saya begitu membela-bela, memang 
kenyataannya begitu lebih baik dari yang kemarin-kemarin.” 
Mariati juga menyampaikan pendapatnya dalam wawancara yang dilakukan oleh 
peneliti, sebagai berikut :119 
“Untuk pak kades saat ini, saya kira sudah menjalankan peraturan pemerintah yang 
baru. Tapi belum 100%, masih belajar masih sedikit demi sedikit, tapi dia baik dalam 
menjalankan tugasnya untuk kepada perangkatnya kepada masyarakat kepada RT 
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maupun RW. Kalau ada apa-apa itu tidak diputuskan sendiri, dia pasti mengadakan 
musyawarah desa terlebih dulu.” 
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat bentuk usaha nyata dalam 
menerapkan poin keterbukaan informasi dan aturan hukum yang berlaku dalam pemerintahan 
desa oleh Kepala Desa Kepuhanyar saat ini. Hal ini dapat dilihat dari pendapat kepala desa 
serta pendapat pendukung lainnya dari perangkat desa serta perwakilan masyarakat yang 
diwawancara oleh peneliti yang menyatakan bentuk keterbukaan informasi dalam 
pemerintahan kepala desa dilihat dalam usaha Kepala Desa dalam mendapatkan partisipasi 
masyarakat pada setiap kegiatan oleh pemerintah desa, salah satu contohnya dalam forum 
mengenai pemaparan penggunaan dana bantuan untuk penanganan covid 19. Aturan hukum 
juga dapat dilihat dari pendapat perwakilan masyarakat dan perangkat desa yang menyatakan 
bahwa kepala desa saat ini sudah melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai pembina 
masyarakat, pengayom dan pengelola keuangan desa. 
Dari empat pilar tersebut (transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi dan aturan 
hukum), jika dilihat pada pengaplikasiannya di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, 
Kabupaten Mojokerto maka dapat disimpulkan bahwa terdapat upaya serta usaha nyata dari 
kepala desa dalam mengimplementasikan poin-poin tersebut untuk mewujudkan keempat pilar 
dalam good governance pada Pemerintahan Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, 
Kabupaten Mojokerto. 
D. Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance pada Pemerintahan Desa  
Pada sebuah Organisasi Pemerintah, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan 
tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dipengaruhi oleh pemimpinnya dan didukung oleh 
kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai maka penyelenggaraan tata kelola 
pemerintahan yang baik (Good Governance) akan terwujud, sebaliknya kelemahan pemimpin 
merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi. 
 

































Adapun peran Kepala Desa dalam mewujudkan good governance pada pemerintah desa 
yang dibahas dalam penelitian ini yaitu apabila pemerintahan kepala desa bersinggungan 
dengan semua kategori atau prinsip-prinsip yang ada dalam good governance, United Nation 
Devlopment Program (UNDP) mengemukakan bahwa, terdapat sembilan prinsip Good 
Governance yaitu : yaitu mengenai partisipasi, penegakan hukum, transparasi, daya tanggap, 
berorientasi konsensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akutabilitas, dan bervisi 
strategis.120 
1. Partisipasi  
Partisipasi adalah sikap atau perilaku yang memperbolehkan dan mewajibkan kepada 
setiap warga negara atau dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Kepuhanyar agar 
memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam proses pengambilan keputusan bersama pada 
proses pembuatan kebijakan.  
Hal ini dijelaskan oleh Slamet Hidayat selaku Kepala Desa Kepuhanyar, Kecamatan 
Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti :121 
“Jadi, partisipasi sudah saya berikan dan saya jelaskan tadi, jadi setiap warga negara 
mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengambil bagian dalam mengambil 
keputusan. Ini juga saya jalankan, jadi partisipasi itu dari bawah dari RT sampai keatas 
ini sudah ada peningkatan partisipasi. Haknya sama kewajiban sama, saya tidak 
membeda-bedakan antara dusun yang dengan dusun yang lain, semuanya sama. Karena 
itu semua warga saya, warga Desa Kepuhanyar. Mangkanya disitu, kalau satu saya 
mintakan kerja bakti semua kerja bakti, itu partisipasi. Kalau misalnya si A diberi 
bantuan sekian, yang lain juga sama partisipasi. Sehingga ada proses imbal balik dari 
masyarakat ke saya, saya ke masyarakat. Pada intinyakan sama-sama saling memiliki 
jadi tek’e bareng-bareng (punya bersama) bukan tek’e lurah tok (punya kepala desa 
saja). Cuman kita hanya mengkoordinir, mangkanya sering mungkin banyak kegiatan 
dilapangan itu yang tanpa sepengetahuan saya, alasannya apa? Karena sungkan sebab 
ada yang bilang wes ojo kondo lurah sungkan engkok tambah teko ga enak sungkan 
(jangan bilang lurah nggak enak kalau dia datang karena merepoti lurah) banyak yang 
seperti itu, saya tidak tau tapi dia sering melaksanakan. Jadi proses partisipasi dari 
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masyarakat sudah terkonsep semua, bahkan masing-masing dusun itu punya konsep 
misalnya 3 bulan sekali ada kerja bakti, itu ada konsepnya. Dan ini semua, sekarang ini 
yang saya tau dan saya lihat sendiri dilapangan itu bahwasannya sebagian dari kas 
dusunnya itu diberikan untuk pembangunan dusune dewe-dewe (dusunnya sendiri-
sendiri). Ini juga bentuk partisipasi ke desa, seng dulu iku gak tau diopeni (yang dahulu 
tidak diayomi) karena saiki duwe (sekarang punya) kesadaran ngopeni (mengayomi) 
dusune dewe-dewe (setiap dusun). Ya alhamdulillah, kan seperti itu partisipasi.” 
Jika dilihat dari penjelasan oleh Kepala Desa Kepuhanyar diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat usaha dari pemerintah desa khususnya kepala desa untuk 
mengajak masyarakat agar ikut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh 
pemerintah desa. Selain itu juga terdapat pendapat lain yang disampaikan oleh Teguh Muljoko 
selaku Kepala Dusun Wonoayu, Desa Kepuhanyar dalam wawancaranya dengan peneliti 
sebagai berikut :122 
“Paling tidak yang saya tau, pemberitahuan yang paling awal itu undangan untuk setiap 
kegiatan sosial yang direncanakan desa terutama bansos-bansos yang ada. Memberi tau 
RT/RW atau kepala-kepala dusun untuk menyebarkan berita kepada RW/RTnya 
masing-masing dan untuk pelaksanaan sosialisasinya sendiri, sebelum melaksanakan 
sosialisasi MUSDES (musyawarah desa) dusun desa itu pasti dilaksanakan dulu, 
musdes desa itu dengan BPDlah istilahnya melaksanakan dulu untuk legalitas dari 
pelaksanaan program, terus diberitahukan kepada kepala dusun masing-masing untuk 
segera menyerahkan atau mencari nama penerima yang sesuai bantuan sosial itu, baru 
diajukan lagi disetujui baru dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya setiap bansos apapun, 
pak lurah selalu tampil di depan sekarang, sebelum melaksanakan dan mengeluarkan 
itu pasti pidato disek (dahulu). Mengundang mereka dulu istilahnya memahamkan, 
memberhentikan bantuan juga seperti itu terakhir mereka dilaksanakan pembagian 
bantuan sosial mereka dipanggil dipahamkan bahwa ini terakhir mau diganti orang dan 
juga mereka menyampaikan juga pak lurah itu bagaimana. Karena untuk DDkan (Dana 
Desa) tahun kemarinkan sudah diganti semua tapi sekarang belum dilaksanakan, tapi 
yang sudah menerima sudah paham semua bahwa diganti, tinggal akan penerimaan ini 
tanggal berapa pengumumanya belum tau. Cuma sudah dirapatkan di BPD.” 
Dalam wawancara lain yang dilakukan peneliti, Mariati selaku Kasi Pemerintahan juga 
berpendapat mengenai proses mendapatkan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh 
pemerintah desa, sebagai berikut :123 
“Ya, Pak Slamet itu bisa kok mengambil hati masyarakat itu bisa mau ada apa-apa itu 
pendekatannya, sosialisasinya bisa.  
                                                          
    122 Teguh Muljoko, Kepala Dusun Wonoayu, Desa Kepuhanyar, Wawancara, (Kediaman Kepala Dusun 
Wonoayu, Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto) Tanggal 22 Januari 2021 
    123  Mariati, Wawancara, Ibid 
 

































Sering kalau ada apa-apa itu, perintah apa-apa dari atas pasti mengumpulkan, tapi lewat 
rapat dusun, kepala dusun, lewat RT/RW untuk diadakan musyawarah terlebih dahulu. 
Tidak bisa memutuskan sendiri, seperti baru-baru ini kan keadaan sedang pamdemi 
covid. Nah dusun itu mau mengadakan sedekah dusun, lah itu Pak Slamet menengahi 
lalu mengajak rapat terlebih dahulu lalu menunggu ijin dari dinas atau polsek terlebih 
dahulu.” 
Syaifullah selaku Kepala Dusun Kepuhanyar juga menyampaikan pendapatnya dalam 
wawancara yang dilakukan peneliti mengenai ajakan pemerintah desa terhadap partisipasi 
masyarakat, yakni :124 
“Jadi pastisipasi dari masyarakat itu ada, yang dulunya antar lembaga yang satu dengan 
yang lain kurang tau perannya tapi sekarang ini baik RT maupun RW ini partisipasinya 
sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Ini memang kepala desa berupaya untuk itu, 
bukan hanya RT maupun RW bahkan dengan lembaga yang lain ya seperti itu. Intinya 
itu kepala desa ingin mengfungsikan semua lembaga masyarakat yang ada, ingin 
bekerja sama untuk memperbaiki desanya. Bahkan RT ini mulai ditata dengan baik, 
termasuk ini yang baru yakni karang taruna juga seperti itu. Nanti kelanjutannya seperti 
apa ya kita tunggu dan kita lihat, tapi yang jelas menuju kearah yang lebih baik. 
Termasuk agar ada peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat, memang untuk 
menumbuhkan partisipasi masyarakat ini ya tidak mudah ya harus pelan-pelan, tapi 
intinya kearah situ ada.” 
Selain itu, Agus Panji selaku Ketua Karang Taruna Dusun Damarsi juga memberikan 
pendapatnya mengenai sosialisasi untuk menarik partisipasi masyarakat oleh pemerintah 
desa125 
“Kalau itu masih itu mas, tergantung keperluannya. Untuk soal yang menyangkut 
karang taruna itu pasti diajak, akan tetapi jika tidak menyangkut karang taruna 
sepertinya belum ya mas. Seperti sosialisasi yang kemarin itu mengenai sosialisasi 
pencegahan covid 19, karang taruna ikut serta untuk gotong royong ngasih hansanitizer 
dan masker ke masyarakat.” 
Chariul Anwar selaku Ketua Karang Taruna Desa Kepuhanyar dalam wawancara yang 
dilakukan oleh peneliti, juga menyampaikan pendapatnya mengenai sosialisasi untuk menarik 
partisipasi masyarakat, yakni :126 
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“Yang pertama dimasa pandemi ini sosialisasi terkait protokol kesehatan, itu yang 
pertama dari sisi perangkat dan lembaga yang ada di bawahnya bahan sampai tokoh 
agama dan tokoh masyarakat juga dilibatkan. Artinya sosialisasi ini lumayan efektif 
meskipun tidak 100%. 
Bagi saya untuk partisipasi yang efektif dalam hal ini, masih masuk kategori 80% 
belum 100% bagi saya ya lebih baik dari pada pemerintah sebelumya. Yang pertama 
dari sisi pemerintahan itu berani terjun langsung sampai ke level warga, rt, rw sebab 
kalau dulu tidak pernah dijamah sebelumya, begitupun karang taruna juga.” 
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala desa dalam menjalankan tugasnya 
sebagai kepala pemerintahan selalu mengutamakan partisipasi masyarakat dalam setiap 
kegiatan, contohnya dalam pengukuhan Karang Taruna Desa dan acara pemaparan penggunaan 
dana bantuan untuk penanganan covid 19, hal ini mencerminkan bahwa Kepala Desa 
Kepuhanyar memenuhi poin pertama dalam kategori Good Governance yakni partisipasi yang 
berarti memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada masyarakat Desa Kepuhanyar atau 
unsur yang bersangkutan untuk ikut serta dalam setiap kegiatan, membuat keputusan maupun 
membuat kebijakan. 
2. Penegakan hukum  
Pada poin kedua dalam konsep good governance terdapat penegakan hukum yang 
menajadi salah satu syarat kehidupan demokrasi, yakni dengan adanya penegakan hukum yang 
dilaksanakan dengan adil dan tanpa pandang bulu. Pada pemerintah Desa Kepuhanyar, 
penegakan hukum dijelaskan oleh Slamet Hidayat selaku Kepala Desa Kepuhanyar dalam 
wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut :127 
“Ya ini, mengenai penegakan hukum. Penegakan hukum sudah saya lakukan dan saya 
buktikan dan saya tidak pernah tebang pilih atau tidak pernah pandang bulu, jangankan 
orang lain kalau anak saya sendiri tersangkut masalah hukum saya angkat tangan 
silahkan diproses secara hukum. Selama saya menjabat kades ini saya lakukan 
khususnya diperangkat desa, perangkat desa bila mana satu minggu berturut-turut tidak 
masuk kerja tanpa alasan maka saya kasih surat peringatan pertama (SP1) nanti setelah 
SP1 ada SP 2 lalu SP3 mentok, kalau sudah SP3 mau tidak mau saya akan melaporkan 
keatas, bisa-bisa akan terjadi dilakukan pemercatan dan ini saya tidak pandang bulu 
siapapun itu meskipun iku konco dewe (walaupun itu teman saya sendiri) tetap saya 
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lakukan dengan sama karena apa bagi saya harus membedakan pemerintahan desa 
ambek (dengan) konco (teman), atau ambe keluarga (dengan keluarga) dipilah-pilah. 
Nek katek keluarga iku digowo nang pemeritahan desa, deso iku gak mlaku (kalau 
sampai urusan keluarga dibawa masuk kepemerintahan desa, maka pemeritahan desa 
tidak akan berjalan) iwuh pekiwuh (mempersulit) nanti pada akhirnya. Dan saya tidak 
akan ada kata-kata sakno (kasihan), saya tetap jika ada urusan tentang desa saya 
jalankan apa adanya sesuai dengan peraturan yang ada. Ini contohnya yang pernah saya 
kasih SP1 seperti almarhum Kepala Dusun Kepuhanyar, ada lagi Kepala Dusun 
Wonoayu juga SP1 sehingga dengan adanya peringatan itu dia agak ada rasa takut 
sedikitlah. Lalu yang kedua baru-baru ini yang heboh dimasyarakat itu tentang BLT 
(Bantuan Langsung Tunai) sampai viral dimedia masa, misalnya yang terjadi di 
Wonoayu. Yang sudah berkali saya katakan mengenai BLT itu belum boleh dibagi-
bagikan, akan tetapi dengan tanpa sepengetahuan saya BLT itu didom roto (dibagikan 
secara rata) dengan alasan kemanusiaan, setelah kejadian ada temuan yaitu baru dia 
sadar diri. Lalu apa denda dari saya, kudu mbalekno duwek iku (harus mengembalikan 
uang itu) untuk dikasihkan kepada yang bersangkutan sesuai dengan KPM yang 
terdaftar. Akhirnya dengan susah payah si kepala dusun mengembalikan, lalu uang 
yang dulu yang didom (dibagikan) bagaimana? ya ilang (ya hilang) resiko selaku 
pimpinan. Ini sudah saya terapkan disitu, ini sudah baru-baru ini masalah BLT. Apakah 
itu bukan teman saya? Ya teman saya nyel (dekat), karena kemana-mana saya pakai 
keahlianya tapi saya tidak pilih kasih karena sama saja karena ini pemerintahan. Ojo 
dikatutno nek kene konco, yo nek dikatutno yo gak mlaku iki talah (pertemanan kita 
jangan disangkut pautkan, sebab kalau disangkut pautkan pertemanan kita maka 
pemerintahan tidak akan jalan) maksudnya begitu. Jadi ya harus bisa dipilah-pilah mana 
pemerintahan, mana keluarga maka ini baru kita itu bisa maju desa ini. Disitu jadi tanpa 
pandang bulu sebisa mungkin kita lakukan sebaik mungkin untuk Desa Kepuhanyar.” 
Dalam proses penegakan hukum bukti yang didapatkan peneliti dari proses 
pengumpulan data lebih banyak berupa proses kinerja kepala desa dalam menjalankan tugasnya 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala pemerintahan, hal ini disebabkan 
karena keterbatasan informasi dan juga topik pembahasan yang sensitif sehingga peneliti hanya 
mampu mendapatkan bukti-bukti dari pendapat kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat 
dan masyarakat desa mengenai kinerja kepala desa, sehingga peneliti hanya mendapatkan bukti 
dari proses wawancara. Namun jika dilihat dari pernyataan informan mengenai penegakan 
hukum, dapat dikatakan bahwa terdapat keseriusan oleh Kepala Desa Kepuhanyar dalam 
menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku dan bukti lainya yang dapat mendukung 
pernyataan tersebut adalah hasil wawancara kepada, masyarakat desa, sektor swasta, dan tokoh 
masyarakat mengenai kinerja kepala desa yang tergolong serius dalam menjalankan amanatnya 
 

































sebagai kepala pemerintahan, sehingga hal ini juga dapat menjadi argumentasi pendukung 
dalam penegakan hukum di Desa Kepuhanyar oleh kepala desa.  
3. Transparansi  
Poin selanjutnya yang terdapat dalam good governance adalah transparansi, hal ini 
menyangkut keterbukaan informasi oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa. Slamet 
Hidayat selaku Kepala Desa Kepuhanyar menyatakan bahwa :128 
“Transparasi ini dari awal sampai penggunaan dana dan tahap evaluasi ini sudah pasti, 
dan sudah ada. Jadi sebelum kita mengucurkan dana ke mereka-mereka itu masing-
masing kelompok harusnya punya SK, ada SKnya jadi sudah megang dewe-dewe 
(pegang sendiri-sendiri) jadi masing-masing sudah punya SK, yang kedua penggunaan 
dana-dana sudah saya berikan secara transparansi. Semua tau semua, dari perangkat 
desa sampai kelompok dan anggota tau semua karena setiap kita memberikan dana 
tersebut selalu kita umumkan. Termasuk BLT, BLT itu saya berikan kepada masyarakat 
itu tanpa campur tangan perangkat desa, jadi kalau dulu itu yang ngatur perangkat desa 
yang namanya apa itu ndek masyarakat nek gak bolone gak oleh (dimasyarakat kalau 
bukan saudaranya tidak akan dapat), dadi bolone dewe seng digawe (jadi saudaranya 
sendiri yang dibuat alasan). Sekarang tidak, semua transparan sebab yang mencari dan 
mencatat KPM (Kelompok Penerima Manfaat) itu saya serahkan kepada masing-
masing RT jadi RT mengajukan siapa yang layak siapa yang tidak. Jadi RT yang 
mengajukan ke saya lewat kepala dusun, kita hanya menerima aja laporan tadi. Jadi 
misalnya contoh di Desa Kepuhanyar kita dapat 102 KPM (Kelompok Penerima 
Manfaat), 102 itu kalau dibagi 25 RT jadi 1 RT itu 4 orang ada yang 5 ada yang 2, itu 
semua yang mencari dan mencatat KPM itu RT, sedangkan masalah berapa nominalnya 
untuk masing-masing KPM itu RT tau berapa yang akan diterima masing-masing, tau 
semua terbuka dari Wonoayu sampai Pasinan tau semua, podo (sama). Lalu apakah 
tidak ada evaluasi? Saya evaluasi semuanya saya cek ini benar atau tidak layak atau 
tidak. Karena saya bukan ABS kalau dalam istilah anak muda saiki (sekarang), ABS 
ini Asal Bapak Senang tapi saya tidak seperti itu sebab yang diberi ke saya akan saya 
monitor bener gak wong iki gak duwe (benar atau tidak ini orang miskin), kalau 
nantinya ada temuan bahwa dia orang punya maka akan di coret dan diminta. Baru-
baru ini yang namanya PKH, PKH itu dulu kalau saya lihat itu yang dapat wong duwe-
duwe (orang yang punya, cukup bukan miskin) karena dekat dengan oknum cedek iki 
ponakanku iki dulurku, kasarane (orang dekat karena ini sepupu ini saudaraku, 
istilahnya) sehingga yang dapat yang itu-itu saja tidak sesuai targetnya. Sehingga saya 
punya ide, ide saya itu apa yaitu menempelkan ke masing-masing yang menerima seng 
sogeh-sogeh temboke tak tempeli tulisan miskin (yang kaya temboknya ditempelin 
tulisan miskin) penerima bantuan raskin atau dan sebagainya, dengan sendirinya dia 
malu. Tapi kalau seandainya di hapus tulisan itu maka namanya akan saya coret tanpa 
sepengetahuannya karena dia sudah menolak secara tidak langsung. Ini salah satu 
caranya mematahkan, karena sekarang ini semua sudah saya rombak semuanya mulai 
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dari perangkat desa agar tidak pernah membawa siapapun ke desa dengan alasan 
apapun. Jadi yang namanya transparasi sudah cukup jelas ya.” 
Dalam wawancara lainnya yang dilakukan oleh peneliti, Mariati selaku Kasi 
Pemerintahan juga berpendapat mengenai transparasi oleh kepala desa, sebagai berikut :129 
“Kan dana desa belum turun pada masa menjabat ini, belum turun. Ini hanya yang turun 
itu hanya ADD (Akulasi Dana Desa), tapi untuk kegiatan covid diberikan kepada 
masyarakat rincian dananya, yang perKK mendapat 300 ribuan itu sebanyak 102 orang. 
Nah ini untuk ADD yang akan datang ini, juga untuk penanganan covid itu.” 
Syaifullah selaku Kepala Dusun Kepuhanyar juga menyampaikan pendapatnya 
mengenai transparansi dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yakni :130 
“Mengenai transparansi, itu ada pasti seperti yang baru kemarin itu ada pertanggung 
jawaban itu mengundang masyarakat juga. Jadi yang dikerjakan selama satu tahun ini 
apa saja, masyarakat dihadirkan ke balai desa dan ditunjukan mengenai rincian 
penggunana dana-dana yang ada didesa, mulai dari untuk ini potnya ini itu 
dipertanggung jawabkan degan transparan, intinya transparasi itu ada.” 
Martiah juga menyampaikan pendapatnya mengenai transparansi dalam wawancara 
yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut : 
“Harus transparan, kalau beli apa-apa harus ada nota, sekarang SPJ (Surat Pertanggung 
Jawaban) itu perlu untuk pembuktian, foto itu perlu, ndak (tidak) gampang, kemarin ada 
inspektorat itu sidak, itu nggak pake informasi “besok ada sidak” jadi langsung mendadak 
kalau ada sidak, makanya sebelumnya itu sudah siap-siap. Seperti habis apa-apa itu SPJnya 
disiapkan dulu, begitu.” 
Kesimpulan yang bisa didapatkan menurut hasil wawancara diatas dalam poin 
transparansi ini adalah Kepala Desa Kepuhanyar dalam menjalankan tugasnya juga 
melaksanakan proses transparasi dengan baik, mulai dari dana desa, anggaran desa, dan juga 
informasi kepada masyarakat disampaikan dalam rapat maupun kegiatan musyawarah desa 
yang melibatkan masyarakat desa, hal ini dapat dilihat dari argumen pendukung yang 
disampaikan oleh pihak aparatur pemerintah desa dan perwakilan masyarakat desa yang 
diwawancarai oleh peneliti. Sebagai kepala pemerintahan, kepala desa juga berwenang dalam 
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pengelolaan dana desa dan mengatur keuangan desa, hal ini sesuai dalam Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai tugas dan kewenangan kepala desa.  
4. Daya tanggap  
Poin selanjutnya mengenai daya tanggap, yakni sigap dalam melaksanakan serta 
memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Kepuhanyar, maka dalam hal ini Slamet 
Hidayat selaku Kepala Desa Kepuhanyar dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti 
berpendapat bahwa :131 
“Nah ini yang sangat menarik, memang kalau dulu itu melayani masyarakat itu selalu 
bertumpu pada satu orang karena yang lain tidak mengerti karena yang lain tidak 
mengerti IT. Sehingga kita tanggap untuk mempercepat itu karena keterbatasan tenaga 
kita karena keterbatasan orang-orang IT, pada akhirnya saya mengangkat satu operator 
desa lalu ada lagi administrator. Untuk memback up perangkat lain yang tidak mengerti 
IT, karena sekarang jaman-jaman IT. Karena mesin ketik wes gak jamane (sudah bukan 
zamannya) semua butuh cepat dan tepat, kalau saya biarkan maka kita akan ketinggalan 
zaman. Karena terkadang orang butuh sesuatu itu mintanya cepat, yang kedua ada lagi 
yang tidak mengerti maksud dari pada tujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 
Contohnya misalnya yang banyak sekarang ini musimnya KTP elektronik, kan banyak 
kebutuhan kan banyak kalau orang-orang awam masyarakatkan tidak mengerti yo opo 
se carane, ektp iki yo opo carane (bagaimana cara pembuatan ektp ini) lah aku gak oleh 
rono gak oleh nang capil tapi gak roh carane (karena saya tidak boleh ke kantor capil 
tapi tidak tau cara membuatnya) sehingga kita mengutus satu orang ke dukcapil, ini ada 
pelatihannya di Trawas. Satu orang yang bila mana ada yang minta ektp atau yang tidak 
mengerti ektp langsung ke yang bersangkutan, disini yang saya tunjuk pada waktu itu 
syaifullah kaur pelayanan. Jadi kalau ada orang yang tidak mengerti masalah ektp  
langsung ke pak saiful, jadi bisa langsung fokus ke orangnya. Kalau dulukan tidak 
semua ke balai dusun dipertanyakan tapi hasilnya zonk semua, seng A ngomong ngene 
seng B ngomong ngene lak yo bengong (yang A menjelaskan berbeda dengan yang B 
jadi akhirnya bingung), mungkin sampean pernah mengalami ya (saya jawab, iya pak). 
Nah kan bingung, ini kenapa? Kabeh kabeh yo komentar dadi gak jelas, iki maksude yo 
opo sih ya (semua iku berkomentar yang berbeda jadi tidak jelas maksudnya 
bagaimana) sehingga sudah dipilah onok panggone dewe-dewe (ada tempatnya sendiri-
sendiri). Terus yang kedua orang gak ngerti carane golek KIS (tidak mengerti caranya 
untuk mencari cara untuk membuat KIS) atau Kartu Indonesia Sehat, misalnya seperti 
itu. Ini ada orangnya, dadi nek takok iki nang wong iki ngunu lo (jadi kalau bertanya 
perihal suatu yang tidak mengerti, bisa ke orang ini) saya pilah-pilah. Kalau yang 
megang masalah KIS atau Kartu Indonesia Sehat itu mbak lia, kalau zaman-zaman dulu 
sebelum saya jadi lurah semua tertumpu pada bidan desa, itu salah. Sebab bidan desa 
itu tidak mengurusi itu tidak mengurusi surat menyurat, dia itu hanya melayani 
pelayanan kesehatan, jadi lepas hubungan karena tidak termasuk dalam rentetan 
kewajiban itu bidan ini. Sehingga apa, banyak yang terbengkalai disitu, dari desa sendiri 
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tidak mengerti lalu diarahkan kebidannya lalu bidannya sendiri juga tidak mengerti 
karena bukan bidangnya sebab itu bidang desa, sebetulnya desa yang harus bertanggung 
jawab bukan bidan. Mangkanya saya itu sebagai kepala desa harus tanggap itu, dan 
saya mencari orang itu tidak semudah itu cari yang betul-betul mampu dibidangnya 
yang mampu secara IT, nek podo-podo ga iso IT lak podo koyok iko (kalau sama saja 
tidak bisa masalah IT kan sama saja seperti yang dulu). Mangkanya kita mencari orang 
yang bisa dipasrahi (diberi amanat peenuh) masalah ini, dan banyak yang daftar, kecuali 
kalau masalah administrasi ini rumit lain lagi cari yang lebih faham masalah ini. Jadi 
alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah menemukan keluhan pada bidang ini 
dan mudah-mudahan kedepan ini saya tetap berpikiran positive thinking merasa masih 
kurang-kurang dan kurang agar bisa terus memperbaiki diri, mangkanya khususnya 
yang punya S1 disini itu ayo dibantu karena kita butuh itu. Nek hanya lurah tok sing 
mikirno iku nek lurahe ga mampu yo opo? Yo ga bisa, harus bekerja sama (kalau hanya 
lurah saja yang berpikir seandainya lurahnya tidak mampu bagaimana? Ya tidak bisa, 
harus ada kerja sama.” 
Mengenai daya tanggap yang dilakukan oleh kepala desa terhadap pelayanan maupun 
proses administrasi lainnya pada pemerintahan desa, juga dapat dilihat dari tanggapan Bapak 
Tohari selaku Tokoh Agama di Dusun Pasinan 132 
“Kalau mengenai pelayanannya sudah baik, tapi ya itu ketat syarat-syaratnya. Pajaknya 
minta yang 2001 (mulai tahun 2001), kemarinkan saya mantu (menikahkan putranya) 
jadi ya saya urusi semua. Tapi untuk proses pelayanannya sudah baik.” 
Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa, daya tanggap pemerintah desa saat ini dapat 
dikatakan sangat baik. Dengan solusi dan inovasi yang dilakukan oleh kepala desa dalam 
mengubah wajah pelayanan administrasi pemerintahan desa seperti melakukan penggantian 
perangkat desa yang telah berumur ataupun mengutus perwakilan aparatur desa untuk 
membantu masyarakat dalam mengurus keperluan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk), KIS (Kartu 
Indonesia Sehat) dan surat lainnya, hal ini juga dapat dilihat dari pernyataan tokoh agama 
mengenai pelayanan di Desa Kepuhanyar yang menyatakan bahwa bentuk pelayanan di Desa 
Kepuhanyar sudah baik. 
5. Berorientasi konsensus 
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Pada poin selanjutnya yakni berorientasi konsensus yang berarti bertindak sebagai 
mediator atau menjadi jembatan bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai 
kesepakatan bersama. Dalam hal ini Slamet Hidayat selaku Kepala Desa dalam wawancara 
yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa :133 
“Berorientasi konsensus ya, pasti kepala desa itu kebanyakan menjadi mediator ya 
pasti. Disamping itu keputusan, harus tepat dalam memutuskan sesuatu. Ini sering saya 
lakukan dilapangan, cuman lama tidak ada permasalahan dilapangan sehingga saya 
tidak pernah masuk. Misalnya di Dusun Kepuhanyar ada kepala dusunnya, bila mana 
kepala dusunya sudah mentok tidak bisa memutuskan sesuatu karena berbagai macam 
cecaran dimasyarakat selalu meminta tolong atau mengundang kepala desa selaku 
penengahnya. Kenapa mereka minta tolong? Kadang-kadang gini, seorang kepala 
dusun tidak mengerti tentang duduk permasalahannya. Yang kedua, masyarakat 
kadang-kadang itu masih mementingkan egoya sendiri, iki pokoke yo pokok (kalau 
sudah begini ya begini). Ini yang sering terjadi dimasyarakat kebanyakan pokoke 
pokoke pokoke, sehingga saya masuk untuk menengahi ketika saya masuk ini yang 
saya tanyakan pertama kali itu asal usul saya cari dulu. Ini contohnya baru 3 hari 
kemarin ada permasalahan antara kepala dusun dan warganya mengenai eks bengkok 
(adalah sebidang tanah yang harus dikelola sebagai ganti upah kerja untuk aparatur 
desa), sehingga kita berikan solusi saya masuk sebagai penengah atau mediator. 
Mengenai tanah itu asal usulnya bagaimana? Eks bengkok, eks bengkok itu dulu pada 
waktu ada tukar menukar dikembalikan ke desa bukan dikuasai orang perorang. Tapi 
yang saya dengar diluar itu dikuasai orang perorang, nah siapa yang memerintahkan 
itu? Tidak ada ceritanya itu dikuasai orang perorang, semua kembali ke desa, dan itu 
harus dilelang. Ini aturan tidak boleh digugat ini aturan ada perbupnya dan yang kedua 
semua bengkok, termasuk bengkok lurah dan perangkat desa itu harus dilelang semua 
gak onok ceritane bengkok iku dikuasa lurahe dewe (tidak ada ceritanya tanah bengkok 
itu dikuasai lurah sendiri) semua harus dilelang dan diuangkan lalu disetorkan ke 
pemerintah, semua tanpa terkecuali termasuk eks bengkok tadi ditarik semua 
sebetulnya. Karena pada waktu itu, mungkin saja karena saya tidak tau juga karena 
masa itu belum jadi apa-apa sehingga dipasrahkan ke dusun masing-masing tanpa ada 
controling tanpa ada evaluasi, sehingga turun temurun kejadiannya. Itu kesalahannya, 
siapa yang salah? Pemerintah desa yang salah, karena dulu tidak ada control tidak ada 
evaluasi, sehingga banyak eks bengkok ini yang tidak kembali dari bapaknya yang 
mengurus lalu meninggal anaknya yang mengurus, kan itu bukan milik sendiri itu 
kesalahan yang tidak boleh terulang kembali. Dan alhamdulillah itu sudah sadar semua, 
karena kepala dusunnya tidak mengerti meskipun sudah lama disini, akhirnya ya setuju 
clear. Itu salah satu contoh saja, karena cerita yang lainnya banyak.” 
Dalam poin ini, kepala desa juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sebagai 
mediator untuk memfasilitasi atau menjembatani berbagai kepentingan atau mencari solusi dari 
sebuah permasalahan yang terjadi di Desa Kepuhanyar, dalam wawancara yang dilakukan oleh 
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peneliti sebagaimana yang telah disampaikan oleh kepala desa bahwa beliau pernah menjadi 
penengah dalam masalah tanah bengkok atau tanah yang harus dikelola sebagai ganti upah 
aparatur desa, sehingga menemukan jalan keluar dimana tanah tersebut harus dikembalikan 
kepada desa sebab tanah tersebut memiliki status yang hanya dipinjamkan selama masyarakat 
desa tersebut menjadi pegawai pemerintah desa. Sehingga jika dilihat dari pernyataan diatas 
mengenai berorientasi konsensus, kepala desa juga selalu berusaha memenuhi poin ini dengan 
menjalankan tugasnya sebagai mediator untuk setiap permasalahan di desa ataupun 
menjalankan tugasnya dalam melakukan pelayanan secara administratif maupun permasalahan 
adat yang ada di Desa Kepuhanyar. 
6. Berkeadilan 
Poin selanjutnya yang terdapat dalam good governancen adalah berkeadilan, 
memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya 
meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. Slamet Hidayat selaku Kepala Desa 
Kepuhanyar dalam wawancaranya dengan peneliti menjelaskan proses berkeadilan pada masa 
pemerintahannya sebagai berikut :134 
“Saya sejak dulu tidak pernah membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki dan 
dimata saya sama tidak ada perbedaan, nek orang-orang bilang itu wong wedok ngurusi 
pawon (kalau kata orang-orang bilang perempuan harus mengurus masalah daput) bagi 
saya tidak berlaku karena di mata saya semua memiliki kesempatan yang sama. Dimulai 
dari siapa? Dari keluarga saya dulu, semuakan dimulai dari keluarga dulu bisa menata 
anak apa tidak, saya juga punya anak laki-laki dan perempuan ini saya samakan. Di 
desapun sama ke masyarakatpun sama, kita tidak membeda-bedakan. Satu contoh, 
sekarang yang aktif di desa ini perempuan, yang aktif. Kemana laki-lakinya? Ini 
pertanyaan, apa saya itu membeda-bedakan, saya malah mencari yang laki-laki kemana 
kok tidak ada kegiatan. Apa saya tidak pernah memancing masyarakat laki-laki? Saya 
pancing terus khususnya kepala dusun saya pancing, termasuk masalah keuangan 
masalah anggaranya saya samakan. Meskipun perempuan dia itu bisa menunjukan 
anggaran yang diminta saya berikan, tapi kalau laki-laki tidak bisa menunjukan 
anggarannya maka saya tidak akan menyetujui. Ini kejadian, kejadian disini contoh ada 
yang minta anggaran, ya saya tanya dulu mana bentuk kegiatannya saya suruh 
menunjukan, kalau tidak bisa menunjukan ya tidak saya beri. Karena sudah seringkali 
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saya bilang, yang saya kasih anggaran itu yang ada kegiatan sehingga tidak membeda-
bedakan. Satu contoh lagi, meskipun podo wedoke podo wedoke iki (sama-sama 
perempuan) tapi, contoh pada bidang pendidikan itu tidak bisa menganggarkan, padahal 
bidang pendidikan banyak misalnya paket A paket B itukan bisa terjadi misalnya 
diprogamkan. Termasuk lagi e-ktp mendatangkan, saya itu mesti mendatangkan karena 
kampung KB ini wadah misalnya desa ini kurang apa, ingin apa yang tidak ada apa 
maka kita bisa mendatangkan sesuai dengan kebutuhan, misalnya masalah e-ktp ya saya 
datangkan dipendukcapil kalau masalah pendidikan ya saya datangkan dinas 
pendidikan, kalau masalah pertanian ya saya datangkan dinas pertanian karena inilah 
gunanya kampung KB sebagai wadah yang kadang-kadang itu tidak dimanfaatkan. 
Lalu kembali lagi kepada masalah berkeadilan ini, saya sebenarnya juga sudah adil 
menurut saya tapi ya karena saya berikan sebaik mungkin dengan cara memberikan 
menurut kegiatannya apa, tidak pernah pilih-memilih asalkan ada kegiatannya ya saya 
kasih. Kalau dibidang pendidikan karena tidak ada kegiatan sehingga kegiatannya nol 
ya tidak saya kasih, walaupun ketuanya teman saya, tapi tidak saya kasih kalau tidak 
ada kegiatannya karena kalau tidak ada kegiatan ya tidak ada anggaran, harus tegas 
juga. Jadi ini yang namanya berkeadilan ya.” 
Dalam penjelasan Kepala Desa Kepuhanyar dalam wawancara yang dilakukan oleh 
peneliti mendapatkan penjelasan mengenai proses berkeadilan yang dilakukan oleh kepala 
desa, yakni dengan tidak membeda-bedakan antar gender yang melekat pada tubuh 
masyarakatnya, baik laki-laki maupun perempuan akan diperlakukan sama sebab dalam proses 
menjalankan pemerintahan yang baik memang harus demikian, harus dapat adil sebagai 
seorang pemimpin dalam memutuskan masalah dan berpihak kepada yang mempunyai progres 
kepada hal yang lebih baik. Seperti dalam wawancara yang dijelaskan oleh Kepala Desa 
Kepuhanyar, beliau mengayomi setiap organisasi masyarakat di desa, namun jika dari pengurus 
organisasinya sendiri tidak mau bertindak dan menunjukan progres maka beliau juga tidak akan 
memberikan dana anggaran, berbeda jika dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa 
Kelompok Wanita Tani atau disebut KWT yang notabenya adalah organisasi perempuan tani 
Desa Kepuhanyar dalam kehidupan organisasinya mereka aktif dalam melakukan kegiatan, 
akan tetapi dalam konsep keadilan yang dijalankan oleh Slamet Hidayat selaku Kepala Desa 
Kepuhanyar, beliau juga menimbang setiap kegiatan maupun anggaran mengenai kegiatan-
kegiatan yang diajukan. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan kaidah keadilan yang berarti 
 

































terdapat suatu kebijakan dalam memutuskan dan memilih opsi dalam setiap tindakan yang 
dilakukan. 
7. Efektifitas dan efisiensi 
Poin selanjutnya yang terdapat dalam good governancen adalah efektivitas dan 
efisiensi, yaitu segala proses dan kelembagaan di arahkan untuk menghasilkan sesuatu yang 
benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap 
sumber yang ada. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Slamet Hidayat selaku 
Kepala Desa Kepuhanyar, beliau menanggapi proses efektifitas dan efisiensi dalam 
pemerintahanya sebagai berikut :135 
“Memang dalam pemerintahan itu kita harus melaksanakan itu, efektifitas dan efisiensi 
itu harus jadi satu kesatuan. Jadi kita itu selalu menggap itu kalau tidak ada gunanya 
dan tidak efektif maka saya tinggal. Misalnya, katakanlan kita ada kegiatan misalnya 
kegiatan di KWT atau Kelompok Wanita Tani menganggarkan sekian yang katakanlah 
sampai 30 jutalah misalnya, maka saya itu lihat kira-kira ini efektif dan efisien tidak 
menganggarkan semacam green house, green house ini dianggarkan sampai 8 juta, ini 
bukan masalah duitnya besar tapi kalau kegiatanya kosong buat apa ya tidak efisien 
juga. Makanya kita itu mengarhkan, kita pemula kita arahkan harus sesuai dengan 
kemampuanya. Kalau aku hanya mampunya 2x3 ya 2x3 saja jangan 4x5, karena kita 
juga harus tau anggaran kita itu berapa untuk apa dan benar terserap atau tidak, 
misalnya anggarannya 30 juta untuk membangun semua yang ada di KWT ini kalau 
tidak ada kegiatannya dan tidak berjalan yang buat apa tidak efektif dan tidak efisien, 
karena sementara ini dilakukan sesuai kondisi kalau punyanya uang segitu harus dikira-
kira mana yang lebih didahulukan mana yang tidak, mana yang penting mana yang 
tidak ini ditinggalkan. Contoh lagi, KWT lagi anggarannya besar kepingin ada 
pembibitan di paralon untuk memberdayakan tumbuhan hidroponik. Tapi itu mendesak 
atau tidak? Tidak pak, lalu anggarannya dari mana? Tidak ada dan dipaksakan maka 
tidak bisa, sehingga saya beri solusi apa yang ada dan bisa dilakukan itu dilanjutkan 
jika ada hasilnya maka silahkan lanjutkan ide kamu, begitu. Sehingga lebih efektif dan 
efisien, karena dalam KWT itu sudah ada green housenya, lalu ada tanaman toga, 
peternakan ayam jadi ya itu dulu yang dilakukan sesuai dengan arahan dari pertanian. 
Kan begitu bagaimana caranya cukup item-item tadi, sehingga tidak perlu yang tinggi-
tinggi terlebih dahulu agar dijalankan semampunya dulu agar nanti kalau sudah berjalan 
baru kita merambat ke hal lain. Jadi ini yang saya lakukan agar efisien dan efektif, apa 
disini saya tidak melakukan control? Ya control dan saya evaluasi selalu saya arahkan 
masalah pertanian ke dinas pertanian, selalu saya arahkan dan terjun ke lapangan untuk 
melihat masalah pertanian. Karena yang paling sulit dalam pertanian itu masalah 
perawatan, kalau menanam itu mudah jika dari awal cara menanamnya bagus, cara 
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merawatnya juga bagus nantinya hasilnya juga akan bagus. Jadi pada masalah kuangan 
itu selalu saya arahkan, sekiranya cukup dan tidak berlebihan agar hasilnya juga bagus 
dan agar lebih efektif dan efisien.” 
Selain itu, Slamet Hidayat selaku Kepala Desa Kepuhnyar dalam wawancara yang 
dilakukan oleh peneliti juga menjelaskan, mengenai efisiensi sebagai berikut :136 
“Kalau sekarang hampir sibuk semua sampai ada Posbindu, Poslansia, Bkl, dan macem-
macem. Ada lagi KWT atau Kelompok Watani dan ini kelompok wanita tani ini juga 
ada namanya, saya juga kaget namanya itu kelompok wanita tani WATASIMA, opo 
iku watasima? (apa itu watasima?) wah hebat hebat benar bahasa jepang, ternyata 
Wanita tangguh siggap dan mandiri, o ternya itu artinya watasima. Lah ini semua 
muncul ini dari masing-masing kegiatan ada pengurusnya sendiri-sendiri. Ada 
bendaharanya sendiri, ada ketuanya sendiri jadi dewe-dewe (sendiri-sendiri) tidak satu 
orang memegang semuanya gitu, tidak. Satu orang memegang satu kegiatan, biar tidak 
ada macam-macam begitu dan semua ketuanya itu tidak boleh memgang uang 
(lembaga/kelompok) kecuali bendahara. Terus bagaimana keuangan yang ada di 
masing-masing pengurus tadi? Keuangan yang ada di masing-masing pengurus tadi itu 
tentunya disuplai dari desa, karena dari desa itu ada pembinaan juga ada pemberdayaan 
kepada mereka. Tapi saya memberikan uang itu bukan ujuk-ujuk minta uang, saya intel 
dulu apa bentuk kegiatannya, berapa butuhnya untuk itu jadi itu yang diberi. Bukan 
semena-mena memberikan uang, gak ngekeki duwek opo jare awakmu tidak saya nggak 
mau, kegiatanmu opo butuh wong piro (tidak memberi uang terserah apa katamu saya 
tidak mau, apa kegiatanmu butuh berapa orang) berapa hari, harus detail. Sehingga 
bunyi, bunyi itu tentang besar keuanganya berapa ya itu yang saya berikan, semua 
seperti itu. Jadi yang saya berikan seluruh kegiatan yang ada di Desa Kepuhanyar itu 
bentuk kegiatannya apa, dan minta berapa jumlah nominalnya. 
Martiah dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti juga menyampaikan 
pendapatnya, sebagai berikut :137 
“Memang kalau disini itu kalau pemerintahan pak lurah sekarang, kan ibu ketua PKK 
(Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) langsung turun ke bawah dulu, langsung turun 
kebawah itu dari dasawisma kemudian rt. Kalau dulu tidak transparan, kalau sekarang 
enaknyakan transparan dan terbuka, ketua PKKnya itu langsung turun ke bawah ke 
masyarakatnya dulu, dari 0 (nol) itu ya, soalnya pemerintahan yang dulu itu terlalu 
mencolok, menyolok itu PKK dulu apa sih (dalam hal ini PKK itu disepelekan), padahal 
PKK sekarang itu terutama sebagai tonggak utama, PKK itu setiap mau ada atau 
sebelum ada atau mau ada pemeriksaan buku, langsung pertama kali itu membuat 
laporan administrasi dulu langsung dari dasawisma. Dasawisma itukan dasa yang 
berarti sepuluh, sepuluh ini dari rt yang berjumlah sepuluh orang jadi dasawisma, itu 
untuk mendata warga dulu habis itu rw, habis itu dusun. Kemudian setiap bulan 
langsung turun tangan ke dusun-dusun ibu kepala desa itu, itu kemudian dulu kalau 
mengajak warga itukan disepelekan, tapi kalau sekarang itu majunya dari PKK desa, 
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kemudian ibu kepala desa itu bidan juga jadi bisa tau masalah kesehatan, gizi anak 
buruk itu bisa, dari kader posyandu itu juga bisa. Jadi dari dulu hingga sekarang itu 
bedanya 150% mungkin, dulu itu Kepuhanyar itu terbawah, sekarang itu nomor satu 
ditingkat Kecamatan Mojoanyar itu masalah administrasi itu nomor satu padahal dulu 
itu terbelakang. 
Terus masalah lomba itu mesti dapat, mesti dapat hadiah itu. Terus sekarang itu bisa 
merekrut ibu-ibu untuk KWT, Wanita Tani. Wanita Tani dalam pembentukannya, pak 
lurah harus korban dulu. Lahannya dirumahnya itu dipinjamkan itu uangnya nanti 
diambil KWT (Kelompok Wanita Tani) sendiri. Terus itu sekarang ada kelompok-
kelompok sendiri, KWT itu khusus menanam, kemudian membuat jamu jasuke buat 
corona itu lo, itu dari lahannya KWT sendiri lahan yang di rumahnya pak lurah itu. Itu 
sudah uangnya dikumpulkan dan ada bendaharanya sendiri. Dulu itu dari PKK itu tidak 
pernah dipegangi uang, cuma dipegangi limar ratus atau dua ratus, kemarin itu dikasih 
uang seratus delapan juta soalnya untuk beli peralatan posyandu, meja, kursi itu dari 
bendaharnya PKK juga ambil disitu, buat beli tip (sound system kecil). Sekarang juga 
sudah bisa mendirikan Bunda Paud untuk sekolah anak dini mulai dari 0-3 tahun, itu 
sudah. Kalau sekarang itu administrasinya sebelum diobrak dari kecamatan itu bu lurah 
itu selalu mengajak “ayo sekarang mengerjakan dibalai desa sama-sama”, Pokja 
(kelompok kerja) satu dua tiga empat. Pokja satu itu mengenai agama, pokja dua 
mengenai pendidikan, pekja tiga mengenai keterampilan, pokja empat itu kesehatan 
termasuk posyandu jadi sekarang itu warga semua kebagian sendiri-sendiri. Kalau dulu 
itu PKK, kader semua itu jadi satu, kalau sekarangkan tidak, soalnyakan kalau sekarang 
biarpun sedikit orang kalau dikasih imbalankan senang. Bu lurah itu kalau mau 
mengajak orang itu dikasih imbalan dulu sedikit jadi senang atau dibelikan seragam, ya 
itu enaknya.  
Ya soalnya bu lurah itu tidak mau memegang uang sedikitpun, harus masuk bendahara. 
Kalau apa-apa harus minta bendahara, kalau bu lurah hanya ketua minta tanda tangan 
saja, uang sedikit saja tidak mau, harus minta bendahara. Harus transparan, kalau beli 
apa-apa harus ada nota, sekarang SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) itu perlu untuk 
pembuktian, foto itu perlu, ndak (tidak) gampang, kemarin ada inspektorat itu sidak, itu 
nggak pake informasi “besok ada sidak” jadi langsung mendadak kalau ada sidak, 
makanya sebelumnya itu sudah siap-siap. Seperti habis apa-apa itu SPJnya disiapkan 
dulu, begitu.” 
Pada proses berjalannya pemerintahan desa yang dipimpin oleh Slamet Hidayat selaku 
Kepala Desa Kepuhanyar juga mengutamakan efektifitas dan efisiensi terutama dalam 
penyerapan anggaran dana oleh pemerintah desa yang ditujukan kepada pembinaan masyarakat 
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan oleh organisasi masyarakat desa, hal ini juga tidak 
terlepas dari konsep keadilan pada poin sebelumnya sehingga dalam melaksanakan penyerapan 
anggaran agar lebih efektif dan efisien, maka kepala desa juga harus mengutamakan keadilan 
dalam mengambil keputusan. Hal ini ditunjukan dalam penjelasan kepala desa mengenai 
 

































anggaran besar yang diminta oleh KWT dalam rencana kegiatannya namun dipertanyakan 
kembali oleh kepala desa sebab dirasa anggaran tersebut terlalu besar. Karena kepala desa 
selalu melihat serta mengevaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi 
masyarakat desa sehingga beliau tau mengenai kapastias organisasi tersebut, hal ini 
menyebabkan ditolaknya permohonan anggaran tersebut karena menurut kepala desa masih 
terlalu dini bagi organisasi KWT (Kelompok Wanita Tani) untuk meminta anggaran yang 
cukup besar. Pendapat yang disampaikan oleh martiah juga mengutarakan keberhasilan kepala 
desa dalam bekerja sama dengan masyarakat yang terhimpun dalam kelompok PKK 
(Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dalam mewujudkan kesejahteraan serta koordinasi 
yang baik dengan masyarakat terutama kepada PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) 
demi mewujudkan pengelolaan pemerintahan desa yang efektif serta efisien serta penyusunan 
laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. 
8. Berakuntabilitas 
Poin selanjutnya yang terdapat dalam good governancen adalah akuntabilitas, yaitu 
para pengambil keputusan (dalam hal ini kepala desa atas pemerintahan desa) harus 
bertanggung jawab kepada publik (masyarakat Desa Kepuhanyar) sesuai dengan jenis 
keputusan, baik internal maupun eksternal. Slamet Hidayat selaku Kepala Desa Kepuhanayar 
dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan sebagai berikut :138 
“Jadi akuntabilitas ya, jadi masalah akuntabilitas ini sudah saya terangkan panjang lebar 
didepan jadi ini saya simpulkan saja. Setiap ada kegiatan yang ada didesa baik itu 
pembagian BLT ataupun pembangunan fisik dan sebagainya itu mesti ada surat 
keputusannya, karena saya selaku kades yang bertanggung jawab sebab atas semua ini 
tak terkecuali masalah pengelolaan keuangan yang ada di desa, itu semua bersumber 
dari kades yang bertanggung jawab. Mangkanya disini kades harus betul-betul berhati-
hati dalam megambil keputusan, jangan sampe itu nanti disalah gunakan. Mangkanya 
kayak BLT dan pembangunan ini sangat rawan sekali permainan-permainan yang ada 
dibawah maupun di bendahara sama sekdes, kalau kita tidak mengontrol disitu ini 
berbahaya sebab kelebihan angka 0 satu itu pengaruhnya besar bagi saya, jadi ini bisa 
                                                          
    138 Slamet Hidayat, Ibid, Tanggal 23 Desember 2020 
 

































di pertanggung jawabnkan keluar dan kedalam. Kita itu sudah ada yang namanya 
APBdes jadi ada laporan pertanggung jawaban ke desa dan ke masyarakat lewat BPD, 
jadi biar tau jika saya diminta keterangan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang 
belum bisa dilaporkan ke BPD, kalau ke masyarakat juga tau karena setiap saya ada 
kegiatan selalu mengundang masyarakat agar tau anggarannya dan kegiatannya. 
Misalnya di BUMDes itu dipaparkan agar sama-sama tau apa bentuk kegiatannya dan 
berapa anggarannya, ini bentuk tanggung jawabnya.” 
Bentuk pertanggung jawaban yang dipaparkan oleh Kepala Desa Kepuhanyar dalam 
paparannya diatas dapat disimpulkan sebagai bentuk tanggung jawab dalam proses transparasi 
kepada masyarakat beserta lembaga desa maupun organisasi yang ada di Desa Kepuhanyar, hal 
ini menunjukan bahwa terdapat usaha dan keseriusan kepala desa yang melaksanakan tanggung 
jawabnya agar dapat disebut berakuntabilitas dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala 
pemerintahan. Pendapat lain yang juga dapat mendukung pelaksanaan poin akuntabilitas atau 
bentuk pertanggung jawaban kepala desa, juga dapat dilihat dalam wawancara yang dilakukan 
peneiti dengan Teguh Muljoko selaku Kepala Dusun Wonoayu, beliau menyatakan bahwa :139 
“Masalah dasar-dasar dilakukan pemilihan adalah demokrasi yang dijalankan dengan 
baik dan disitulah dilantik Pak Slamet, lalu mengkoordinasi saya langsung dan kepala 
dusun yang lain juga, perangkat yang lain. Disitu dibawah kepemimpinan Pak Slamet 
ada kebaikan dari pada kepala desa yang sudah-sudah yang dulu karena koordinasinya 
baik. Kulo niki jane ngelem mboten, melebih-lebihkan demi keuntungan tidak (saya ini 
bukan memuji, mengatakan yang berlebihan demi mendapat keuntungan juga tidak). 
Memang dia berusaha profesional sebagai kepala desa yang baru.” 
Syaifullah selaku Kepala Dusun Kepuhanyar dalam wawancara yang dilakukan oleh 
peneliti juga memberikan tanggapan akan usaha kepala desa dalam menjalankan tugasnya, 
sebagai berikut :140 
“Menurut pegamatan saya terhadap kinerja kepala desa, sudah melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan tupoksinya atau fungsi beliaunya sebagai kepala desa, itu sudah 
dilaksanakan dengan segala kekuarangan dan kelebihannya. Memang secara tugas 
beliaunya sudah menjalankan tugasnya dengan baik kalau menurut saya.” 
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Pendapat lain juga disampaikan oleh Agus Panji selaku Ketua Karang Taruna Dusun 
Damarsi sebagai berikut :141 
“Menurut saya itu, kepala desa saat ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya, karena 
sekarang karang taruna sudah dibentuk dan dijadikan satu sebab dulunya karang taruna 
itu hanya berdiri disetiap dusun-dusun di desa ini. Baru kemarin ini baru ada ajakan 
untuk disatukan karang taruna desa ini.” 
Dalam wawancara lainnya yang dilakukan oleh peneliti, Mariati selaku Kasi 
Pemerintahan juga berpendapat mengenai transparasi oleh kepala desa, sebagai berikut :142 
“Kan dana desa belum turun pada masa menjabat ini, belum turun. Ini hanya yang turun 
itu hanya ADD (Akulasi Dana Desa), tapi untuk kegiatan covid diberikan kepada 
masyarakat rincian dananya, yang perKK mendapat 300 ribuan itu sebanyak 102 orang. 
Nah ini untuk ADD yang akan datang ini, juga untuk penanganan covid itu.” 
Syaifullah selaku Kepala Dusun Kepuhanyar juga menyampaikan pendapatnya 
mengenai transparansi dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yakni :143 
“Mengenai transparansi, itu ada pasti seperti yang baru kemarin itu ada pertanggung 
jawaban itu mengundang masyarakat juga. Jadi yang dikerjakan selama satu tahun ini 
apa saja, masyarakat dihadirkan ke balai desa dan ditunjukan mengenai rincian 
penggunana dana-dana yang ada didesa, mulai dari untuk ini potnya ini itu 
dipertanggung jawabkan degan transparan, intinya transparasi itu ada.” 
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, bentuk pertanggung jawaban yang 
dilakukan oleh Kepala Desa selaku kepala pemerintahan dilihat dari pelaksanaaan tugasnya 
sebagai pembina masyarakat. Serta mengikut sertakan masyarakat dan perangkat desa pada 
tingkatan paling bawah, juga dapat disebut sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam 
mengayomi serta membina kehidupan masyarakat di Desa Kepuhanyar sesuai dengan tugas, 
pokok, dan fungsinya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
9. Bervisi strategis 
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Poin terakhir yang terdapat dalam good governancen adalah bervisi strategis, yaitu para 
pemimpin (dalam hal ini Kepala Desa Kepuhanyar) dan masyarakat memiliki perspektif yang 
luas dan berjangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan manusia 
dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari 
perspektif mereka. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Slamet Hidayat selaku 
Kepala Desa Kepuhanyar menjelaskan mengenai bervisi strategis sebagai berikut :144 
“Jadi ini begini, kalau mengenai bervisi strategis maka saya selaku kades itu punya 
gambaran kedepan. Jadi kita itu diangkat sampai tahun berapa. Kalau sayakan 6 tahun, 
maka 6 tahun itu dibagi-bagi sehingga ada rencana pembangunan menengah, dan nanti 
disini saya ada laporan kemasyarakat, jadi saya itu dilantik sampai aku purna itu ada 
laporan dan ini yang saya laporkan kemasyarakat, apa saja bentuk kegiatannya ada di 
dalam situ mulai dari a b c d itu ada disitu sampai saya selesai jabatan saya. Dan ada 
lagi RKP atau Rencana Kegiatan Pemerintah Desa yang dilaksanakan tiap tahun, itu 
harus ada. Dan ini saya perintahkan dari bawah untuk RKP mengambil dan menyeplit 
LPJ untuk 6 tahun, setiap 1 tahun lalu tahun ke 2 diambil lagi sampai selesai masa 
jabatan saya. Intinya apa, saya membangun masyarakat itu bersama-sama disemua 
aspek, masalah agamanya, budayanya itu saya bangun bareng-bareng. Yang selama ini, 
desa tidak mau tau saya sekarang dialihkan karena saya peduli, peduli pada masing-
masing dusun dan masyarakat Desa Kepuhanyar. Dan saya tidak membeda-bedakan 
agama apapun atau budaya apapun, bagi saya sama cuman titik beratnya itu kepada 
masyarakat Desa Kepuhanyar agar tidak melupakan sesepuh Desa Kepuhanyar bahkan 
tradisi nenek moyang kita, karena itu yang selalu saya dengung-dengungkan, jangan 
melupakan tradisi sesepuh kita. Karena itu bagi saya rasa terima kasih kepada beliau, 
mangkanya setiap ada bangunan baru baik itu masjid maka lurah harus turun tangan 
masuk kesitu, karena orang-orang itu bagian saya juga untuk pendekatan itu tadi 
disetiap kegiatan. Mangkanya jadi lurah itu jangan fanatik, meskipun kamu agama ini 
agama itu saya tidak membeda-bedakan saya rangkul semua karena kerukunan bersama 
itu lebih penting, kerukunan antar umat. Apakah disini keyakinan jawa? Ada, saya bisa 
buktikan karena saya bisa masuk kesitu dan tidak saya bedakan. Karena saya pahami 
dulu, oalah tibake ngene ta wong jowo (ternyata seperti ini kepercayaan jawa) jadi 
orang-orang itu tau persis, saya masuk karena tugas saya itu melindungi semua yang 
berbeda keyakinan dari yang berkeyakinan lain dan sebagainya. Intinya lurah itu 
mengayomi semua masyarakat, pengayom dari semua kultur dan ini dilakukan aman 
Desa Kepuhanyar, begitu. Makanya saya itu selama ini selalu turun ke lapangan masuk 
kesini dan saya mulai dulu itu selalu ingin tau dari masing-masing keyakinan iku yo 
opo se nek gak ngunu ga iso masuk (bagaimana menurut mereka? Kalau tidak begitu 
tidak bisa masuk ke lingkup mereka) sehingga dengan demikian bisa menimbang endi 
seng apik endi seng elek (mana yang baik mana yang buruk) tapi pada dasarnya semua 
keyakinan semua agama ngajar seng apik-apik, kalau jelek-jelek gak onok 
(mengajarkan hal yang baik-baik, kalau yang jelek tidak ada) tinggal manusianya saja 
yang melakukan, wes gitu ajakan (sudah begitu sajakan).” 
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“Saya rencana kedepan jangka panjang itu nantinya memang saya arahkan dari 
masyarakat yang punya perusahaan dan pemerintahan desa jangkan panjangnya harus 
mengadakan kerja sama secara intens, saling melengkapi. Satu contoh begini, misalnya 
ada perusahaan tahu. Jadi kalau bisa petani ini nanti disuruh menanam kedelainya yang 
nantinya kedelainya disetorkan kepada pabrik tahu. Pemasukanya siapa? Pemasukanya 
nanti lewat koprasi, koprasi di BUMDes jadi ini 3 (pemerintah desa, pengusaha lokal, 
dan masyarakat) harus saling bekerja sama harus saling berkaitan. Trus bagaimana 
ampasnya? Ampas tahunya misalnya, ampas tahunya saya nanti ada menggerakkan 
karang taruna yang karang taruna nanti akan saya gembleng saya didik untuk mengelola 
mapas tahunya, dibuat apa? Bisa dibuat pupuk, ampas tahunya ini timbang dibuang 
percuma bisa diolah menjadi sesuatu. Jadi karang taruna ini saya siapkan juga dan saya 
berikan semacam keahlian disitu. Dengan cara apa? Mendatang sebuah narasumber, 
mungkin dari dinas tenaga kerja nanti biar belajar disitu untuk mengelola ampas 
tahunya harus dibuat apa, kan bisa dibuat semacam pupuk atau semacamnyakan bisa. 
Nanti yang lebih tahukan orang atau para ahli dari dinas tenaga kerja atau pertanian, 
jadi saya undang untuk mendidik anak-anak kita supaya dia itu  lebih eksis. Biar tidak 
ada ngongkong orang dipinggir jalanlah (menyuruh orang dipinggir jalan), biar ada 
kesibukan dan ini langkah kedepan saya seperti itu. Dan mungkin ini, kalau dalam 
waktu dekat ini saya masih belum bisa ya, kalau dalam waktu 1 tahun atau 3 tahun saya 
masih belum bisa memaksimalkan pola pikir ini. Kenapa saya katakan seperti itu? 
Karena SDM (Sumber Daya Masyarakat) yang ada di desa kita ini kadang-kadang tidak 
menunjang, karena misalnya dia punya ide ini tidak mau apa-apa tidak tau cara memulai 
(tidak mau berusaha), jadi ini SDM kita yang masih terlalu kurang sehingga saya 
mencari orang yang istilahnya pendamping dari desa. Syukur-syukur dari desa ada 
orang yang juga punya semangat untuk itu, untuk memajukan desone dewe (desanya 
sendiri) tentunya anak muda yang bepikir ini, kan kalau orang-orang tua ini sudah tidak 
mau tau karena intinya kalau orang tua itu golek duwek golek duwek, ngunu tok (cari 
uang cari uang, begitu saja). Tapi kalau anak muda ini saya minta untuk muncul, untuk 
memikirkan desanya dari segala segi dari segala elemen. Kalau bisa ada semacam 
kelompok mahasiswa seluruh kepuhanyar, baik dari mana saja silahkan jadi disitu nanti 
dibicarakan agar ada forumnya mahasiswa Desa Kepuhanyar, agar nanti kalau ada 
forumnyakan bisa dipecahkan secara sendiri ide-idenya. Misalnya ada orang pertanian, 
ada orang hukumkan banyak. Cumakan selama ini tidak pernah terdata, kira-kira 
mahasiswa yang di Kepuhanyar ini berapa kan tidak pernah terdaftar tidak pernah tau 
karena tidak ada semacam forumnya. Ini nanti kalau ada forum mahasiswa Desa 
Kepuhanyar saya yakin Desa Kepuhanyar akan bangkit. Nek aku wes optimis nek 
Kepuhanyar iki akan bangkit, nek aku dewe seng mikir (kalau saya sudah optimis kalau 
Kepuhanyar ini akan bangkit, kalau aku sendiri yang berpikir) waduh mikir satu orang 
untuk semua dusun gak kuat (tidak kuat), karena sayakan banyak pekerjaan, jadi ayo 
dibantu sama-sama makanya saya itu menghimbau untuk adik-adik mahasiswa seluruh 
Desa Kepuhanyar itu ayo dibantu untuk mencetuskan masalah bagaimana desa kita itu 
akan berubah dan maju. Ini sudah alhamdulillah kita punya perangkat desa yang baru 
semuanya sarjana, dari ekonomi juga ada dan sekdesnyakan dari ilmu sosial. Kan ini 
enak jadi sama-sama seperti ini sama-sama mengisi, saya yakin kalau sudah berjalan 
semua ini maka Desa Kepuhanyar ini akan dibuat contoh desa yang lain. Karena kita 
tak mau kalah juga, meskipun desa ini masih desa tertinggal tapi saya tidak mau kalah. 
Karena saya punya SDM, kan gitu ini SDMnya sudah banyak yang sarjana. Jadi masak 
kalah dengan desa sebelah-sebelah ini, jadi ayolah mari kita mengharapkan nanti tolong 
dibentuk forum mahasiswa atau forum remaja yang isinya itu semua sarjana.” 
 

































Dalam poin terakhir mengenai bervisi strategis, Kepala Desa Kepuhanyar menjelaskan 
rencana akan pandangannya kedepan mengenai pelaksanaan tugasnya beserta juga laporan 
bulanan maupun tahunan yang harus disampaikan dan dipertanggung jawabkan kepada 
pemerintah daerah maupun kepada masyarakat Desa Kepuhanyar, hal ini menunjukan bahwa 
visi strategis yang dilakukan oleh Kepala Desa Kepuhanyar dilaksanakan dalam memenuhi 
tanggung jawabnya selama masa jabatannya dan juga agar terlaksana transparasi dari kinerja 
maupun anggaran desa yang diserap serta digunakan oleh pemerintah desa maupun lembaga 
atau organisasi masyarakat Desa Kepuhanyar. Selain itu juga terdapat rencana pandangan 
kedepan oleh kepala desa mengenai pembentukan kerja sama yang lebih intens antara 
pengusaha lokal, pemerintah desa, dan juga masyarakat desa. Selain itu, kedepannya Slamet 
Hidayat selaku Kepala Desa Kepuhanyar juga mengharapkan partisipasi mahasiswa atau 
civitas akademica yang ada di Desa Kepuhanyar untuk berpartisipasi dalam forum 
kemasyarakatan yang nantinya akan dibentuk oleh pemerintah desa dalam memfasilitasi 
masyarakat desa.  
Masih minimnya program yang sudah berjalan dan lebih banyak melakukan perbaikan 
terlebih dahulu, hal ini disebabkan atas dampak dari problematika yang terdapat di Desa 
Kepuhanyar yang masih memiliki banyak PR (Pekerjaan Rumah) peninggalan masa 
pemerintahan desa sebelumnya yang dirasa kurang berkompeten dan tidak serius dalam 
melaksanakan tugasnya, sehingga pada masa pemerintahan kepala desa saat ini harus memulai 
menata dari awal mulai dari sistem pemerintahan, perombakan pejabat desa, dan pergantian 
staf maupun perangkat administrasi desa agar dapat menjalankan sistem birokrasi yang baik 
sesuai dengan peraturan maupun undang-undang yang berlaku.  
Namun dalam perkembangannya, kepala desa sedikit demi sedikit juga berhasil 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik terutama dalam proses transparansi, 
akuntabilitas, penerapan hukum, serta keterbukaan informasi yang dibuktikan dengan adanya 
 

































keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh 
pemerintah desa, hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan dari perangkat desa, tokoh 
masyarakat dan perwakilan masyarakat desa yang secara umum menyatakan bahwa kepala 
desa saat ini telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pembina masyarakat, 
pengayom masyarakat dan pengelola keuangan desa dalam wawancara yang dilakukan oleh 
peneliti. 
E. Sinergi antara Kepala Desa, Masyarakat dan Pihak Swasta dalam Pemerintahan Desa 
Kepuhanyar 
Pemerintahan yang baik selain dijalankan oleh kepala pemerintahan yang bertanggung 
jawab juga harus terdapat sinergi atau kerja sama antara pemerintah atau negara dengan unsur-
unsur yang berkepentingan termasuk masyarakat dan pihak swasta. Dalam good governance 
terdapat 3 (tiga) unsur yang berkepentingan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau 
good government. Ketika unsur ini dalam good governance disebut sebagai stakeholder atau 
dalam isitilahnya berarti unsur yang berkepentingan atau bisa juga bersangkutan dalam proses 
kehidupan bernegara. Maka dalam penelitian ini sinergi yang harus ada dalam perjalanan 
birokrasi Pemerintah Desa Kepuhanyar atas 3 (tiga) stakeholder tersebut yakni Pemerintah 
Desa Kepuhanyar, pihak swasta atau pengusaha lokal, dan masyarakat Desa Kepuhanyar. 
Sebelum membahas mengenai sinergi atas 3 (tiga)  stakeholder, peneliti terlebih dahulu 
menanyakan mengenai keberadaan pengusaha lokal yang ada di Desa Kepuhanyar. Slamet 
Hidayat selaku Kepala Desa Kepuhanyar dalam wawancaranya dengan peneliti menjelaskan 
sebagai berikut :145 
“Kami lurah kepuhanyar, lurah yang baru. Dimana di Desa Kepuhanyar ini ada 
pengusaha lokal ya, seperti contohnya pabrik tahu yang menyuplai orang-orang 
pedagang asongan. Namun untuk kerja samanya di pemerintahan desa itu masih 
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merintis karena selama ini tidak ada kerja sama antara pengusaha lokal dengan 
pemerintah itu tidak ada, jadi ini saya masih merintis. Yang saya rintis saya hanya 
mengenai oprasinya dengan cara meminjamkan uang ke mereka-mereka itu yang 
tentunya pengusaha kecil, seperti pengusaha home industri. Ini sudah saya lakukan 
meskipun itu dananya masih kecil tapi sudah ada kerja sama disitu, dan ini nantinya 
saya akan mengadakan semacam pendekatan lagi dengan pengusaha lokal itu 
bagaimana caranya kita nanti bisa menampung memasarkan hasil olahanya itu. Saya 
ingin merintis juga, jadi biar sama-sama berjalan  selanjutnyakan kalau ini seandainya 
dari pengusaha lokal ini ada semacam kepedulian dengan desanya sendiri, insya allah 
desa akan mulai bangkit dan bisa menjadi desa yang maju. Sekian” 
Hal ini menunjukan bahwa tedapat pengusaha lokal atau dalam good governance 
disebut sebagai sektor swasta di Desa Kepuhanyar, sesuai dengan pernyataan kepala desa diatas 
mengenai keberadaan pengusaha lokal di Desa Kepuhanyar terdapat pabrik tahu sebagai 
penyuplai para pedagang lokal yang menjual kebutuhan pokok atau kebutuhan pangan. 
Selanjutnya setelah mengetahui keberadaan pengusaha lokal di Desa Kepuhanyar, maka 
peneliti melanjutkan pembahasan mengenai sinergi atau kerja sama yang terjalin anatara 
Pemerintah Desa Kepuhanyar, pengusaha lokal dan masyarakat Desa Kepuhanyar. Dalam 
wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Slamet Hidayat selaku Kepala Desa 
Kepuhanyar, beliau menjelaskan mengenai sinergi atas 3 stakeholder sebagai berikut :146 
“Mengenai kerja sama antara 3 (tigas) stakeholder tadi (pengusaha lokal, masyarakat 
sipil dan pemerintahan desa) ini sudah mulai ada, ada kepedulian dari ketiga unsur tadi 
meskipun dalam taraf kecil. Meskipun seperti itu, masih kecil masih permulaan tapi ini 
ada. Satu contoh begini, saya kepada pengusaha lokal itu pernah mendatangi dan saya 
minta semacam pemasukan untuk desa atau kontribusi untuk desa, ini sudah ada titik 
terangnya. Sudah ada titik terangnya berapa persen hasil industri ini tadi sudah ada, 
masyarakat juga sudah ada partisipasi karena masyarakat juga kayak gitu sama. Jadi 
semua itu kita lakukan kerja sama yang baik dari ketiga stakeholder itu tadi, karena 
kalau ini dilakukan dengan baik dan kita sama-sama bergerak ya tentunya kita juga 
transparan juga. Kalau tidak ada transparan juga tidak akan mau seperti pengusaha lokal 
ini, jadi kita juga terangkan kepada masyarakat. Bahkan saya itu kalau sudah dapat 
mesti saya foto orangnya, sebagai bentuk bahwasanya dia sudah berpartisipasi untuk 
desa. Karena orang kalau sudah di foto dan dimasukan ke dalam agenda desakan 
senang, sebab dia merasa dihargai karena ada semacam imbal balik dari desa, seperti 
itu. Itu sudah saya lakukan meskipun kalau kita presentase masih 30%, karena kita 
masih menjajaki baru mulai dilakukan pendekatan demi pendekatan. Dan ini nantinya 
meskipun ada pengusaha yang lebih besar dari ini, salah satu contoh yakni PT. MIP 
(Multiniaga Intermedia Proteksi) yang selama ini tidak ada kontribusi ke desa, padahal 
tanahnya sangat luas sekali termasuk tanah belakang kantor pemerintahan desa ini, jadi 
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tanahnya itu sangat luas sekali tapi kontribusi selama ini tidak ada. Padahal tanah itu 
disewakan untuk masyarakat, dan ini sudah saya masuki, untuk apa? Biar dia itu juga 
mengerti tentang desanya dia harus bertanggung jawab juga untuk desanya jadi 
diundang-undang itu juga ada, ada aturannya. Mangkanya karena ada aturannya ada 
payung hukumnya, saya masih berani untuk bergerak begitu. Jadi disitu sudah ada kerja 
sama tapi untuk sementara ini saya masih ambil yang industri lokal dulu yang sifatnya 
setiap hari atau continue. Karena inikan semua pertanian semua PT. MIP juga masuk 
di lahan pertanian PT. Dragon juga, jadi saya akan datangi satu persatu untuk saya 
minta kontribusinya kepada desa. Jadi kalau ini semua masuk semua maka insya allah 
Kepuhanyar ini angkat bangkit, saya yakin bangkit. 
Faktor pendukungnya itu ya kita punya aturan dari pemerintah jadi kita boleh mencari 
pemasukan diluar pemerintah misalnya dari ADK (Alokasi Dana Kampung) dan ADD 
(Alokasi Dana Desa) dan dari pihak ketiga, boleh. Cuman harusnya punya payung 
hukum terlebih dahulu, kita tidak gegabah karena inikan perusahaan besar tentunya kita 
harus buat Perdes dulu atau Peraturan Desa baru buat Perkadesa atau Peraturan Kepala 
Desa itu. Kalau ini sudah dibuatkan maka enak kita ada payung hukumnya. 
Yang menghambat itu apa ya, ya terkadang kita itu dibenturkan dengan birokrasi ya, 
sebab birokrasi itu terlalu lama dan sebagainya. Misalnya satu contoh, kita mengajukan 
ke perusahaan yang mana ini bukan persahaan utama masih anak perusahaan. Sehingga 
dari anak perusahaan sampai ke direkturnyakan terlalu lama, karena apa? Karena 
perusahaan tidak berani memutuskan sendiri karena butuh waktu untuk mengajukan ke 
yang atasnya, begitu. Jadi kadang kala seperti perusahaan-persahaan disekitar sini 
itukan agak kaget karena perusahaan-perusahaan ini tidak pernah direken 
(diperhatikan). Jadi dibiarkan kalau mau menyumbang ya menyumbang kalau tidak ya 
tidak, karena selama ini desa itu saya juga kurang tau saya juga bingung, kok dia diam 
saja tidak diberi perhatian tidak ada kontribusi untuk desanya apa kok tidak mencari, 
padahal tanahnya sangat lebar dan luas sekali. Dan itu disewakan juga ke masyarakat, 
lalu hasil sewanya dinikmati pribadi, tapi desa tidak tau, inikan salah. Nah ini juga dia 
baru tau, kok selama ini diam terus. Mangkanya ini juga penghambat karena dari pihak 
sengon (tanah yang disewakan oleh PT ke desa) terkejut karena tidak pernah ada begini-
begini dan anteng-anteng aja, kok tiba-tiba ada lurah baru minta kontribusi ke desa. Ini 
kalau kita tidak siap-siap Perdes dan Perkades ini bisa mati kutu, maka kita masukan 
surat terlebih dahulu agar ada payung hukumnya kita buat dulu baru masuk. Disini 
banyak tanah yang dimiliki perusahaan, contohnya PT. MIP ada PT. Dragon ada 
punyanya PT. Bokormas tapi ini lo tidak pernah di singgung, tidak pernah dicari 
solusinya bagaimana, tidak pernah dipikirkan dan memikirkan bagaimana mencari 
uang untuk desa. Kalau kita cuma mengandalkan dana ADD yang ADDnya sangat kecil 
maka kita tidak bisa apa-apa juga, makanya seperti kepala desa itu kalau bisa saya 
umpamakan saja ya harus bisa seperti manager, manager yang ada di desa, ya harus 
bisa berpikir positif dan kreatif disitu. Kan kita sama dengan manager tapi manager 
yang ada di desa, mangkanya kita harus pintar-pintar mencari peluang disini, apa yang 
bisa dikerjakan apa apa. Karena kalau kita hanya diam ya diam saja, misalnya dari 
rumah ke desa duduk manis ngobrol pulang ya tidak bisa, kapan kita mau bergerak? 
Kapan mau maju desanya? Ya tidak bisa juga, makanya kita harus mencari dan terus 
mencari. Asalkan kita harus betul-betul sesuai dengan tatanan dengan aturan main, 
kalau tidak sesuai kita bisa kejeglong (jatuh/terpuruk).” 
 

































Sinergi yang terjalin antara 3 (tiga) stakeholder di Desa Kepuhanyar antara Pemerintah 
Desa Kepuhanyar, sektor swasta, dan Masyarakat Desa Kepuhanyar sudah terjalin dan 
dibangun mulai dari awal, meskipun masih dalam pembahasan mengenai rancangan kedepan 
untuk sinergi yang terjalin kepada perusahaan besar agar terjalin kerja sama yang  intens antara 
Pemerintah Desa dengan perusahaan yang bersangkutan. Dalam mewujudkan sinergi antara 
stakeholder, juga terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mewujudkan kerja 
sama ini. Faktor pendukungnya yakni dalam kewenangnan pemerintahan desa berhak membuat 
peraturan pemeritah desa yang dapat diwujudkan dengan musyawarah terlebih dahulu antara 
BPD bersama kepala desa, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa sehingga 
dari adanya payung hukum yang melindungi pemerintah desa untuk masuk kedalam area sektor 
swasta dalam membangun kerja sama dengan pengusaha lokal, agar dapat terjalin sinergi atau 
kerja sama yang sesuai dengan prosedur administrasi sesuai aturan atau peraturan yang ada. 
Selain faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat dalam mewujudkan sinergi ini, yakni 
proses birokrasi yang tergolong rumit dan memakan waktu. Seperti yang dijelaskan dalam 
wawancara diatas mengenai adanya sinergi antar stakeholder di Desa Kepuhanyar oleh Kepala 
Desa Kepuhanyar, bahwa seringkali birokrasi yang menghambat dalam artian mengulur waktu. 
Hal ini disebabkan perusahaan yang akan dituju adalah perusahaan cabang sehingga harus 
menunggu diposisi untuk pengajuan permohonan kerja sama sampai kepada perusahaan pusat.  
Walaupun demikian secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha atau cara 
yang dilakukan kepala desa dalam membangun sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, 
dan sektor swasta yang ada di Desa Kepuhanyar sudah tergolong kearah realisasi untuk menjadi 
lebih baik, hal ini juga dibuktikan dengan cara kepala desa dalam melakukan rangsangan 
kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan desa. Dan terjalinnya kerja sama antara 
 

































pemerintah desa dengan pabrik tahu dalam penyaluran hasil produksi pabrik kepada 
masyarakat melalui BUMDes. 
Selain pernyataan dari Kepala Desa Kepuhanyar, juga terdapat pendapat lain dalam 
sinergi antar stakeholder yang ada di Desa Kepuhanyar. Hal ini disampaikan oleh Teguh 
Muljoko selaku Kepala Dusun Wonoayu, Desa Kepuhanyar berpendapat bahwa :147 
“Kalau untuk itu dalam 3 aspek itu belum ada, tapi kalau untuk ke masyarakat. 
pembuktian tentang organisasi masyarakat, lembaga masyarakat semuanya difungsikan 
sudah bergerak semua. Contoh sekarang, dari pembangunan yang tidak dilaksanakan 
karena ditarik semua ke covidkan keuangannya, tapi untuk pemberdayaan semuanya 
dijalankan sehingga biaya keluar kesitu, PKK terutamanya, posyandu terutama itu 
bergerak. Dan sebagian besar sudah terbukti dari ikut lomba KWT, bukti mereka sudah 
berhasil sebagian sudah menjual produk mereka sendiri. Jadi saiki wong wedok-wedok 
wes ngerti belonjoe ndek kunu, belonjo kacang belonjo lombok disitu (orang perempuan 
sudah mengerti belanjanya disitu, belanja kacang belanja cabai disitu). Nah ini bukti 
dari pergerakan satu tahun ini yang diprogramkan dicanangkan dan berhasil berjalan 
itu KWT yang paling pokok. Yang lain-lain mungkin ini karang taruna dan linmas yang 
akan ditata, pemberdayaan istilahnya begitu.” 
Selain itu Syaifullah selaku Kepala Dusun Kepuhanyar, Desa Kepuhanyar dalam 
wawancaranya yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa :148 
“Untuk saat ini belum, mungkin untuk kedepan akan ada sebab untuk karang taruna itu 
terus berbenah. Itungannya banyak yang bisa dikerjakan oleh karang taruna, cumakan 
ini berbenah dulu tapi jangka kedepan ke arah situ itu ada.” 
Chairul Anwar selaku Ketua Karang Taruna juga menyampaikan pendapatnya dalam 
menanggapi adanya kerja sama antara stakeholder yang ada di Desa Kepuhanyar, yakni :149 
“Untuk saat ini sedang dalam proses untuk melakukan kerja sama, sebab ada kerja sama 
dan bekerja sama ini beda tipis. Jadi sekarang menurut pemahaman saya kenapa pak 
lurah langsung turun dalam proses untuk membangun kerja sama, karena ada 
kesengjangan anatara perangkat dan beliaunya sendiri. Sebab beliau biasanya langsung 
ke rt, rwnya langsung atau ke karang tarunanya langsung. Kadang ke kasun-kasunnya 
itu tidak turun, karena biasanya oleh mereka tidak disampaikan sampai ke bawah. 
Karena ini ya mas mohon maaf, kepercayaan warga terhadap perangkat-perangkat ini 
selain lurah yang lama-lama terutama itu ya banyak kecewanya, karena survei dari 
warga seperti itu.” 
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Agung Andreanto selaku perwakilan pabrik tahu juga menyampaikan pendapatnya 
dalam menanggapi kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah desa, sebagai berikut :150 
“Kalau bentuk keikut sertaanya (partisipasi) dalam kerja sama itu kayak pabrik ini kan 
produksi tahu, jadi hasil tahu yang dibuat ini kami setorkan ke desa, lalu dari desa 
disalurkan-salurkan ke masyarakat ke orang-orang yang melijo (pedagang yang 
menjual kebutuhan pokok) itu untuk dijual mereka. Kalau selain itu ya misalnya lagi 
ada acara ruwah desa dan acara tujuh belasan (17 Agustus). Pabrik tahu juga turut serta 
menyumbang dana karena dari pemerintah desa biasanya mengajukan permintaan dana 
ke pabrik lewat kantor lalu ditunjukkan ke pak samsul (selaku pemilik pabrik tahu), 
baru setelah itu diberi dananya ke desa. Saya kira cuma itu saja mas yang saya tau, 
karena ya belum banyak kegiatan dari pemerintah desa, masih seperti itu adanya yang 
saya tau.” 
Tohari selaku Tokoh Agama di Dusun Pasinan, juga menyampaikan pendapatnya, 
sebagai berikut :151 
“Ya insya allah, mulai sudah. Ya katakanlah bangun punden itu sudah kerjasama sama 
desa itu.” 
Dari pendapat yang disampaikan oleh narasumber diatas, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa sinergi atau kerja sama antara stakeholder yang ada di Desa Kepuhanyar sudah terdapat 
realisasi, hal ini dapat dilihat dari pernyataan narasumber yang berasal dari masyarakat desa 
dan pabrik tahu. Bentuk kerjasama yang dilakukan pemerintah desa dengan masyarakat desa, 
dalam kegiatan melaksanakan pembanguan di Desa Kepuhanyar dan pembentukan karang 
taruna desa sebagai wadah untuk para remaja desa agar berpartisipasi dalam kehidupan 
birokrasi desa. Bentuk kerja sama Pemerintah Desa dengan pabrik tahu selaku sektor swasta di 
Desa Kepuhanyar, dalam penyaluran produksi tahu kepada masyarakat yang berprofesi sebagai 
pedangan kebutuhan pokok, ini juga dapat menjadi indikator terjadinya kerja sama atau sinergi 
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antara pemerintah desa dan pabrik tahu. Sebab dalam hal ini terdapat komunikasi serta 
hubungan timbal balik antara pemerintah desa dan pabrik tahu serta masyarakat desa. 
Setelah membahas secara keseluruhan hasil dan analisis data mengenai peran kepala 
desa dalam mewujudkan good governance dan analisa mengenai bentuk sinergi yang terjadi 
antara 3 (tiga) stakeholder yang ada di Desa Kepuhanyar, maka peneliti menyimpulkan bahwa 
Slamet Hidayat selaku Kepala Desa Kepuhanyar saat ini telah berusaha sebaik mungkin dalam 
menjalankan dan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam konsep Good Governance, 
hal ini dibuktikan dengan usahanya memperbaiki sistem pemerintahan desa mulai dari titik 
terbawah dengan Desa Kepuhanyar yang berstatus desa tertinggal sehingga dapat naik kepada 
level desa berkembang, selain itu beliau juga selalu mengedepankan musyawarah bersama 
masyarakat dan lembaga yang ada di Desa Kepuhanyar hal ini demi mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik dalam proses perjalanannya sebagai kepala pemerintahan, dan terakhir 
dalam mewujudkan adanya sinergi yang terjalin antara pemerintah desa, masyarakat desa, dan 
sektor swasta di Desa Kepuhanyar sebagai syarat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang 
baik, sudah terjadi realisasi bentuk kerja sama kepada masyarakat, serta pabrik tahu selaku 
perusahaan lokal pada bidang produksi kebutuhan pokok, walaupun sinergi kepada sektor 
swasta lainnya belum sepenuhnya terjalin terkait pada perusahaan yang cukup besar seperti PT. 
MIP dan PT. Dragon, hal ini disebabkan oleh situasi pandemi covid 19 yang saat ini terjadi 
sehingga menghambat proses realisasi kerja sama atau sinergi yang ada di desa, selain itu juga 
terdapat sistem birokrasi yang cukup panjang pada perusahaan yang bersangkutan sehingga 
harus menunggu keputusan dari direktur utama untuk melakukan persetujuan terhadap kerja 
sama yang akan diajukan oleh Pemerintah Desa dengan perusahaan besar terkait dengan waktu 
yang cukup lama. 
Walaupun belum sepenuhnya direalisasikan bentuk sinergi yang diharapkan oleh 
kepala desa saat ini, tetapi beberapa bentuk kerja sama dengan masyarakat desa dan pabrik tahu 
 

































sudah terjalin. Kepada masyarakat bentuk kerja samanya terkait dalam pelaksanaan kegiatan-
kegiatan oleh pemerintah desa, seperti kerja bakti, forum dusun, PKK, dan karang taruna. Serta 
pada sektor swasta atau pabrik tahu juga sudah terjalin bentuk kerja sama yang diwujudkan 
dengan penyuplaian tahu kepada BUMDes untuk disalurkan kepada masyarakat yang 
berprofesi sebagai pedagang keliling kebutuhan pokok sehari-hari (melijo) 
  
 



































A.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan data-data empiris yang diperoleh peneliti 
dilapangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance penuh dengan tanggung 
jawab dan sesuai dengan prinsip pasritipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, 
berorientasi konsensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan bervisi 
strategis. Dalam penerapannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam 
Undang-Undang dan Peraturan yang ada, Slamet Hidayat selaku Kepala Desa Kepuhanyar 
dapat dikatakan telah memenuhi kategori tersebut dalam kinerjanya sebagai kepala desa. 
2. Sinergi dengan stakeholder di Desa Kepuhanyar, dalam bentuk kerja sama antara 
Pemerintah desa dengan masyarakat serta elemen masyarakat dalam pembanguanan di desa, 
pembentukan karang taruna desa, serta kerja sama lainnya dalam bidang sosial dan 
kesejahteraan masyarakat di Desa Kepuhanyar. Pemerintah Desa bekerja sama dengan pabrik 
tahu dalam bentuk penyaluran hasil produksi pabrik sebagai kebutuhan pokok masyarakat 
melalui BUMDes yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai 








































Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti juga ingin menyampaikan 
beberapa saran, diantaranya adalah : 
1. Kepala Desa Kepuhanyar diharapkan tetap konsisten dalam melaksanakan tugasnya 
sebagai Kepala Pemerintahan di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten 
Mojokerto. Sebab terdapat banyak harapan dari masyarakat yang ditaruh kepada sosok 
kepala desa saat ini karena melihat semangat dan bukti nyata dari kinerja kepala desa 
saat ini yang menyebabkan masyarakat menaruk kepedulian kembali terhadap desanya. 
Dan diharapkan tidak melupakan janji politiknya dalam masa kampanye ataupun 
rencana-rencana pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kepada masyarakat 
Desa Kepuhanyar. 
2. Semoga dengan membaiknya kondisi bumi dari pandemi virus covid 19 saat ini, Kepala 
Desa Kepuhanyar bisa sesegera mungkin menciptakan wujud sinergi yang lebih intens 
antara unsur yang berkepentingan atau stakeholder dalam kehidupan birokrasi 
Pemerintahan Desa Kepuhanyar. 
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